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Fajar Agung Nogroho, K8406021, PENATAAN SEKTOR INFORMAL DI 
BELAKANG KAMPUS UNS (Studi Kasus Dampak Sosial Ekonomi Pada 
Pedagang Di Pasar Panggungrejo Jebres, Surakarta) Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juli 2010. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan tanggapan 
pedagang para pedagang sektor informal mengenai lokasi baru yang mereka 
tempati, (2) mendeskripsikan dampak sosial ekonomi bagi pedagang sektor 
informal setelah menempati lokasi yang baru di Pasar Panggungrejo, (3) 
mendeskripsikan tanggapan pengguna jasa/ konsumen pasca penataan dan 
pemindahan pedagang sektor informal ke Pasar Panggungrejo  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan strategi studi kasus tunggal, dimana penelitian terpusat pada satu sasaran. 
Aspek tunggal dalam penelitian ini adalah pedagang sektor informal di belakang 
kampus UNS yang di relokasi di pasar Panggungrejo. Sumber data pada penelitian 
ini adalah (1) Informan yaitu pedagang pasar Panggungrejo, (2) Tempat dan 
Peristiwa yaitu di pasar Panggungrejo, Kecamatan Jebres, Surakarta, (3) 
Dokumen dan Arsip. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan purposive sampling dengan menggunakan snowball sampling. 
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi (1) wawancara 
secara mendalam (in-depth interview), (2) pengamatan secara langsung 
(observasi), serta (3) dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 
analisis data model analisis interaktif yang meliputi empat komponen yaitu 
pemgumpulan data, reduksi data (reduction), sajian data (display), dan verifikasi 
data/ penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penataan 
pedagang sektor informal (PKL) di belakang kampus uns berlangsung secara dua 
tahap. Tahap pertama penataan pedagang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 
2008. Penataan ini dilakukan dengan memindah sebanyak 93 PKL di belakang 
kampus UNS. Sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 
2009. Pada tahap ini penataan dilakukan dengan memindah sebanyak 106 PKL di 
belakang kampus UNS. Tanggapan dari para pedagang di pasar Panggungrejo 
yaitu kondisi pasar yang nyaman, kesadaran pedagang akan penggunaan trotoar 
dan badan jalan merupakan menyalahi peraturan yang berlaku. Sehingga 
pedagang dengan sukarela mengikuti program penataan pedagang ini, fasilitas 
pasar yang lengkap, serta kepastian pedagang dalam melakukan usaha karena 
sudah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Hak Penempatan 
(SHP). Dampak sosial yang dirasakan pedagang adalah hububungan sosial yang 
terjalin antar pedagang lebih erat karena kiosnya yang berdekatan dalam satu 
gedung pasar. Namun disisi lain hubungan dengan keluarga menjadi kurang baik, 
sering timbul pertengkaran yang dikarenakan oleh pendapatan ekonomi yang 
menurun. Sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan oleh pedagang yaitu 
adanya kepastian pedagang dalam melakukan usaha, serta turunnya hasil 
pendapatan pedagang setelah pindah di pasar Panggungrejo. Terakhir tanggapan 
konsumen yaitu penataan ini hanya dalam bentuk fisiknya saja. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan kota merupakan bagian dari pembangunan 
nasional yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
penduduk. Untuk itu perlu diperluas usaha-usaha pemerataan pembagian 
pendapatan dan pemerataan kesempatan kerja dalam rangka memperoleh 
penghidupan yang layak. Hal tersebut dapat dicapai apabila dalam semua 
sektor ekonomi terdapat keserasian dan keseimbangan serta kebulatan 
yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan ke arah pertumbuhan dan 
penghidupan yang layak. 
Pembangunan sektor ekonomi kota diharapkan menyerap dan 
menampung seluruh angkatan kerja yang ada. Hal tersebut dapat 
meningkatkan aktivitas perekonomian daerah setempat. Penyerapan tenaga 
kerja sektor informal lebih banyak dibandingkan dengan sektor formal 
yang hampir terjadi di setiap kota atau provinsi di Indonesia. Hal ini 
mencerminkan betapa besar peranan masyarakat Indonesia dalam 
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 
Dalam kurun waktu terakhir ini, pekerjaan sektor informal di 
Indonesia menunjukan pertumbuhan yang pesat, terutama di daerah 
perkotaan. Akibat terbatasnya kesempatan kerja di luar pertanian di 
pedesaan berakibat arus migrasi dari desa ke kota semakin meningkat. 
Menurunnya kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja dari pedesaan, 
karena terjadi mekanisasi di sektor pertanian yaitu masuknya teknologi 
pertanian ke desa menjadikan pertanian di desa lebih mengandalkan tenaga 
mesin daripada tenaga manusia. Selain itu, terjadinya penyempitan lahan 
pertanian juga merupakan salah satu faktor masyarakat desa melakukan 
migrasi ke kota. 
Masyarakat yang tidak tertampung bekerja pada pekerjaan 
formal, untuk bisa bertahan hidup mereka melakukan segala cara, salah 
satunya membuka lapangan pekerjaan sektor informal di pinggir jalan atau 
menempati lahan-lahan kosong perkotaan yang dianggap potensial untuk 
kegiatan berdagang/ usaha, dengan membangun lapak-lapak yang 
permanen maupun yang semi permanen. Baik di pinggir jalan maupun di 
sekitar taman yang mereka anggap potensial melakukan usaha dagang ini.  
Hasil penelitian Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 
1998 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 
bahwa sebagian yang berhenti bekerja di sektor formal karena dampak dari 
PHK akibat dari krisis ekonomi, sehingga mereka berpindah kerja ke 
sektor informal untuk mempertahankan hidup. Persentase pekerja sektor 
informal di perkotaan dan di pedesaan makin meningkat jumlahnya, 
peningkatan di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Pekerjaan 
informal di perkotaan meningkat sebesar 2,92 persen, dari sebesar 42,99 
persen pada tahun 1977 meningkat menjadi 45,91 persen pada tahun 1998. 
Peningkatan tersebut di perkotaan lebih besar dari pada di pedesaan, 
sebesar 2,5 persen. Sektor informal mempunyai peranan yang sangat 
berarti dalam menyerap angkatan kerja. Pada hasil sensus 1971 sekitar 25 
persen angkatan kerja perkotaan terlibat dalam kegiatan sektor informal. 
Angka tersebut naik menjadi sekitar 35 persen pada tahun 1980 dan 39 
persen pada tahun 1990 (Manning dan Effendi, 1997 ). Sektor informal 
khususnya pedagang kaki lima, sangat membantu pemerintah dalam usaha 
menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka yang berpendidikan rendah, 
sehingga dapat mengurangi pengangguran  
Diperkirakan jumlah pedagang kaki lima terutama di kota-kota 
besar akan terus bertambah. Adanya arus urbanisasi menjadi salah satu 
faktor penyebab permasalahan tumbuhnya sektor informal di perkotaan. 
Kedatangan kaum urban yang gagal dalam kualifikasi pekerjaan karena 
kebanyakan pendatang dari desa tidak memiliki kualifikasi yang cukup 
untuk memperoleh pekerjaan di kota. Kaum urban ini kalah bersaing 
dengan orang-orang yang memiliki modal, pendidikan, pengalaman, skill 
(ketrampilan), informasi dan akses yang lebih baik. Dengan demikian 
kedatangan kaum urban yang gagal kualifikasi ini menjadikan kota 
kelebihan angkatan kerja. 
Sektor informal dipilih oleh masyarakat yang tidak tertampung 
di sektor formal karena sektor ini memiliki persyaratan yang cukup 
fleksibel. Sektor ini juga tidak menuntut ketrampilan tertentu, modal usaha 
yang relatif kecil serta variasi yang cukup luas. Di sisi lain adanya sektor 
informal mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, sederhana 
terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan 
menengah. Selain itu pedagang di sektor informal mampu memberikan 
lapangan kerja, menunjang ekonomi penduduk, dan pemerataan 
kesejahteraan sebagian masyarakat. 
Kegiatan sektor informal berperan sebagai penampung angkatan 
kerja yang tidak tertampung pada sektor formal dan massa miskin kota. 
Dorongan untuk memasuki sektor informal ini karena dalam sektor ini 
tidak ada hubungan kerja kontrak jangka panjang seperti pada sektor 
formal. Sehingga mobilitas angkatan kerja pada sektor informal cukup 
tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang mempermudah 
tenaga kerja memasuki sektor ini.  
Selain itu untuk memulai kegiatan usaha di sektor informal tidak 
terlalu dituntut keahlian dan tingkat pendidikan yang tinggi. Adanya 
pertumbuhan yang tidak seimbang antara tingginya angkatan kerja dan 
terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan tingginya jumlah 
pengangguran. Oleh karena itu perlu perhatian dari pemerintah daerah 
setempat untuk mulai memikirkan bagaimana mengelola keberadaan 
sektor informal. Dengan demikian perlu adanya peran  pemerintah daerah 
dalam memikirkan keberadaan mereka baik dari sektor penghidupan, 
pendapatan, dan juga tempat yang mereka singgahi sehingga akan tercapai 
suatu keseimbangan sosial yang meluas di lingkungan masyarakat. 
Sektor informal muncul dalam kegiatan yang bersifat kompleks 
oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang dan waktu. Berkebalikan 
dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, 
bersifat padat modal dan mendapat proteksi dari pemerintah. Sektor 
informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali 
menerima proteksi ekonomi resmi dari pemerintah. Biasanya berupa usaha 
berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup dan pengembangan yang 
terbatas. 
Minimnya proteksi dari pemerintah ini karena citra buruk 
pemerintah mengenai sektor informal. Pemerintah beranggapan bahwa 
sektor informal merupakan suatu masalah yang mengganggu. Mulai dari 
mengganggu keindahan kota, menambah kesemrawutan kota, 
memperburuk tata kelola kota, dan merenggut hak pejalan kaki (biasanya 
pedagang sektor informal berada di trotoar jalan yang notabenenya 
diperuntukkan untuk pejalan kaki).  
Surakarta sebagai sebuah kota yang cukup besar tidak bisa terlepas 
dari permasalahan mengenai pedagang sektor informal atau pedagang kaki 
lima. Salah satu lahan yang dijadikan sebagai tempat pedagang kaki lima 
berada di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta, lokasinya berada 
tepat di belakang kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). 
Berkembangnya PKL di belakang kampus UNS berawal  sejak tahun 
1990-an. UNS merupakan salah satu universitas negeri terbesar di kota 
Surakarta. Sehingga tidak mengherankan bahwa banyak mahasiswa yang 
berasal dari luar daerah Surakarta menuntut ilmu disini. Mahasiswa yang 
berasal dari luar Surakarta kebanyakan cenderung menyewa tempat kos 
atau mengkontrak rumah. Tempat-tempat kos untuk mahasiswa 
kebanyakan berada di sekitar belakang kampus UNS. Sehingga daerah 
belakang kampus UNS dari tahun ke tahun semakin ramai. Keramaian 
itulah yang mendorong masyarakat membuka sektor informal di sekitar 
belakang kampus UNS. Kebutuhan yang dibutuhkan mahasiswa semua 
tersedia di sepanjang jalan di belakang kampus UNS ini. Mulai dari 
makanan, rental komputer, fotocopy,  counter selular, hingga toko pernak-
pernik bagi mahasiswi.  
Sebagai salah satu alternatif mempertahankan hidup dan 
memperbaiki keadaan, dengan modal yang tidak  besar,  sehingga PKL 
tumbuh secara sporadis, menempel dihampir seluruh kegiatan/pusat 
keramaian dan di tempat-tempat strategis. Hampir semua lahan-lahan 
kosong di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara ditempati oleh para 
pedagang kaki lima. Jumlahnya tidak kurang dari 100 lapak pedagang di 
sepanjang jalan tersebut (pengamatan peneliti). Para pedagang kaki lima 
ini menempel persis di pagar-pagar pembatas belakang kampus UNS. 
Terlepas dari adanya polemik status tanah yang PKL tempati, keberadaan 
PKL ini cukup banyak dimanfaatkan oleh para mahasiswa UNS untuk 
memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 
Peran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan, 
menertibkan, menata, dan melestarikan lingkungan hidup adalah 
mewujudkan suatu kondisi lingkungan yang tertib, bersih, rapi dan sehat 
guna menciptakan suasana kondusif di sekitar wilayah pemerintahan kota. 
Penataan kota dan lingkungan merupakan tanggung jawab dari pemerintah 
daerah, sehingga perlu suatu pemikiran yang kreatif, inisiatif dan kritis 
dari pemerintah kota guna meningkatkan pembangunan di wilayahnya. 
Seperti yang diketahui bahwa wilayah karesidenan Surakarta, 
khususnya pemerintah kota Surakarta dalam mengatur dan menata kembali 
kota Surakarta ini diperlukan beberapa cara dan strategi yang mantap 
termasuk kebijaksanaan yang adil terhadap penataan dan pembinaan 
pedagang kaki lima. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Walikota No. 
2 Tahun 2001 mtentang pedoman Pelaksanan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta dan No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima. 
Kota Surakarta sebenarnya dalam hal gusur-menggusur atau 
pemindahan dan penanganan pedagang kaki lima boleh dikatakan cukup 
berhasil. Salah satu contohnya adalah pemindahan atau relokasi pedagang 
kaki lima pada tanggal 23 juni 2006 di sekitar Monumen Pejuang 45 
Banjarsari ke pasar yang baru yaitu Pasar Notoharjo di Semanggi. Atas 
pemindahan pedagang yang berlangsung aman dan tertib itu pemerintah 
kota mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) 




Banyaknya pedagang kaki lima yang berada di sekitar kampus 
tepatnya di belakang kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) 
cukup menyita perhatian dari pemerintah kota Surakarta. Anggapan 
pemerintah mengenai pedagang kaki lima yang berada di sekitar belakang 
kampus UNS dapat mengganggu arus lalu lintas, merusak keindahan kota, 
merenggut hak pejalan kaki dan lain sebagainya. Anggapan ini yang 
mendorong pemerintah kota Surakarta untuk melakukan penataan di 
daerah tersebut. Akan tetapi penataan yang akan dilakukan oleh 
pemerintah kota Surakarta menimbulkan konflik antara PKL dengan 
pemerintah. Para PKL beranggapan bahwa setiap hari mereka telah 
membayar retribusi kepada pemerintah kota Surakarta melalui Dinas 
Pengelola Pasar, sehingga tidak perlu dilakukan penataan. Namun 
Pemerintah kota Surakarta bersikukuh akan melakukan penataan dengan 
pertimbangan keindahan dan kenyamanan kota.  
Penataan dan pemindahan pedagang yang dilakukan oleh 
pemerintah Kota Surakarta dilakukan secara bertahap. Penataan yang 
sudah dilakukan yakni pada pedagang yang berlokasi di sebelah barat 
gerbang belakang UNS. Penataan dan pemindahan berlangsung pada awal 
Desember 2009. Tidak kurang dari 100 pedagang dipindahkan di pasar 
yang dibangun oleh pemerintah yang letaknya tidak jauh dari lokasi 
berdagang yang lama. Tepatnya di Jalan Surya dibelakang Kecamatan 
Jebres. Pasar yang diberi nama Pasar Panggungrejo ini disiapkan 
pemerintah sebagai tempat yang baru bagi pedagang kaki lima yang 
sebelumnya berada di belakang kampus Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
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  Solopos 24 Juni 2006 
Adanya penataan pedagang ini tidak dapat dipungkiri akan 
berdampak pada pendapatan dan hubungan sosial. Ketika para pedagang 
masih berdagang di jalan Ki Hajar Dewantara yang berada tepat di 
belakang kampus UNS dan merupakan salah satu akses jalan menuju kota 
Surakarta, sehingga banyak masyarakat melewati jalan ini, sehingga 
pendapatan yang pedagang peroleh cukup besar. Namun ketika mereka 
menempati lokasi yang baru ada kemungkinan pendapatan para pedagang 
dapat diperkirakan akan turun. Hal ini dikarenakan lokasi baru tempat 
yang mereka tempati merupakan masuk gang dan jauh dari tepi jalan 
besar.  
Hubungan sosial yang terjalin juga terkena dampak dari 
penataan dan pemindahan ini. Di lokasi yang lama mereka telah 
menempati lapaknya sekian tahun dengan interaksi sosial yang terjalin 
sekian tahun pula. Namun ketika mereka pindah dan menempati lokasi 
yang baru ada kemungkinan mereka akan melakukan hubungan sosial 
yang baru dengan pedagang lain. Melihat fenomena itulah peneliti tertarik 
untuk meneliti dampak sosial ekonomi para pedagang sektor informal 
yang telah dilakukan penataan. Sehingga penelitian saya ini berjudul, 
“PENATAAN SEKTOR INFORMAL DI BELAKANG 
KAMPUS UNS” (Studi Kasus Dampak Sosial Ekonomi Pada 
Pedagang Di Pasar Panggungrejo Jebres, Surakarta) 
 
B. Perumusan Masalah 
Dengan memahami latar belakang seperti yang telah 
dikemukakan di atas maka dapat dibuat suatu rumusan permasalahan 
untuk membatasi penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini rumusan 
masalahnya dapat disusun sebagai berikut : 
1. Bagaimana tanggapan para pedagang sektor informal mengenai 
lokasi baru yang mereka tempati? 
2. Bagaimana dampak sosial ekonomi bagi pedagang sektor 
informal setelah menempati lokasi yang baru di Pasar 
Panggungrejo? 
3. Bagaimana tanggapan pengguna jasa/ konsumen pasca penataan 
dan pemindahan pedagang sektor informal ke Pasar 
Panggungrejo? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan tanggapan pedagang sektor informal 
mengenai lokasi baru yang mereka tempati. 
2. Untuk mendeskripsikan dampak sosial ekonomi bagi pedagang 
sektor informal setelah menempati lokasi baru di Pasar 
Panggungrejo. 
3. Untuk mendeskripsikan tanggapan pengguna jasa/ konsumen pasca 
penataan dan pemindahan pedagang sektor informal ke Pasar 
Panggungrejo. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu 
pengetahuan khususnya masalah-masalah sosial dan ekonomi 
yang sesuai dengan teori sibernetika, serta menguatkan teori yang 
telah ada dalam bidang sosiologi, khususnya sosiologi ekonomi 
dan sosiologi perkotaan.  
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 
referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 
dampak sosial dan ekonomi masyarakat. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat 
khususnya para pedagang di pasar Panggungrejo, yaitu 
menyumbangkan ilmu pengetahuan tentang masalah sosial dan 
ekonomi, sehingga para usaha para pedagang akan lebih maju. 
 
b. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 
pekerjaan di sektor informal dan alasan yang mendorong lebih 
memilih di sektor ini, sehingga peneliti bisa memperluas 
pengetahuan tentang perekonomian di Indonesia khususnya sektor 
informal. 
 
c. Bagi Pemerintah Kota Surakarta 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi akan 








A. Tinjauan Pustaka 
Penelitian yang akan dilaksanakan bertujuan untuk menerangkan 
fenomena sosial yang dijadikan pusat penelitian, untuk menerangkan fenomena 
tersebut perlu mengkaji pustaka. Dari pustaka terdapat teori yang dapat digunakan 
sebagai pedoman bagi peneliti untuk mengungkapkan permasalahan dan mencoba 
menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun fungsi utama dari 
pemilihan teori yang tepat adalah memberi landasan dan acuan agar peneliti tidak 
menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga peneliti 
mendapatkan penjelasan tentang fenomena yang diangkat, dapat melakukan 
analisis data dan prediksi kesimpulan. Adapun teori yang relevan dari penelitian 
yang akan dilaksanakan yaitu: 
1. Munculnya Kegiatan Sektor Informal 
Pembahasan tentang “sektor informal” telah menghasilkan sejumlah 
besar dokumentasi dari banyak ahli sosiologi dan antropologi perkotaan yang 
tertarik pada problem-problem perkotaan di dunia ketiga, salah satunya adalah 
sektor informal di perkotaan. Pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan sektor 
informal selama ini umumnya terfokus secara eksklusif pada konteks 
kontemporernya yang di antaranya membahas tingkat penghasilan pedagang, 
jumlah tenaga kerja, latar belakang sosial ekonomi para pekerja dan sebagainya. 
Namun hanya sedikit yang membahas apa yang melatar belakangi kegiatan-
kegiatan di sektor informal ini muncul. Sehingga peneliti merasa perlu untuk 
memberikan ulasan mengenai latar belakang munculnya kegiatan sektor informal 
ini yang dikaji dari beberapa ahli. 
Latar belakang tumbuhnya sektor informal disebabkan oleh beberapa 
faktor, di antaranya, perpindahan penduduk yang dapat menyebabkan semakin 
sempitnya peluang kerja di tempat yang didatangi. Seperti yang diungkapkan 
Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid (1994: 13), “perbedaan tingkat upah serta 
kesempatan kerja di desa dan di kota merupakan faktor yang menstimulasi 
angkatan kerja untuk pindah ke kota”. Masyarakat umumnya menganggap kota 
lebih mudah mencari pekerjaan  dan lebih menghasilkan uang. Padahal dengan 
perpindahan mereka ke kota mengakibatkan semakin sempitnya lahan pekerjaan 
yang ada dan akhirnya membuka lahan pekerjaan baru yaitu di sektor informal. 
Selain itu tumbuhnya sektor informal juga disebabkan kesenjangan kapasitas 
keahlian dan tuntutan kerja formal yang modern. Sektor formal menuntut keahlian 
tinggi para pekerjanya namun hal tersebut tidak diimbangi oleh keahlian yang 
dimiliki para angkatan kerja. Sektor informal tumbuh karena faktor perpindahan 
yang didukung oleh Mc Gee dalam Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid (1994:16) 
menyatakan, “bias urban dalam pembangunan menciptakan sektor informal”. Lain 
hal lagi, pendapat Thee Kian Wie dalam Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid ( 
1994:26), ia mengatakan “penggunaan teknologi modern yang tidak selektif, yang 
berarti tidak memperhitungkan manfaat sosialnya, akan menciptakan sektor 
informal”.  
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 
teknologi yang modern berarti banyak manusia yang digantikan dengan teknologi 
yang berarti kurang dibutuhkan tenaga manusia di sektor formal. Akibat 
selanjutnya adalah banyak sektor informal yang tumbuh karena kurang 
dibutuhkan tenaga manusia di sektor formal. Karena sempitnya lahan pekerjaan, 
serta kurang dibutuhkan tenaga kerja manusia sehingga mengakibatkan 
pengangguran. Faktor tumbuhnya sektor informal juga disebabkan karena 
pengangguran. Di sini sektor informal berfungsi untuk mempetahankan hidup. 
Sethuraman (2008: 78) mengatakan  
most studies on the urban informal sector in the 1970s found that a 
majority of the migrants to the cities tend to enter the informal sector. 
Migrants to the cities are concentrated in low income eighbourhoods, 
especially in slums and squatter settlements or even remain as 
pavement dwellers for several years as in the case of some Indian 
cities. Thus there seem to be a close relationship beeween urban 
poverty, slums and participation in the informan sector. 
 
  Dapat dikatakan dari uraian di atas, bahwa studi pada tahun 1970 
tentang sektor informal di kota menemukan bahwa orang pindah ke kota dan 
bekerja di sektor informal karena alasan utama pendapatan mereka yang rendah.  
Hal tersebut pernah terjadi di kota India, dengan munculnya sektor informal 
mengakibatkan tumbuhnya daerah kumuh, penghuni liar bahkan tinggal di pinggir 
trotoar yang dapat mengakibatkan lingkungan yang kotor. Dengan keadaan ini 
maka sektor informal dapat dikatakan berhubungan dengan kemiskinan, kota, dan 
lingkungan kumuh. 
 Dalam tumbuh kembangnya sektor informal, kalangan ini tidak 
dapat berkembang seperti sektor formal. Hal ini disebabkan karena kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hadirnya sektor informal yang sangat 
fantastis disadari sebagai konsekuensi dari lemahnya pilar-pilar sistem ekonomi 
secara makro. Sehingga yang bekerja dengan baik hanyalah pilar-pilar sistem 
ekonomi formal sehingga yang menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi hanyalah 
mereka yang bergelut di sektor formal. Keadaan angkatan kerja yang merupakan 
berpendidikan rendah menyebabkan mereka sulit menguasai teknologi yang 
berkembang. Hal tersebut didukung pendapat Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid 
(1994:34), yang mengatakan “sektor informal sama sekali sulit memperoleh akses 
informasi dan tidak dapat menjangkau teknologi yang sangat berkembang secepat 
perkembangan modernisasi itu sendiri”.  
Kemunculan sektor informal di belakang kampus Universitas Sebelas 
Maret (UNS) dimulai pada tahun 1990-an (Sri Sumi H, Filia Afrani, Azizah 
Fibriana, Abas Wahyudi, Andi Setyo M dalam 
http://quilljournal.wordpress.com/2009/01/14/). Ketika itu usaha di sektor 
informal dilakukan hanya pada malam hari dengan membuka warung makan atau 
sering disebut HIK (Hidangan Istimewa Kampung). Sasaran pembeli ditujukan 
kepada para mahasiswa yang kesulitan mencari warung makan ketika malam hari. 
Sehingga lambat laun mulai ramai pedagang-pedagang yang menempati bibir 
jalan di belakang kampus UNS. Hingga kini jumlahnya berkisar 160-an pedagang. 
Adanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang erat, kemudian mereka 
mendirikan wadah yang akan menampung serta memperjuangkan aspirasi mereka. 
Paguyuban Pedagang Sekitar Kampus (PPSK) pun didirikan. Berawal dari 
kesepakatan antara 79 orang PKL yang ingin memiliki komunitas resmi, maka 
pada 27 Oktober 2000 dideklarasikanlah PPSK. Tujuan dibentuknya PPSK ini 
adalah untuk saling membantu dan saling memberi arahan yang terbaik dalam 
kesetaraan. Keberadaan paguyuban ini sebagai sarana perkumpulan bagi para 
pedagang kaki lima di sekitar kampus UNS. Dan merupakan wadah penampung 
aspirasi bagi para pedagang sekitar kampus. Dengan adanya paguyuban ini maka 
pedagang akan mempunyai rasa aman akan usaha yang dijalankannya. 
 
2. Konsep Sektor Informal 
Adanya konsep sektor informal berasal dari konsep keterlibatan pakar-
pakar internasional dalam perencanan pembangunan di Dunia Ketiga. Gejala ini 
muncul setelah kelahiran Negara-negara maju sesudah berakhirnya Perang Dunia 
II. Pada waktu itu munculah gagasan-gagasan ditingkat internasional maupun 
nasional untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada Negara-negara 
dunia ketiga.  
Melalui lembaga-lembaga internasional didirikanlah lembaga-lembaga 
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang seperti 
The World Bank, International Monetary Found (IMF) dan juga International 
Labour Organization (ILO). Lembaga-lembaga tersebut melakukan berbagai studi 
mengusulkan kebijakan dan turut campur tangan dalam pengambilan keputusan 
menyangkut berbagai bidang yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi suatu Negara berkembang. ILO meluncurkan program untuk World 
Employment Programme (WEP) yang diterbitkan pada tahun 1972, menggulirkan 
konsep informal pertama kali yang diperkenalkan di dunia internasional 
(Chandrakirana 1995:17).  
Jean Breman dalam Manning dan Effendi (1996:138) mengatakan istilah 
sektor informal pertama kali dikemukakan oleh Hart pada tahun 1971 dengan 
menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja yang tidak 
terorganisir. Manning dan Effendi (1996:75) mengemukakan bahwa Keith Hart 
seorang antropolog Inggris adalah orang pertama kali melontarkan gagasan sektor 
informal dalam penelitiannya di suatu kota di Ghana pada tahun 1973. Menurut 
penulis perbedaan waktu di atas tidak perlu dipersoalkan karena bukan hal yang 
prinsip dalam penelitian ini.  
Kendati telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun sejak dilontarkan 
konsep sektor informal pada dasawarsa 1970-an hingga saat ini, perdebatan 
tentang sektor informal masih juga belum mencapai kesepakatan informal sebagai 
berikut “cara bekerja yang mempunyai ciri-ciri tertentu”. 
Ciri-ciri yang dimaksud adalah :  
a. Mudah dimasuki,  
b. Pemakaian sumber-sumber daya lokal,  
c. Pemilikan oleh keluarga,  
d. Berskala kecil,  
e. Padat karya dan pemakaian teknologi yang sederhana,  
f. Keterampilan yang dimiliki di luar system pendidikan formal,  
g. Bergerak di pasar yang kompetitif dan tidak berada di bawah 
pengaturan resmi.  
Disamping itu ILO menemukan adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang 
selalu lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan oleh pemerintahan 
tetapi mempunyai makna ekonomi karena bersifat kompetitif dan padat karya, 
memakai input dan teknologi lokal serta beroperasi atas dasar kepemilikan sendiri 
oleh masyarakat lokal. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian dinobatkan 
sebagai sektor informal.  
Portes dan Catells dalam Chandrakirana (1995:20) mengajukan defenisi 
sektor informal sebagai proses perolehan penghasilan diluar sistem regulasi. 
Istilah ini merupakan suatu ide akal sehat (common sense nation) yang karena 
batas-batas sosialnya terus bergeser, tidak dapat dipahami dengan definisi yang 
ketat. Mereka melihat bahwa sektor informal sebagai suatu proses perolehan 
penghasilan mempunyai ciri-ciri sentral yaitu tidak diatur oleh lembaga-lembaga 
sosial dalam suatu lingkungan legal dan sosial. Menurut mereka batas-batas 
ekonomi informal bervariasi secara substansial sesuai dengan konteks dan kondisi 
historisnya masing-masing. Sethurman dalam Manning dan Effendi (1996:90) 
mengemukakan istilah sektor informal biasanya digunakan untuk mengajukan 
sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Alasan berskala kecil karena :  
 
a. Umumnya mereka berasal dari kalangan miskin,  
b. Sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di 
Negara berkembang,  
c. Bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan untuk 
memperoleh keuntungan,  
d. Umumnya mereka berpendidikan sangat rendah,  
e. Mempunyai keterampilan rendah,  
f. Umumnya dilakukan oleh para migran.  
Dari ciri-ciri terebut dapat digambarkan bahwa usaha-usaha itu berupaya 
menciptakan kesempatan kerja dan memperoleh pendapatan untuk dirinya sendiri. 
Menurut Sethurman sendiri bahwa konseptualisasi sektor informal yang tersebut 
diatas walaupun bermanfaat tetapi belum dapat memecahkan masalah definisi. 
Hal ini karena masih diperlukannya beberapa definisi untuk menentukan batasan 
sektor ini baik dari sudut pandang operasional maupun penelitian. Simanjuntak 
(1995: 98-99), memberikan ciri-ciri yang tergolong sektor informal sebagai 
berikut:  
a. Kegiatan usaha umumnya sederhana,  
b. Skala usaha relatif kecil,  
c. Usaha sektor informal umumnya tidak mempunyai izin usaha,  
d. Untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada di sektor formal,  
e. Tingkat pendapatan di sektor informal lebih mudah daripada di sektor 
formal,  
f. Tingkat pendapatan di sektor informal biasanya rendah,  
g. Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil.  
h. Usaha-usaha di sektor informal sangat beraneka ragam.  
Sedangkan Jan Breman dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer 
Effendi (1996:142) menyebutkan ciri-ciri sektor informal diantaranya: 
a) Sektor informal mempunyai ciri padat karya, 
b) Tingkat produktifitas rendah, 
c) Pelanggan sedikit dan biasanya miskin, 
d) Tingkat pendidikan formal yang rendah, 
e) Penggunaan teknologi menengah, 
f) Sebagian besar pekeja adalah keluarga dan pemilikan usaha oleh 
keluarga, 
g) Gampangnya keluar masuk usaha, 
h) Kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah. 
 
Usaha-usaha sektor informal yang dimaksud diantaranya pedagang kaki 
lima, pedagang keliling, tukang warung, sebagian tukang cukur, tukang becak, 
sebagian tukang sepatu, tukang loak serta usaha-usaha rumah tangga seperti : 
pembuat tempe, pembuat kue, pembuat es mambo, barang-barang anyaman dan 
lain-lain. Hans Singer dalam Chandrakirana (1995:16) mengatakan bahwa usaha 
sektor informal itu seperti jerapah, susah dijelaskan bentuknya tetapi mudah 
dikenal jika tampak di hadapan mata.  
Dipak Mazundar dalam Manning dan Effendi (1996:12) 
memberikan definisi sektor informal: 
Sektor informal sebagai pasaran tenaga kerja yang tidak dilindungi. 
Salah satu aspek penting dari perbedaan antara sektor informal dan 
formal sering dipengaruhi oleh jam kerja yang tidak tetap dalam 
jangka waktu tertentu.  
 
Sehingga tidak ada hubungan kontrak kerja jangka panjang dalam sektor 
informal dan upah cenderung dihitung per hari atau per jam serta menonjolnya 
usaha mandiri. Hal demikian juga terjadi pada sektor informal di belakang 
kampus UNS. Terutama pada usaha-usaha jasa rental, banyak usaha disektor 
informal yang memanfaatkan mahasiswa yang dijadikan sebagai pekerjanya 
dengan menerapkan gaji per jam, hal ini juga dimanfaatkan mahasiswa yang 
sedang menimba ilmu di UNS sebagai penghasilan tambahan. 
Jan Breman dalam Manning dan Effendi (1996:139), tanpa memberikan 
batasan istilah yang jelas tetapi membedakan sektor formal dan informal yang 
menunjuk pada suatu sektor ekonomi masing-masing dengan konsistensi dan 
dinamika strukturnya sendiri. Sektor formal digunakan dalam pengertian pekerja 
bergaji atau harian dalam pekerjaan yang permanen meliputi:  
a. Sejumlah pekerjaan yang saling berhubungan yang merupakan 
bagian dari suatu struktur pekerjaan yang terjalin dan amat 
terorganisir.  
b. Pekerjaan secara resmi terdaftar dalam statistik perekonomian,  
c. Syarat-syarat bekerja dilindungi oleh hukum  
Kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria ini 
kemudian dimasukkan dalam istilah sektor informal yaitu suatu istilah yang 
mencakup pengertian berbagai kegiatan yang sering kali tercakup dalam istilah 
umum usaha mandiri.1987:52) Wirasarjono dalam Didin (1987:5), 
mengemukakan ciri-ciri umum sektor informal adalah :  
Umumnya bekerja tanpa bantuan orang lain atau bekerja dibantu 
anggota keluarga ataupun buruh tidak tetap yang kebanyakan mereka 
bekerja dalam jam kerja yang tidak teratur dan jumlah jam kerja di 
bawah kewajaran, melakukan sembarangan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan pendidikan atau keahliannya.  
 
Dari pengertian dan ciri-ciri sektor informal yang telah dijelaskan di atas 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, sektor informal adalah suatu unit usaha 
dengan pola kegiatan tidak teratur baik waktu, modal, maupun penerimaannya, 
hampir tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan dari pemerintah, modal, 
peralatan, dan perlengkapan serta omzet yang diperoleh biasanya kecil dan 
dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan 
keahlian khusus dalam menjalankan kegiatannya, dan pada umumnya satuan 
usahanya mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dari lingkungan, hubungan 
keluarga, serta dengan mudah dapat berganti atau beralih ke usaha lain. Sektor 
informal merupakan unit usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, 
kesempatan kerja dan mempunyai daya serap yang tinggi bagi para angkatan 
kerja.  
Selain itu dari beberapa konsep mengenai sektor informal dapat 
disampaikan bahwa konsep sektor informal lebih difokuskan pada aspek-aspek 
ekonomi, aspek sosial dan budaya. Aspek ekonomi diantaranya meliputi 
penggunaan modal yang rendah, pendapatan rendah, skala usaha relatif kecil. 
Aspek sosial diantaranya meliputi tingkat pendidikan formal rendah berasal dari 
kalangan ekonomi lemah, umumnya berasal dari migran. Sedangkan dari aspek 
budaya diantaranya kecenderungan untuk beroperasi diluar sistem regulasi, 
penggunaan teknologi sederhana, tidak terikat oleh curahan waktu kerja. Dengan 
demikian cara pandang di atas tentang sektor informal lebih menitik beratkan 
kepada suatu proses memperoleh penghasilan yang dinamis dan bersifat 
kompleks. Di samping aspek-aspek di atas, kehadiran sektor informal dapat dilihat 
dari dua segi yaitu segi positif dan segi negatif. Segi positif diantaranya mampu 
menciptakan lapangan kerja sendiri, kemampuan menyerap angkatan kerja yang 
sekaligus sebagai katub pengaman terhadap pengangguran dan kerawanan sosial, 
menyediakan kebutuhan bahan pokok untuk kalangan ekonomi menengah ke 
bawah. Sedangkan dari segi negatifnya adalah mengganggu lalulintas, 
mengganggu keindahan kota dan mengganggu kebersihan.  
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka ciri-ciri kegiatan 
sektor informal dapat disimpulkan sebagai berikut :  
a. Manajemennya sederhana,  
b. Tidak memerlukan izin usaha,  
c. Modal rendah,  
d. Padat karya,  
e. Tingkat produktivitas rendah,  
f. Tingkat pendidikan formal biasanya rendah,  
g. Penggunaan teknologi sederhana,  
h. Sebagian besar pekerja adalah keluarga dan pemilikan usaha 
oleh keluarga,  
i. Mudahnya keluar masuk usaha,  
j. Kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah.  
 
3. Perbedaan Karakteristik Sektor Informal dan Sektor Formal 
Perbedaan antara sektor informal dan sektor formal sangat jauh dari segi 
dana, kredit dan usaha yang dilakukan. Perbedaan antara kedua sektor 
memberikan pengaruh pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda 
baik untuk negara maupun masyarakat. Perbedaaan antara sektor formal dan 





Karakteristik Sektor Informal Sektor Formal 
Modal Sukar diperoleh Relatif mudah 
diperoleh 
Teknologi Padat karya Padat modal 
Organisasi Organisasi keluarga Birokrasi 
Permodalan Dari lembaga keuangan 
tidak resmi 
Dari lembaga keuangan 
resmi 
Serikat buruh Tidak berperan Sangat berperan 
Bantuan negara Tidak ada Penting untuk 
kelangsungan usaha 
Hubungan dengan desa Saling menguntungkan one-way-traffic”untuk 
kepentingan sektor 
formal 
Sifat wiraswasta Berdikari Sangat tergantung dari 
perlindungan 
pemerintah atau impor 
Persediaan barang Jumlah kecil kualitas 
rendah 
Jumlah besar dan 
kualitas baik 
Hubungan kerja dengan 
majikan 




Sumber : Alisahbana, Sutan T. dikutip oleh Pepih Nugraha dalam Kompas, 
15/04/06, hal. 34 
Dari karakteristik mengenai sektor formal dan sektor informal dapat 
disimpulkan bahwa sepuluh karakter perbedaan di atas merupakan gambaran 
bagaimana keadaan sektor informal dan sektor formal yang berkembang secara 
bersama-sama dalam perekonomian sebuah bangsa. Sehingga dapat dilihat 
perbedaan yang sangat mencolok diantara masing-masing sektor tersebut. Dalam 
hal ini sektor formal selalu diberikan kemudahan dalam mengembangkan 
sektornya.sektor formal sangat dekat dengan pemerintah, oleh karena itu sektor ini 
selalu lebih diperhatikan pemerintah dibandingkan dengan sektor informal. Ada 
peraturan-peraturan yang mengikat dalam sektor formal ini. Misalnya adalah 
adanya kontrak kerja para pekerjanya. Dalam hal permodalan, sektor formal 
cenderung lebih mendapatkan kemudahan. 
Sedangkan untuk sektor informal cenderung dipandang sebelah mata 
bahkan sama sekali tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sektor ini 
dalam menjalankan usahanya cenderung berskala lebih kecil dibandingkan sektor 
formal. Sektor informal lebih fleksibel dalam pelaksanaan usaha, karena tidak 
terlalu terikat dengan birokrasi di pemerintahan. Adanya kefleksibelan dalam 
menjalani usaha inilah yang menjadikan sektor informal sebagai salah satu pilihan 
masyarakat dalam bertahan hidup.  
 
4. Kota dan Sektor Ekonomi Informal 
Kota sebagai suatu pemusatan penduduk di dalam wilayah yang sempit 
memiliki permasalahan fundamental dalam pemenuhan kebutuhan pokok 
penduduknya, maka kota sebagai pusat konsumsi kolektif memproduksi barang 
atau jasa tidak secara individual, melainkan secara kolektif sehingga apabila 
sebuah kota sudah tergolong dalam kota yang kapitalistik, maka akan sering 
terjadi konflik-konflik akibat perebutan konsumsi kolektif, yaitu perebutan antara 
konsumsi perorangan dengan konsumsi kolektif.  
Konsumsi kolektif terjadi dilapisan bawah masyarakat perkotaan. mereka 
melakukan konsumsi kolektifnya berada di sektor informal, konsumsi mereka 
ditandai dengan adanya penggunaan barang-barang bekas untuk perumahan, juga 
pembuatan dan pemasaran bahan-bahan makanan dan barang-barang lain untuk 
konsumsi langsung. Kondisi ini merupakan tipikal ekonomi bazar yang identik 
dengan tipikal ekonomi informal. 
Sektor informal sebagai identitas problematika perkotaan berkembang 
diberbagai bidang meliputi bidang industri, perdagangan, jasa dan sebagainya.  
Profesi-profesi sektor ekonomi informal perkotan meliputi pedagang kaki lima, 
pedagang asongan, penjual koran, penyemir sepatu, pelacur, portir, pengemis, 
pengemudi becak, tukang parkir dan sebagainya. Mereka adalah kumpulan 
pedagang kecil, pekerja yang tidak teerikat dan tidak terampil dengan pendapatan 
yang rendah dan tidak tetap.  
Keberadaan sektor ekonomi informal di perkotaan sangat mudah 
dijumpai dan dikenali di trotoar-trotoar, alun-alun kota, dan dekat pusat keramaian 
kota serta ruang-ruang publik di perkotaan, keberadaan pedagang sektor informal 
ini muncul dan berkembang karena memang kehadiran mereka merupakan sebuah 
respon atas segala kondisi yang ada.  
Pedagang sektor informal merupakan sebuah pilihan dari 
ketidakberdayaan akan kondisi ini kemunculannya bahkan tidak dikehendaki oleh 
pelakunya sendiri itu. Saat ini jumlah pedagang sektor informal menggelembung 
sedemikian besar bahkan hampir menyamai jumlah mereka yang bekerja di sektor 
formal. Sebagaimana yang dijelaskan Yustika, (2000:176) di Jawa jumlah pelaku 
sektor informal berkisar antara 37% sampai 43% sementara diluar pulau Jawa 
lebih banyak lagi berkisar antara 40%-50%. 
Dalam memahami dan mengamati sektor informal diperkotaan ada dua 
pandangan mengenai ini. Pertama, pandangan yang meyakini bahwa mengalirnya 
angkatan kerja dari pedesaan ke kota melalui kegiatan menjadi pedagang sektor 
informal merupakan gejala positif. Pertumbuhan kota di negara berkembang tidak 
terlepas dari pertumbuhan pedagang sektor informal kota sebagai benih-benih 
kewirausahaan dari pengusaha pribumi. Keberadaan pedagang sektor informal 
juga dipandang sebagai pelengkap dan penunjang serta sebagai potensi 
perkembangan kota. 
Pandangan yang kedua, bahwa pedagang sektor informal berdiri sendiri 
dan terpisah dari kegiatan ekonomi kota. Kegiatan sektor informal berperan 
sebagai penampung angkatan kerja miskin kota atau migran desa – kota yang 
tidak tertampung pada sektor formal. Kehadiran pedagang sektor informal 
diindikasikan karena kurangnya akses pelaku ekonomi marginal pada produksi 
dan pemasaran hasil sebagai akibat aturan yang membatasi dari pemilik modal. 
Hal ini terjadi karena kebijakan ekonomi makro cenderung menguntungkan 
pengusaha besar dan kurang menyentuh sektor informal. Selain itu gejala 
timbulnya pedagang sektor informal karena adanya ketimpangan struktur ekonomi 
atau karena ekonomi kota terintegrasi dengan ekonomi dunia.  
Dari pamaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang muncul 
berkenaan dengan pedagang sektor informal ini adalah banyak disebabkan oleh 
kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan pedagang sektor informal di 
perkotaan. Konsep perencanaan ruang pekotaan yang tidak didasari oleh 
pemahaman informalitas perkotan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem 
perkotaan dan cenderung mengabaikan tuntunan ruang untuk sektor informal 
termasuk pedagang di sektor ini. Kegiatan-kegiatan perkotaan di dominasi sektor-
sektor formal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Alokasi ruang untuk 
pedagang sektor informal adalah alokasi ruang marjinal yang selalu terpinggirkan. 
 
5. Bidang-bidang Sektor Informal 
Bidang yang ada dalam sektor informal cukup luas. Sektor ini sangat luas 
baik di tingkat daerah maupun di desa-desa dan daerah perkotaan. Sektor informal 
yang lahir di perkotaan merupakan hasil dari urbanisasi yang mana perpindahan 
ini untuk mencari penghasilan. Perkotaan yang persaingannya sangat ketat dan 
kadang tidak mendapatkan pekerjaan maka para urban ini membuka lapangan 
pekerjaan baru dalam perkotaan yaitu yang disebut sektor informal. 
Menurut Hart dalam Manning(1996:79-80) bidang-bidang dalam sektor 
informal yang ditinjau dari pendapatan yang sah dan tidak sah sebagai berikut: 
a. Sektor informal dengan penghasilan sah 
1) Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder: pertanian, perkebunan yang 
berorientasi ke pasar, kontraktor bangunan dan kegiatan yang 
berhubungan dengannya, pengrajin usaha sendiri, pembuat sepatu, 
penjahit, pengusaha bir dan alkohol. 
2) Usaha tersier dengan modal yang relatif besar: perumahan, 
transportasi, usaha-usaha kepentingan umum, spekulasi barang-
barang dagangan, kegiatan sewa-menyewa. 
3) Distribusi kecil-kecilan: pedangan pasar, pedangan kelontong, 
pedangan kaki lima, pengusaha makanan jadi, pelayan bar, 
pengangkut barang, agen atau komisi, dan penyalur. 
4) Jasa yang lain: pemusik, pengusaha binantu, penyemir sepatu, 
tukang cukur, pembuang sampah, juru potret, pekerja reparasi 
kendaraan maupun reparasi lainnya, makelar dan perantara. 
5) Transaksi pribadi: arus uang dan barang pemberian maupun 
semacamnya, pinjam-meminjam, pengemis 
b. Sektor informal dengan penghasil tidak sah 
kegiatan-kegiatan sektor informal tidak hanya yang berkategorikan 
kegiatan sah, namun juga adapula kegiatan yang tidak sah. Sektor kegiatan 
informal yang tidak sah antara lain:   
1) Jasa, merupakan kegiatan dan perdagangan gelap pada umumnya 
penadah barang curian, lintah darat, pedangan obat bius, pelacur, 
mucikari, penyelundupan, suap-menyuap, pelbagai macam korupsi 
politik, perlindungan kejahatan. 
2) Transaksi, sebagai contohnya adalah pencurian kecil, pencurian 
besar, pemalsuan uang dan penipuan. 
Berdasarkan penjelasan mengenai bidang-bidang sektor informal diatas 
maka, dapat disimpulkan bahwa pedagang sektor informal di belakang kampus 
UNS dapat dikategorikan sebagai pedagang dengan penghasilan sah. Hal ini dapat 
dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh para pedagang. Jenis usaha para 
pedagang tidak hanya menjual barang namun juga menjual jasa. Usaha dagang 
yang cukup banyak dilakukan para pedagang adalah usaha warung makan, konter 
seluler, jasa potocopy, jasa laundry, jasa rental dan pint komputer, dan 
sebagainya.  
Pedagang sektor informal di belakang kampus dikatakan berpenghasilan 
sah karena tidak melanggar atutan-aturan hukum, atau tidak melakukan tindakan 
kriminal. Mereka hanya berdagang di trotoar atau pinggir jalan raya, yang bisa 





6. Dorongan Memasuki Sektor Informal Di Perkotaan 
Dalam setiap kegiatan manusia maka akan selalu diiringi dengan 
dorongan atau motif yang mendasari mereka melakukan kegiatan tersebut. 
Dorongan atau motif ini akan sangat dipengaruhi beberapa aspek kehidupan, 
misalnya adalah aspek ekonomi, sosial, budaya bahkan aspek psikologis. Dipak 
Mazumdar dalam Manning dan Effendi (1996:113) menjelaskan mengenai faktor 
dominan yang menjadi pendorong seseorang memasuki sektor informal perkotaan 
adalah faktor ekonomi. Dorongan dalam faktor ini meliputi 3 hal yaitu: pertama 
adalah adanya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Sehingga 
berbagai sumber-sumber ekonomi dan sasaran perekonomian terpusat dan 
terkonsentrasi di kota dibandingkan di desa. Kedua adalah imbas dari terpusat 
dan terkonsentrasinya pembangunan yakni menimbulkan kemiskinan di desa. 
Sehingga pembangunan perekonomian di desa kurang diperhatikan menjadikan 
lapangan pekerjaan tidak dapat menutup jumlah angkatan kerja yang ada di desa. 
Oleh karena itu mereka melakukan urbanisasi ke kota-kota besar dengan harapan 
akan mendapatkan pekerjaan. Ketiga adalah perubahan persepsi angkatan kerja 
yang ada di desa. Adanya perubahan persepsi, motivasi, dan sikap terhadap sektor 
pertanian yang ada di desa. Mereka menganggap bahwa pekerjaan di sektor 
pertanian kurang begitu menjanjikan sehingga mereka cenderung memilih 
pekerjaan non pertanian, salah satunya adalah pekerjaan di sektor informal.  
 
7. Sektor Informal dan Penyerapan Angkatan Kerja 
Timbulnya sektor informal di kota tidak terlepas dari latar belakang 
sejarah perekonomian tradisional yaitu perekonomian pedesaan yang sebagian 
besar didasarkan pada struktur pertanian dengan pola bercocok tanam sederhana. 
Karena rendahnya upah tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin langkanya 
lahan-lahan pertanian di pedesaan, maka banyak tenaga kerja yang memilih 
alternatif lain untuk urbanisasi dan bekerja di sektor non pertanian. Berdasarkan 
hasil suatu penelitian (Cahyono, 1983:59) disimpulkan bahwa dari proporsi tenaga 
kerja yang mencari nafkah di berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi, 
ternyata dari tahun ke tahun penyediaan kesempatan kerja sektor pertanian 
semakin menurun, sedangkan pada sektor non pertanian menunjukkan kenaikan. 
Dalam hubungan ini ternyata sebagian besar angkatan kerja terserap pada sektor 
informal. Angkatan kerja yang merupakan bagian dari tenaga kerja dimana tenaga 
kerja itu sendiri mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang 
sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah 
dan mengurus rumah tangga ( Simanjuntak, 1985:2). Dengan demikian tidak 
semua penduduk dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja, sebab diantara 
penduduk tersebut ada yang kurang mampu memproduksi barang atau jasa 
misalnya anak-anak di bawah usia kerja, orang yang lanjut usia atau jompo.  
Secara praktis pengertian tenaga kerja biasanya hanya dilihat dari segi 
umur dengan melihat batas umur, maka secara praktis pula dapat ditentukan 
golongan tenaga kerja dan golongan bukan tenaga kerja. Di tiap-tiap Negara batas 
umur tenaga kerja ini tidak sama. Di Indonesia dipilih batas umur minimum 10 
tahun tanpa batas umur maksimum (Simanjuntak, 1985:2). Dengan 
memperhatikan hal tersebut di atas maka keseluruhan penduduk apabila dilihat 
dari sudut ketenagakerjaan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu : penduduk 
usia kerja (working age population) dan penduduk di luar usia kerja (non working 
age population), yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua tenaga kerja 
berpartisipasi aktif dalam pekerjaan. Secara ekonomis tidak semua tenaga kerja 
terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan produktif. Hanya sebagian dari mereka 
yang sesungguhnya terlibat, sedangkan sebagian lainnya tidak terlibat. Mereka 
yang tidak terlibat dalam kegiatan yang produktif disebut bukan angkatan kerja 
(non in the labour force). Sedangkan mereka yang terlibat dalam pekerjaan atau 
usaha produktif disebut angkatan kerja (labour force).  
Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang 
sedang mencari kerja atau menganggur. Golongan yang bekerja yaitu orang-orang 
yang sudah aktif dalam kegiatannya dalam proses produksi guna menghasilkan 
barang atau jasa. Sedangkan golongan yang sedang mencari kerja atau orang yang 
menawarkan jasa tenaga atau pikiran untuk proses produksi guna menghasilkan 
barang atau jasa. Jumlah orang yang dapat terserap dalam suatu pekerjaan 
tergantung dari besarnya permintaan (demand) dalam masyarakat. Besar kecilnya 
permintaan tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh aktivitas ekonomi maupun 
tingkat upah. Permintaan tenaga kerja ini dapat dating dari sektor formal maupun 
sektor informal.  
Sektor informal yang umumnya dipandang sebagai pekerjaan yang 
inferior, ternyata mempunyai banyak bidang usaha. Satu diantaranya adalah 
bidang usaha perdagangan dan salah satu pelaku di bidang perdagangan ini adalah 
pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima dalam usahanya mempunyai beberapa 
karakteristik pasar diantaranya yaitu: pasar tidak terorganisir dengan baik, 
umumnya tidak memiliki izin usaha, lokasi pasar tidak permanen dan waktu yang 
digunakan untuk usaha tidak teratur. Beberapa karakteristik ini dapat 
mempengaruhi permintaan maupun penawaran angkatan kerja untuk memasuki 
kerja (terserap) oleh sektor informal. Oleh karenanya kaitan antara sektor informal 
dan penyerapan angkatan kerja dapat dikemukakan sebagai berikut : 
a. Persyaratan Masuk 
 Angkatan kerja mudah terserap pada sektor informal, alasan ini karena 
sektor informal memberikan kebebasan masuk maupun keluar kerja 
kepada angktan kerja tanpa adanya persyaratan-persyaratan seperti yang 
diberlakukan pada sektor formal. Akibatnya bagi angkatan kerja yang 
berminat/tertarik untuk memasuki kerja di sektor informal langsung 
dapat terserap sesuai dengan jenis yang diminati. 
b. Waktu kerja  
Dari segi waktu kerja sektor ini memberikan kebebasan waktu kepada 
angkatan kerja. Dengan adanya kebebasan waktu kerja ini angkatan kerja 
akan lebih fleksibel untuk menjalankan usahanya sehingga bagi siapapun 
yang memasuki sektor ini dapat memilih waktu yang diinginkan. 
c. Umur 
Secara relatif bekerja pada sektor informal tidak batas umur yang 
mengikat seperti yang diberlakukan pada sektor formal. Secara relatif 
bekerja di sektor informal tidak ada istilah usia produktif atau non 
produktif. Siapapun yang berminat memasuki sektor ini dalam usia 
berapapun dapat membuka dan menjalankan usahanya. Dari gambaran 
ini bagi angkatan kerja yang sudah tidak dipekerjakan di sektor formal 
(dipensiunkan misalnya) dan masih berminat untuk bekerja maka dapat 
terserap pada sektor informal.  
d. Jenjang pendidikan  
Seperti disebutkan dimuka bahwa sektor informal umumnya dipandang 
sebagai pekerjaan yang inferior, maka bagi angkatan kerja yang 
mempunyai pendidikan formal terbatas (rendah) apalagi hanya buta 
huruf, tentunya akan sulit memasuki kerja di sektor formal. Oleh karena 
itu sektor informal menawarkan kesempatan kerja kepada angkatan kerja 
yang berminat memasukinya. Denga tertampungnya angkatan kerja 
memasuki sektor ini, mereka dapat dikatakan telah terserap pada sektor 
informal. Menggarisbawahi keunggulan-keungulan sektor informal 
seperti yang disebutkan di atas, maka keberadaan sektor informal jangan 
hanya dipandang sebagai hal yang negatifsaja tetapi termasuk segi 
positifnya juga. Dari segi positifnya sektor informal mempunyai dampak 
sebagai berikut :  
a) Mempunyai daya kemampuan untuk menyerap angkatan kerja. Hal 
ini mengingat keterbatasan sektor formal dalam menyerap angkatan 
kerja.  
b) Mampu menciptakan lapangan kerja baru  
Sektor informal yang selama ini bagi sebagian orang dianggapnya 
lebih sering sebagai beban yang mencemari keindahan dan ketertiban kota, 
bahkan kadangkala mereka dijadikan buronan pihak Satpol PP (ketertiban 
umum). Walaupun terdapat dampak negatif, tetapi tidaklah berarti sektor 
ini “harus dimusuhi” tetapi justru perlu dilindungi, dibangun, 
dikembangkan/dibina sehingga dampak negatif bisa dihilangkan. Sektor 
informal seharusnya dijadikan kelompok sasaran (target Groups) karena 
sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa bantuan 
pemerintah. Sektor ini telah memberi andil dan ikut berperan dalam 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai proses pembangunan 
ekonomi dan perubahan sosial. Bahkan dalam situasi kelesuan ekonomi 
sektor informal dapat berfungsi sebagai katub pengaman (Simanjuntak, 
1985:99). Sehingga sudah selayaknya bilamana kebijakan-kebijakan 
ekonomi dalam rangka pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha pertumbuhannya dirangsang dari “bawah” khususnya yang 
bergerak di sektor industri kecil di pedesaan dan sektor informal di 
perkotaan.  
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, sektor informal di 
perkotaan dapat menjadi suatu solusi guna menurangi tingkat 
pengangguran. Sektor informal ini tidak menuntut klasifikasi formal, 
misalnya jenjang pendidikan, ketrampilan khusus dan tidak terikat dengan 
birokrasi pemerintahan. Sehingga sektor informal ini telah terbukti dapat 
terus langgeng, bahkan meningkat walaupun kadangkala di kejar-kejar 
oleh aparat ketertiban. Sehingga sektor informal perlu dibina dan 
diarahkan karena ternyata di sisi lain sektor informal juga membayar 
restribusi yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, yang 
selanjutnya dana tersebut dapat diputar kembali untuk pembiayaan 
pembangunan 
 
8. Formalisasi Sektor Informal 
Pedagang sektor informal sering kali menjadi pemicu ekses negatif 
yaitu menimbulkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, 
keindahan kota, dan lingkungan terkesan kumuh mendorong berbagai 
pihak salah satunya pemerintah untuk memikirkan keberadaan pedagang 
sektor informal dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan ekonomi 
mereka.  
Formalisasi merupakan upaya menjadikan usaha-usaha kecil yang 
ada di perkotaan menjadi usaha yang formal. Sektor informal yang semula 
tidak dapat bebas beraktifitas di perkotaan, kemudian dikenakan peraturan-
peraturan baru yang mengharuskan membayar pajak, pindah lokasi dalam 
area pertokoan yang permanen, mengurus perijinan dan sebagainya. 
Sehingga bukan lagi menjadi usaha yang informal tetapi usaha sektor 
formal. Hal ini sesuai dengan terminologi bahwa sektor informal 
merupakan upaya menuju sektor formal. 
Sebaliknya jika para pelaku ekonomi di perkotaan yang telah 
berlangsung bertahun-tahun tetapi belum siap untuk menerima perubahan 
yang terjadi maka bila pemerintah melakukan intervensi dengan cara 
memungut pajak, regristasi, pemindahan lokasi atau kalah bersaing dengan 
pengusaha yang lebih besar para pelaku ekonomi akan mengalami proses 
informalisasi. 
Proses informalisasi ditandai dengan ketidakmampuan pelaku 
ekonomi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh 
pemerintah, kewajiban membayar pajak, ijin usaha, tempat usaha yang 
permanen ataupun kewajiban yang lain sehingga keberadaan pelaku 
ekonomi tersebut tidak diakui pemerintah. 
Upaya formalisasi sektor informal menurut Manning dan Effendi 
dalam Ali Achsan Mustafa(2008:13-14) dilihat dari wacana urban 
economic sebagai dualisme sektor informal dan sektor formal terbagi 
dalam berbagai pendekatan, yaitu : pendekatan The Benign Relationship 
Approach, menurut pendekatan ini, sektor informal adalah upaya angkatan 
kerja yang tidak dapat ditampung pada kegiatan yang produktif kemudian 
menciptakan lapangan kerja sendiri, untuk mendapatkan penghasilan. 
Hubungan dengan sektor formal secara prinsip tidak saling mengganggu. 
Sektor informal lalu dipandang sebagai kegiatan yang perlu dikembangkan 
dengan mengintegrasikannya dalam sektor formal. Dari pendekatan ini 
dimungkinkan bahwa sektor informal (pedagang sektor informal) perlu 
dikembangkan ke arah formal, artinya pedagang sektor informal dapat 
tetap saja sebagai pedagang di sektor informal tetapi merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari ekonomi formal (swalayan), atau pedagang di 
sektor informal dikembangkan menjadi formal dengan 
mengintegrasikannya masuk ke dalam bagian toko atau bahkan disatukan 
di satu tempat baru (pasar). Dari sinilah kemudian wacana untuk 
formalisasi sektor informal muncul dan berkembang sebagai persoalan 
baru yang perlu mendapat perhatian. Kemudian muncullah beberapa kajian 
dan hasil penelitian yang berkaitan dengan formalisasi sektor informal. 
Pendekatan Complementary Approach seperti dinyatakan oleh hasil 
penelitian Mc Gee (1973) bahwa sektor informal dan sektor formal saling 
mengisi. Dikatakan bahwa pertumbuhan sektor informal sangat ditentukan 
sektor formal. Sektor informal menyediakan barang dan jasa murah bagi 
sektor formal. Keberadaan sektor informal dipandang sebagai penunjang 
perkembangan sektor formal. Hubungan komplementer ini dapat saja terus 
berlangsung sepanjang tidak terjadi konflik antar kedua sektor ekonomi 
tersebut. 
Pendekatan Anticipated Trend sebagaimana dinyatakan oleh hasil 
penelitian Mazumdar (1976) bahwa sektor informallah sebagai sumber dan 
potensi pertumbuhan ekonomi. Dikatakan bahwa hubungan tersebut bisa 
otonom atau integrasi. Dari hasil penelitian ini jelas bahwa sektor informal 
sangat mungkin diintegrasikan ke dalam sektor formal sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi. Dari penelitian Mazumdar (1976) yang 
mengatakan bahwa antara kedua sektor ekonomi tersebut saling 
mendukung dan saling mengisi bahkan dimungkinkan untuk terjadinya 
formalisasi bagi sektor informal. Formalisasi sektor informal ini terjadi di 
kota-kota yang sedang berkembang, hal ini juga terjadi di kota Surakarta. 
Formalisasi pedagang sektor informal bukan hal yang baru lagi di 
Surakarta. Pemerintah kota Surakarta telah cukup berhasil dalam 
melakukan penataan pedagang kaki lima. Pada tanggal 23 juni 2006 di 
sekitar Monumen Pejuang 45 Banjarsari ke pasar yang baru yaitu Pasar 
Notoharjo di Semanggi. Atas pemindahan pedagang yang berlangsung 
aman dan tertib itu pemerintah kota mendapatkan penghargaan dari 
Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pembangunan kios terbanyak 
yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima. 
Kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima merupakan 
suatu cara untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh 
pedagang kaki lima di kota Surakarta. Kebijakan tersebut tercantum dalam 
Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Surakarta No 8 tahun 
1995 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota 
Surakarta. 
Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Surakarta 
dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Pasar Surakarta bekerja sama dengan 
satuan polisi pamong praja. Seiring dengan meningkatnya jumlah 
pedagang kaki lima di Surakarta maka dibentuklah kantor pengelolaan 
pedagang Kaki Lima Kota Surakarta pada tahun 2001. Sejak saat itu tugas 
untuk mengimplementasikan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang 
kaki lima dijalankan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima 
Surakarta termasuk penataan pedagang kaki lima di belakang kampus 
UNS. 
Penataan pedagang kaki lima di belakang kampus merupakan 
program pemerintah yang dicanangkan sejak tahun 2006. Pemkot telah 
melakukan tahap-tahap relokasi PKL mulai dari pendataan, sosialisasi, 
hingga identifikasi. Semua langkah-langkah itu sudah kita lakukan, 
sosialisasi pertama untuk relokasi sekitar kampus itu tahun 2006 (Sri Sumi 
H, Filia Afrani, Azizah Fibriana, Abas Wahyudi, Andi Setyo M 2009). 
Tahap pendataan jumlah PKL dibelakang kampus sendiri telah dilakukan 
pada hari Selasa, 25 November 2008. Dalam pendataan tersebut 
melibatkan perwakilan dari Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP), KP PKL, dan pihak Keluruhan setempat. Jadi ada tim yang 
digunakan untuk melakukan pendataan secara bersama. 
 
9. Sosial Ekonomi Pedagang Sektor Informal  
Sosial ekonomi adalah suatu hal atau aktivitas yang menyangkut 
seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam hal pemenuhan 
kebutuhan hidupnya (ekonomi). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 
sosial ekonomi yaitu menyangkut ciri/kondisi serta kegiatan atau aktivitas 
dari masyarakat pedagang sektor informal dalam melakukan segala usaha 
dengan cara bekerja untuk pemenuhan kebutuhan. 
 Menurut Weber dalam Damsar (1997:29), ada tiga proposisi utama 
dalam sosial ekonomi, yaitu: 
a. Tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial. 
b. Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial. 
c. Institusi-institusi ekonomi dikonstruksi secara sosial. 
Merujuk pada proposisi Weber bahwa tindakan ekonomi dikatakan 
sebagai tindakan sosial adalah sejauh tindakan tersebut memperhatikan 
tingkah laku dan tindakan orang lain. Maka kemudian kita melihat disini 
adanya sebuah pola saling keterpautan antara dua sendi kehidupan yaitu 
sosial dan ekonomi. Keduanya berada dalam sebuah sistem yang disebut 
masyarakat. 
Selain Webber, Talcott Parsons seorang sosiolog dari Amerika juga 
mempunyai konsep sistem tindakan. Parsons menelurkan teori tindakan 
yang menganggap tindakan manusia bersifat voluntary, intentional, dan 
simbolik. Kemudian ia mengemukakan bahwa pada dasarnya suatu sistem 
tindakan umum terdiri dari tiga sistem yang saling berkaitan; sistem sosial, 
personalitas, dan kultural. Dari sistem sosial inilah, Parsons melihat adanya 
struktur-struktur dalam masyarakat yang memiliki fungsi masing-masing. 
Dalam pengembangan ide tersebut, Parson banyak berkiblat pada hasil-hasil 
pemikiran pendahulunya, diantaranya Durkheim,dan Weber.  
Teori Sistem sosial yaitu, suatu kerangka yang terdiri dari beberapa 
elemen / sub elemen / sub system yang saling berinteraksi dan berpengaruh. 
Konsep sistem digunakan untuk menganalisis perilaku dan gejala sosial 
dengan berbagai system yang lebih luas maupun dengan sub system yang 
tercakup di dalamnya. Contohnya adalah inte raksi antar keluarga disebut 
sebagai sistem, anak merupakan sub sistem dan masyarakat merupakan 
supra sistem, selain kaitannya secara vertikal juga dapat dilihat 
hubungannya secara horizontal suatu system dengan berbagai system yang 
sederajat 
Parsons menekankan sifat interrelationship atau saling keterhubungan 
dan saling ketergantungan antar unsur-unsur struktural dalam kehidupan 
sosial. Dalam proses interaksi sosial anggota masyarakat melaksanakan 
hubungan timbal balik dengan cara menyesuaikan diri. Sistem sosial terdiri 
atas aktifitas-aktifitas manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang 
lain setiap saat dan selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat, 
kebiasaan atau norma yang berlaku. Sistem sosial ini bersifat nyata atau 
konkret. Beberapa sistem sosial yang ada dalam masyarakat adalah; Sistem 
mata pencaharian, Sistem kekerabatan dan organisasi sosial, Bahasa, Sistem 
kepercayaan. 
Pemikiran tentang sistem sosial meliputi semua jenis kehidupan 
kolektif, suatu sistem sosial khusus dan yang sangat penting adalah 
masyarakat, yakni kolektifitas yang relatif mencukupi kebutuhan sendiri, 
anggotanya mempu memenuhi seluruh kebutuhan kolektif dan 
individualnya dan hidup sepenuhnya didalam kerangka sendiri (Rocher, 
1975″60 dalam Ritzer 2004:127). Dalam satu sistem kemasyarakatan 
dimana individu berkumpul, bertemu, dan berinteraksi untuk memenuhi 
kebutuhan hidup, keberadaan seorang pemimpin menjadi suatu keniscayaan. 
Dalam disiplin ilmu sosiologi, kekuasaan tidak dipandang sebagai sesuatu 
yang baik dan buruk akan tetapi kekuasaan merupakan piranti atau unsur 
penting dalam masyarakat. Secara sederhana, kekuasaan digambarkan 
sebagai suatu kemampuan untuk memengaruhi orang lain (Soerjono 
Soekanto. 2007:227). Kekuasan umumnya dijelmakan pada diri seseorang 
yang kemudian lazim disebut pemimpin. 
Sedikit berbeda dengan kekuasaan, wewenang merupakan suatu hak 
untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan, dan 
menyelesaikan permasalahan (Soekanto. 2007: 242). Dari definisi tersebut, 
wewenang dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari 
kekuasaan, akan tetapi kekuasaan harus mendapatkan pengesahan dari 
masyarakat terlebih dahulu untuk dapat menjalankan kewenangan.  
Kekuasaan dan wewenang bermuara pada sistem kepemimpinan. 
Kepemimpinan yang bersifat resmi biasanya dijelmakan dalam suatu 
jabatan sehingga pelaksanaannya dilandaskan pada peraturan-peraturan 
resmi pula. Lain halnya dengan kepemimpinan tak resmi yang didasarkan 
pada pengakuan dan kepercayaan masyarakat, meskipun tetap harus 
berpedoman pada peraturan atau undang-undang yang berlaku (Soekanto. 
2007: 250-251).  
Dari pemahaman mengenai konsep kekuasaan dan wewenang 
menjadikan pemerintahan menjadi penguasa di suatu daerah. Dalam 
penataan sektor informal di belakang kampus dilakukan oleh Pemerintah 
kota Surakarta. Karena wilayah penataan berada di wilayah kekuasaan dan 
wewenang kota Surakarta.  
Dalam memandang sistem sosial yang merupakan subsistem yang 
mempunyai fungsi interaksi dengan pola struktur dan fungsi yang sudah 
jelas. Apabila sistem tindakan manusia itu sudah tersusun sebagai suatu 
sistem, maka akan tersusun sejumlah bagian yang disebut sub-sistem, yang 
saling bertalian dan saling mendukung. Tiap bagian atau subsistem 
mempunyai fungsi tertentu terhadap subsistem yang berikutnya.  Keempat 
fungsi tersebut dikenal dengan istilah AGIL yaitu: 
a. Adaptations (Adaptasi), sebuah sistem harus mampu 
menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
b. Goal-Attainment (Pencapaian),merupakan pencapaian sasaran 
atau tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan 
diserahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan 
disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan 
bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.  
c. Integration (Integrasi), sebuah sistem harus mengatur hubungan 
antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat 
mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya 
d. Latent-Pattern-Maintenance (Pemeliharaan pola), sebuah sistem 
harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi 
individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan 
menopang motivasi (Parson 1970:82 dalam Ritzer 2004:130) 
 
Paradigma Parsons ini juga sesuai dengan fenomena yang terjadi 
ketika penataan pedagang sektor informal di belakang kampus UNS. Hal ini 
tercermin dalam konsep AGIL tersebut, dimana dalam suatu masyarakat itu 
terdiri dari sub-sub sistem yang memiliki fungsi dan struktur masing-
masing. Dalam salah satu sistem tersebut adalah sistem ekonomi (economic 
system). Apabila dihubungkan dengan konsep AGIL maka sistem ekonomi 
merupakan adaptasi. Fungsi adaptasi menurut Satjipto Rahardjo 
(1979:28:29) menyatakan bahwa:  
Fungsi adaptasi mempunyai hubungan yang paling dekat dengan 
lingkungan fisik organis. Melalui tindakan yang berupa adaptasi sehingga 
orang menyesuaikan dirinya pada lingkungan fisik organis tersebut. 
Adaptasi ini mewujudkan diri dalam bentuk tehnik-tehnik untuk 
memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia seperti 
pemanfaatan teknologi dan aktifitas pertanian  
 
Sedangkan untuk menjaga keharmonisan dalam sistem sosial, Parsons 
mengemukan suatu teori yang menjadi pokok pemikiran Parsons. Paradigma 
yang dikemukakan parsons terbagi dalam empat bagian yang saling 
berhubungan yang sering disebut sebagai teori sibernetika Parsons. 
Sibernetika sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kelakuan sistem-sistem dinamis yang dikendalikan melalui pengalihan 
keterangan-keterangan (Winardi, 1999:102). Seperti telah diketahui salah 
satu aspek yang paling relevan mengenai sitem-sistem adalah bahwa 
terdapat adanya sasaran umum yang mana dapat kita anggap sebagai jenis 
relasi khusus antara elemen-elemen dari sistem yang bersangkutan. Sebuah 
sistem sibernetika  
Dalam pendapatnya Parsons menyebutkan bahwa penggunaan teori 
sibernetika sosial prinsipnya didasarkan pada struktur dan fungsi yang 
menekankan pada dua faktor, yaitu faktor enerji dan faktor informasi. 
Menurut Parsons dalam Johnson, Doyle, P (1988:27), kedua fungsi tersebut 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Faktor enerji dengan struktur dan fungsi yang telah ditentukan urut-
urutan subsistemnya mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang 
terendah dengan mengikuti pola urutan yang sudah ditentukan. 
Sebagai contoh apbila membicarakan masalah ekonomi maka tidak 
akan terlepas dengan adaptasinya dalam masyarakat, yang selanjutnya 
diikuti dengan subsistem politik dengan fungsi mencapai tujuan dan 
kemudian lalu ditelaah dengan subsistem sosial dengan fungsi untuk 
integrasi dan akhirnya ditelaah dengan subsistem budaya dengan 
fungsinya mempertahankan pola. 
b. Faktor informasi digunakan untuki menguji apakah dalam faktor 
enerji dengan sub-sistem- sub-sistemnya mengalami perubahan yang 
berkaitan dengan pola, struktur dan fungsi dari sub-sistem yang telah 
ada di dalamnya, dimana urutan sub-sistemnya berbeda dari faktor 
enerji, yang dimulai dari sub-sistem budaya, sub-sistem sosial, sub-
sistem politik dan sub-sistem ekonomi. 














Gb 1: skema teori sibernetika Parsons 
 
Dari  penjelasan diatas merupakan tahap-tahap mengenai perubahan 
dan perkembangan suatu masyarakat. Perubahan masyarakat ditentukan 
oleh struktur dan fungsinya.  Dalam sibernetika sosial Parsons cultural 
system dapat dikategorikan dalam pemeliharaan pola atau latent-pattern-
maintenance, social system dapat dikategorikan sebagai integrasi. 
Selanjutnya politics system sebagai Goal Attainment atau pencapaian tujuan. 
Berdasarkan uraian teori Parsons di atas dapat untuk mengkaji 
masalah penataan pedagang sektor informal di belakang kampus UNS yang 
di relokasi ke pasar Panggungrejo. Dalam hal ini para pedagang merupakan 
suatu sistem sosial yang dapat melakukan berbagai tindakan sosial baik 
secara sadar maupun tidak sadar sesuai kekuasaan wewenang yang ada 
dalam hal ini pemerintah kota Surakarta.   Sehingga para pedagang akan 
menyesuaikan dengan penataan atau goal attainment tersebut, yang dalam 



























disimpulkan bahwa penataan sektor informal di belakang kampus yang 
dipindah di lingkungan pasar Panggungrejo Jebres akan menimbulkan dan 
menciptakan penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan yang baru 
pedagang tempati.  
Penjelasan di atas sesuai dengan fenomena yang terjadi, yaitu adanya 
penataan sektor informal di belakang kampus UNS. Dengan demikian akan 
terbentuk suatu strategi adaptasi pedagang dengan penataan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dengan beradaptasi dengan keadaan yang 
baru maka para pedagang akan menghasilkan suatu pencapaian dari 
kegiatan sosial dalam hal ini kegiatan berdagang. Dengan demikian adanya 
adaptasi ini akan dapat mengurangi dampak negatif dari penataan tersebut. 
Para pedagang akan melakukan tindakan-tindakan sosial untuk 
menyesuaikan dengan keadaan yang baru. 
 
10. Kajian Dampak Sosial Ekonomi  
Kajian dampak sosial merupakan suatu kegiatan pengkajian mengenai 
dampak-dampak sosial negatif maupun dampak sosial positif yang 
diprediksikan akan terjadi saat dan setelah sebuah kebijakan atau peraturan 
dilaksanakan (Program CRF Rekompak JRF Jateng DIY dalam 
www.rekompakjrf.org/.../SOP%20Kajian%20 Dampak%20Lingkungan.pdf 
diakses pada 9 februari 2010). Kajian mengenai dampak sosial ekonomi ini 
dirasa perlu dan penting dilaksanakan  sebagai bagian dari upaya 
pengamanan sosial. Sehingga dengan melakukan kajian ini akan didapatkan 
sebuah upaya atau tindakan-tindakan guna mengatasi perubahan-perubahan 
sosial dan ekonomi yang terjadi akibat dari kebijakan. Dalam kasus ini 
adalah penataan sektor informal di belakang kampus UNS atau formalisasi 
sektor informal.  
Kegiatan pelaksanaan kebijakan penataan sektor informal merupakan 
kegiatan yang potensial terjadinya konflik, baik konflik vertikal maupun 
konflik horisontal. Konflik vertikal dapat terjadi antara pemerintah kota 
Surakarta dengan para pedagang sektor informal di belakang kampus UNS. 
Hal ini terjadi akibat dari perbedaan kepentingan diantara keduanya. 
Pemerintah kota Surakarta sebagai pihak yang berkuasa ingin 
mengembalikan fungsi dari trotoar jalan di sepanjang jalan Ki Hajar 
Dewantara yang telah diserobot oleh pedagang sektor informal. Sedangkan 
para pedagang tidak ingin pindah dikarenakan faktor-faktor yang 
menyangkut penghasilan mereka. Pedagang beranggapan bahwa apabila 
mereka pindah ke tempat yang baru dimana tempat tersebut terletak kurang 
strategis bagi mereka maka akan terjadi penurunan penghasilan. Pedagang 
yang mulanya berdagang di trotoar jalan Ki Hajar Dewantara dimana 
banyak orang mengakses jalan tersebut, sehingga mereka ketika pindah dan 
ditata di sebuah kompleks pasar maka ada kekhawatiran dari pedagang akan 
menurunnya pendapatan pedagang. Selain itu kekhawatiran pedagang yang 
lain adalah mereka akan kehilangan para pelanggan akibat kepndahan 
mereka.  
Sedangkan konflik horisontal terjadi karena adanya sikap yang pro 
dan kontra diantara para pedagang mengenai kebijakan penataan sektor 
informal dibelakang kampus ini. Perbedaan sikap yang terjadi diantara 
pedagang ini dapat perbedaan persepsi mengenai kebijakan penataan 
tersebut. Sehingga konflik ini dapat menjadi hambatan atau kendala yang 
akan dihadapi oleh pemerintah kota Surakarta dalam merealisasikan 
kebijakan penataan ini. 
Dampak sosial ekonomi dalam penataan sektor informal ini sering kali 
terjadi perubahan dalam pola kehidupan. Terjadinya perubahan yang secara 
cepat ini akan sangat mempengaruhi kondisi psikologis dari pedagang 
sektor informal. Biasanya para pedagang melakukan usaha di pinggir jalan 
dan kemudian di tata di sebuah kompleks pasar. Sehingga para pedagang 
akan melakukan usaha dan upaya guna menyesuaikan diri dengan keadaan 
yang ada. 
 
B. Penelitian yang relevan 
Penelitian mengenai penataan atau relokasi pedagang sektor informal 
telah banyak dilakukan oleh para pengamat sosial, perkotaan, maupun 
ekonomi. Begitu pula dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti 
berpijak dari penelitian terdahulu yang dianggap peneliti relevan dengan 
tema kajian yang peneliti teliti. Salah satunya adalah penelitian dari Agung 
Wibowo, 2009 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNS dengan 
judul penelitian Bunga Trotoar Ke Pedagang Kios (Studi Pemaknaan 
Formalisasi Pedagang Pasca Huni Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari 
Ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta). Penelitian ini merupakan 
upaya penjelasan dinamika perkotaan sebagai sebuah penjelasan sosial 
mengenai upaya untuk menganalisa penafsiran dan persepsi kota di mata 
penghuninya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat terungkap bahwa 
pedagang dengan pengetahuan dan pengalaman yang dominan terhadap jiwa 
entrepreneurship dapat dikembangkan status usahanya ke araah formal 
seperti diharapkan pemerintah kota seperti diharapkan oleh pemerintah kota 
dalam formalisasi PKL. Pemahaman pedagang berdasarkan konstruksi 
sosial motivasi menjadi PKL karena mencari kehidupan yang lebih layak. 
Banyak pedagang mengapresiasi formalisasi dengan meninggalkan pasar. 
Banyak para pedagang yang telah diberikan kios oleh pemerintah kota 
Surakarta malah menyewakan atau bahkan menjual kios mereka. Pilihan 
untuk menjual kios tersebut tidak terlepas dari himpitan ekonomi para 
pedagang yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan setelah selepas 
penataan/ formalisasi pedagang tidak segera mendapat keseimbangan dan 
kestabilan pendapatan dari berjualan di pasar Klithikan Notoharjo. 
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penataan atau 
formalisasi PKL merupakan kebijakan sepihak dari pemerintah  kota 
Surakarta. Hal ini dikarenakan, setiap dilakukan penataan atau relokasi 
maka pedagang akan mengalami penurunan pendapatan yang dikarenakan 
karena kurang strategisnya tempat dagang baru yang pedagang tempati. 
Sehingga penelitian ini mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan 
peneliti lakukan.   
 























Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir 
 
Dari bagan di atas kerangka berpikir dapat dibaca sebagai berikut: 
kondisi dan suasana di daerah belakang kampus UNS merupakan kawasan 
yang cukup strategis untuk melakukan suatu usaha. Hal ini dikarenakan 
banyaknya mahasiswa yang tinggal dan kos di sekitar belakang kampus 
UNS tersebut. Mereka mahasiswa yang berasal dari luar kota Surakarta 
yang tidak hanya menuntut ilmu di UNS saja tetapi juga tidak sedikit yang 
dari perguruan tinggi lain, diantaranya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
(STIKES) Aisiyah dan mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI). Kondisi ini 
dimanfaatkan masyarakat untuk membuat usaha di sekitar belakang kampus 
tersebut.  
Para pedagang melakukan usaha dengan menempel di pagar 
pembatas sekitar belakang kampus UNS sepanjang jalan Ki Hajar 
Dewantara yang kurang lebih panjangnya 2 Km. Pedagang – pedagang di 
Pedagang sektor informal 
di Belakang kampus UNS 
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Dampak yang dirasakan 
pedagang 
belakang kampus ini berdagang mulai dari basic need seperti makanan, 
pakaian, dan potocopi. Selain itu   rental komputer, Rental CD, counter 
selular, hingga toko boneka. Pedagang sektor informal di sekitar belakang 
kampus UNS semakin lama semakin bertambah saja. Selain karena sektor 
informal tidak membutuhkan persyaratan khusus yang rumit serta modal 
yang besar, hal ini juga dikarenakan mahasiswa yang datang untuk 
menempuh studi di kawasan belakang kampus UNS ini terus bertambah.  
Para pedagang sektor informal di belakang kampus UNS 
muncul sekitar tahun 90-an. Para pedagang memakai trotoar belakang 
kampus untuk berjualan. Kios-kios mereka menempel pada  pagar 
pembatas kampus UNS. Sehingga dari tahun ke tahun jumlah pedagang 
terus bertambah maka pemerintah Surakarta melakukan suatu penataan 
atau relokasi bagi pedagang sektor informal di sekitar belakang kampus 
UNS. Penataan ini didasari bahwa lahan yang pedagang tempati 
merupakan lahan yang ilegal dan bukan milik mereka, kemudian atas dasar 
keindahan dan kenyamanan pejalan kaki yang sedikit banyak memberi 
faktor untuk dilakukan penataan pedagang sektor informal di belakang 
kampus UNS ini. Sehingga pemerintah kota Surakarta menerapkan 
kebijakan penataan pedagang sektor informal ini yang tertuang dalam 
Keputusan Walikota No. 2 Tahun 2001 tentang pedoman Pelaksanan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta dan No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan 
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 
Untuk merealisasikan kebijakan penataan sektor informal di 
belakang kampus UNS ini maka pemerintah kota Surakarta membangun 
pasar Panggungrejo yang terletak di belakang kecamatan Jebres untuk 
menampung dan menata pedagang agar bisa berjualan di lahan yang legal. 
Pasar Panggungrejo ini mulai dibangun pada bulan April 2008. 
Pengerjaannya dilakukan secara dua tahap. Tahap pertama adalah 
pembangunan pasar dengan jumlah kios sebanyak 93 kios. Tahap dua 
pembangunan sarana dan prasarana beserta kios yang berjumlah 108 kios. 
Sehingga penataan pedagang kaki lima ini dilakukan pada bulan Desember 
2009 yang bersamaan dengan diresmikannya pasar Panggungrejo oleh 
Walikota Surakarta.  
Adanya penataan pedagang ini tidak dapat dihindari akan 
berdampak pada pendapatan dan hubungan sosial dengan para pedagang. 
Ketika para pedagang masih berdagang di jalan Ki Hajar Dewantara yang 
berada tepat di belakang kampus UNS dan merupakan salah satu akses 
jalan menuju kota Surakarta, sehingga banyak masyarakat melewati jalan 
ini, dengan demikian pendapatan yang pedagang peroleh cukup besar. 
Namun ketika mereka menempati lokasi yang baru ada kemungkinan 
pendapatan para pedagang dapat diperkirakan akan turun. Hal ini 
dikarenakan lokasi baru tempat yang mereka tempati merupakan sebuah 
kompleks pasar yang berada cukup jauh dari jalan besar dan masuk gang. 
Pasar ini terletak di gang Surya kelurahan Panggungrejo. 
Hubungan sosial yang terjalin juga terkena dampak dari penataan 
dan pemindahan ini. Di lokasi yang lama mereka telah menempati 
lapaknya sekian tahun dengan interaksi sosial yang terjalin sekian tahun 
pula. Namun ketika mereka pindah dan menempati lokasi yang baru ada 
kemungkinan mereka akan melakukan hubungan sosial yang baru dengan 
pedagang lain. Melihat fenomena itulah peneliti tertarik untuk meneliti 
dampak sosial ekonomi yang dirasakan para pedagang sektor informal di 






Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang penting dalam 
melakukan suatu penelitian. Sedangkan penelitian merupakan aktifitas yang 
seksama dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data 
yang tersistematis dan tentunya bersifat objektif yang dapat 
dipertanggungjawabkan dalam memecahkan suatu permasalahan atau menguji 
suatu kesimpulan sementara. Penelitian ini dilakukan dengan cara ilmiah. 
Menurut Kerlinger (1990:17), “penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang 
sistematis, terkontrol, empiris dan kritis, tentang fenomen-fenomen alami, dengan 
dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat 
antara fenomen-fenomen itu”. H.B.Sutopo (2002:5), menyatakan bahwa 
metodologi penelitian merupakan bentuk dan strategi penelitian yang digunakan 
untuk memahami berbagai aspek penelitian atau pendekatan yang digunakan 
dalam melaksanakan aktivitas penelitian. Ary Jacobs dan Razavieh (1982:44) 
mengatakan penelitian dapat dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah 
pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi yang berguna dan 
dapat dipertanggungjawabkan, tujuannya untuk menemukan jawaban terhadap 
persoalan yang berarti, melalui penerapan  prosedur-prosedur ilmiah. Berdasarkan 
pendapat tersebut, metode penelitian merupakan bentuk dan strategi yang 
digunakan seorang peneliti dalam memperoleh dan mengkaji data suatu 
penelitian. 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Pasar Panggungrejo dan di sekitar belakang 
kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta, tepatnya di jalan Ki Hajar 
dewantara Kecamatan Jebres, Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan tempat 
penelitian ditentukan dengan pertimbangan karena Pasar Panggungrejo 
merupakan lokasi yang menjadi tempat penataan pedagang sektor informal yang 
ada di pinggiran jalan Ki Hajar Dewantara yang dilakukan oleh pemerintah Kota 
Surakarta. Dengan demikian banyak pedagang sektor informal di sekitar belakang 
kampus UNS harus di pindah atau direlokasi ke Pasar Panggungrejo yang sudah 
disiapkan oleh Pemerintah kota Surakarta. Pasar Panggungrejo ini berada tepat 
dibelakang kantor kecamatan Jebres kota Surakarta. Sehingga pasar Panggungrejo 
memiliki karakteristik yang sesuai dengan judul penelitian yaitu berkenaan 
dengan dampak sosial ekonomi masyarakat pedagang sektor informal. Sedangkan 
pertimbangan lain yaitu lokasi tersebut berdekatan dengan tempat tinggal peneliti 
sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga.  Selain itu penelitian dapat 
dilakukan secara maksimal karena peneliti secara tidak langsung mengamati 
kondisi dan situasi yang berlangsung di lokasi penelitian yaitu di pasar 
Panggungrejo. 
2. Waktu Penelitian 
 Penelitian ini akan dilaksanakan terhitung sejak penyusunan proposal 
sampai penyusunan laporan yakni dari bulan februari 2010 sampai bulan Juli 
2010. Penelitian ini diawali dengan penyusunan proposal, penyusunan desain 
penelitian, pengumpulan data, analisis data dan penulisan laporan. Penelitian ini 
dilakukan selama 6 bulan. Adapun rincian waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Namun tidak menutup 
kemungkinan adanya perubahan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan 









Tabel 1. Waktu dan Kegiatan Penelitian 
  Bulan  
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data 
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B. Bentuk dan Strategi Penelitian 
1. Bentuk Penelitian 
 Ada dua macam bentuk pendekatan dalam penelitian ilmiah, yaitu 
penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah 
penelitian yang dikaji dengan menggunakan ukuran angka dan mengutamakan 
kuantitasnya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah menitikberatkan pada proses 
yang diambil dari fenomena-fenomena yang ada kemudian ditarik suatu 
kesimpulan atau dengan kata lain mengutamakan kualitas. Dalam penelitian ini, 
peneliti memilih penelitian kualitatif karena hal yang akan diteliti membutuhkan 
suatu analisis yang mendalam yaitu mengenai kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat pedagang sektor informal. Dalam penelitian ini, kasus yang dihadapi 
tidak dapat diukur dengan angka tetapi harus dikaji dengan menggunakan  ukuran 
kualitas. 
 Menurut Bogdan dan Taylor  (1993:30),“metodologi kualitatif menunjuk 
kepada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif: ungkapan atau 
catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi. Pendekatan 
ini, mengarah kepada keadaan-keadaan individu secara holistik (utuh)”. Moleong 
(2007 : 4) mengutip pendapat Kirk dan Miller, “penelitian kualitatif adalah tradisi 
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 
pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 
orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”. Sutopo, H.B 
(2002:49) mengatakan “penelitian kualitatif menekankan pada makna, lebih 
memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya”.  
Sehingga dapat diambil kesimpulan, metode penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang menekankan makna dari objek  yang menjadi pengamatan dan 
lebih memusatkan pada kualitas data tersebut. Sesuai pendapat di atas maka 
bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian 
deskriptif kualitatif adalah penelitian dengan mengambil masalah-masalah dengan 
memusatkan makna dan kualitas data yang ada pada masa sekarang dengan 
menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahannya dengan 
mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa, dan 
menginterpretasikan.  
Informasi atau data yang didapat dari lapangan berupa keterangan, 
pendapat, konsep, pandangan, tanggapan yang berhubungan dengan dampak 
sosial ekonomi pedagang sektor informal di belakang kampus pasca penataan oleh 
Pemkot Surakarta. Penelitian ini bersifat lentur dan terbuka sesuai dengan kondisi 
yang dijumpai di lapangan. Peneliti terjun langsung ke lapangan mencari 
informan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dengan mengidentifikasi 
dampak kehidupan sosial ekonomi para pedagang sektor informal. Karena dalam 
penelitian ini membahas tentang proses penataan pedagang sektor informal di 
belakang kampus UNS, mendeskripsikan dampak sosial dan ekonomi yang 
dirasakan pedagang pasca dilakukan penataan oleh Pemkot Surakarta , serta cara 
penyesuaian pedagang untuk bertahan di lokasi yang baru tersebut.  
 Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Melakukan observasi dengan mengamati langsung ke lokasi penelitian, 
b. Menetapkan informan, 
c. Melakukan wawancara dengan para informan, 
d. Membuat catatan lapangan (field note), 
e. Menyajikan dan menganalisis data yang diperoleh, 
f. Menarik kesimpulan. 
 2. Strategi Penelitian 
Strategi merupakan bagian dari desain penelitian yang dapat 
menjelaskan bagaimana tujuan penelitian akan dicapai dan bagaimana masalah 
yang dihadapi di dalam penelitian akan dikaji dan dipecahkan untuk dipahami. 
Menurut Sutopo, H. B (2002:123) “strategi adalah metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan dan menganalisis data”. 
 Strategi dalam penelitian yang digunakan adalah studi kasus agar dapat 
menangkap masalah-masalah yang ada di lapangan kemudian dikaji lebih 
mendalam lagi. Menurut Yin (1997:1) studi kasus memiliki ciri-ciri pertanyaan 
berkenaan dengan ”how” atau ”why”, peneliti hanya memiliki sedikit peluang 
untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, fokus penelitian terletak pada 
fenomena masa kini di dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus digunakan 
karena untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian yaitu tentang kasus sosial 
ekonomi masyarakat pedagang sektor informal. Masalah yang ada di lapangan 
kemudian dikonstruksikan secara sosial dan tidak bebas nilai. Informasi dari 
lapangan kemudian disusun ke dalam teks yang menekankan pada masalah proses 
dan makna.  
Ada dua kategori studi kasus menurut Sutopo, H. B (2002:112-113), 
yaitu studi kasus tunggal dan studi kasus ganda. Studi kasus tunggal adalah subjek 
atau lokasi penelitian memiliki persamaan karakteristik. Sedangkan studi kasus 
ganda merupakan kebalikan dari studi kasus tunggal, yaitu subjek atau lokasi 
penelitian memiliki perbedaan karakteristik. 
 Schramm dalam Yin (1997:17) mengatakan ”esensi studi kasus, tendensi 
sentral dari semua jenis studi kasus, adalah mencoba menjelaskan keputusan-
keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilih, bagaimana 
mengimplementasikannya, dan apa hasilnya”. Dalam penelitian ini strategi yang 
digunakan adalah studi kasus terpancang tunggal. Menurut Sutopo, H. B (2002: 
112), studi kasus tunggal adalah penelitian hanya dilakukan pada satu sasaran 
(satu lokasi atau satu subjek). Jumlah sasaran (lokasi studi) tidak menentukan 
suatu penelitian berupa studi kasus tunggal ataupun ganda, meskipun penelitian 
dilakukan di beberapa lokasi (beberapa kelompok atau sejumlah pribadi), kalau 
sasaran studi tersebut memiliki karakteristik yang sama atau seragam maka 
penelitian tersebut tetap merupakan studi kasus terpancang tunggal. Penelitian ini 
disebut terpancang karena sasaran yang akan diteliti adalah fenomena-fenomena 
sosial yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan dampak secara 
sosial dan ekonomi yang dirasakan para pedagang sektor informal yang telah 
dilakukan penataan. Disebut tunggal karena penelitian ini merupakan penataan 
rinci aspek-aspek tunggal. Menurut Sutopo (2002:42), aspek tunggal dapat berupa 
suatu lembaga, sekelompok manusia, dan satu kelompok kebudayaan atau 
masyarakat. Aspek tunggal atau karakteristik dalam penelitian ini yaitu pedagang 
sektor informal di belakang kampus UNS yang telah dilakukan penataan di pasar 
Panggungrejo.  
 
C. Jenis dan Sumber  Data 
Menurut H.B.Sutopo (2002:50-54), sumber data dalam penelitian 
kualitatif secara menyeluruh berupa nara sumber atau informan, peristiwa, atau 
aktivitas, tempat, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen, dan arsip. Dari 
berbagai sumber data tersebut beragam informasi dapat digali untuk menjawab 
dan memahami masalah yang ingin dicari jawabannya. Sedangkan menurut 
Lofland dan Lofland (1984:47) yang dikutip Lexy J. Moleong (2007:157), sumber 
data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 
adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Adapun jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 
 
 
1. Data Primer 
Yaitu data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber data 
tanpa melalui perantara. Dikumpulkan dengan alat observasi dan wawancara. Data 
primer memiliki obyektivitas yang sangat tinggi dan aktual (hangat). Adapun 
sumber data primer penelitian ini adalah : 
a. Informan atau Narasumber 
H.B.Sutopo (2002:50), informan adalah individu yang mempunyai 
beragam posisi dan memiliki akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
peneliti. Posisi beragam tersebut menyebabkan perbedaan kelengkapan informasi 
yang dimiliki dan diperoleh. Dengan sumber informan ini, peneliti akan 
memperoleh informasi yang berupa pernyataan, kata-kata, pendapat, atau 
pandangan mengenai objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah : 
1) Para pedagang di Pasar Panggungrejo yang merupakan tempat penataan 
bagi para pedagang sektor informal di belakang kampus UNS 
2) Kepala pasar Panggungrejo, tempat relokasi para pedagang kaki lima di 
belakang kampus 
3) Konsumen atau pembeli yang ada disekitar lingkungan pasar 
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti dari hasil penelitian orang lain 
atau sumber lain. Sumber data sekunder ini secara tidak langsung memberi 
keterangan maupun data yang ikut mendukung data primer. Data sekunder 
tersebut terdiri dari : 
1) Dokumen yaitu Perda no.8 / 1995 tentang pengelolaan pedagang kaki 
lima 
2) Arsip-arsip tentang data-data pedagang yang direlokasi dan laporan 
tentang data-data kependudukan, misal arus migrasi dari desa ke kota,  
3) Artikel-artikel dan informasi dari berbagai media baik cetak maupun 
elektronik. 
Sumber data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan sekaligus 
mempermudah dalam menganalisa variabel penelitian serta untuk memperkuat 
kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. 
 
D. Teknik Pengambilan Cuplikan 
Di dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menarik sampel 
sangat selektif. Sampel yang dimaksud mempunyai fungsi yang sangat bermakna 
sebagai sumber informasi permasalahan. Kualitatif tidak memandang dari segi 
kuantitasnya melainkan segi kualitas dari penelitian sehingga jumlah sampel tidak 
begitu diperhitungkan dan bukan mewakili populasi namun untuk menggali 
informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya. 
 Teknik cuplikan menurut Sutopo, H.B (2002:55), “teknik cuplikan 
merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam 
penelitian yang mengarah pada seleksi”. Teknik cuplikan sering juga dinyatakan 
sebagai internal sampling yang bersifat internal, dimana cuplikan diambil untuk 
mewakili informasinya dengan kelengkapan dan kedalamannya yang tidak perlu 
ditentukan oleh jumlah sumber datanya. Sedangkan sampling dari sifatnya yang 
internal mengarah pada kemungkinan generalisasi teoritis. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 
purposive dengan snowball. Menurut Patton yang dikutip Sutopo,H.B (2002:185), 
”purposive adalah peneliti akan memilih informan yang dipandang paling tahu, 
sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan 
kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data”. Snowball adalah 
penarikan sampel bertahap yang semakin lama jumlah informan semakin besar. 
Snowball dilakukan dengan cara peneliti secara langsung datang memasuki lokasi 
dan bertanya mengenai informasi yang diperlukan kepada siapapun yang dijumpai 
pertama. Dari petunjuk informasi tersebut peneliti bisa menemukan informan 
yang kedua yang mungkin lebih banyak tahu mengenai informasinya. Selanjutnya 
dari informasi kedua ini, peneliti menanyakan bilamana informan mengetahui 
orang lain yang lebih memahami informasinya, sehingga peneliti bisa menemui 
informan berikutnya lebih jauh dan mendalam. Demikian seterusnya, peneliti 
berjalan tanpa rencana, semakin lama semakin mendekati informan yang paling 
mengetahui informasinya sehingga akan mampu menggali data secara lengkap 
dan mendalam (HB. Sutopo, 2002 : 57) 
Dalam teknik purposive dengan snowball ini,  peneliti tidak menjadikan 
semua orang sebagai informan, tetapi peneliti memilih informan yang dipandang 
tahu dan cukup memahami tentang sosial ekonomi pedagang dan bisa diajak 
kerjasama, misalnya bersikap terbuka dalam menjawab semua pertanyaan yang 
diajukan oleh peneliti. Purposive dengan snowball ini dilakukan dengan cara 
menentukan informan yang memenuhi kriteria untuk menjawab perumusan 
masalah yang hendak diteliti. Peneliti menentukan para pedagang di pasar 
Panggungrejo sebagai informan yang memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan 
penelitian. Tidak semua pedagang yang ada di pasar Panggungrejo yang akan 
diwawancara, namun hanya pedagang pindahan atau menjadi objek relokasi 
pemerintah kota Surakarta saja yang akan diwawancarai, karena tidak sedikit 
pedagang yang bukan dari pedagang sektor informal di belakang kampus. Selain 
pedagang di pasar Panggungrejo peneliti juga menetapkan Kepala Pasar 
Panggungrejo sebagai pengelola dan pemangku kekuasaan di pasar Panggungrejo, 
serta para pengunjung atau konsumen yang berada di pasar Panggungrejo. 
 
E. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu. Menurut Slamet, Y (2006:101), “teknik wawancara adalah cara yang 
dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara 
peneliti dengan yang diteliti”. Dari pengertian wawancara di atas, maka penulis 
menyimpulkan bahwa wawancara merupakan teknik tanya jawab antara dua orang 
dimana kedudukannya sebagai peneliti dan yang diteliti guna memperoleh 
informasi atau data secara mendalam. Sutopo, H.B (2002:58-59), mengungkapkan 
ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak 
terstruktur yang disebut wawancara mendalam (in-depth interviewing). 
Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang sering disebut sebagai 
wawancara terfokus. Sedangkan wawancara tidak terstruktur atau mendalam 
dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open ended” dan mengarah pada 
kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal 
terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal 
yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar penggalian informasinya secara lebih 
jauh dan mendalam.  
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak 
terstruktur atau wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan bebas 
dengan suasana informal dan pertanyaan tidak terstruktur namun tetap mengarah 
pada fokus masalah penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang 
dianggap tahu tentang topik permasalahan yang bersangkutan. Dalam penelitian 
ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan tiga jenis informan. 
Pertama adalah wawancara mendalam dengan kepala pasar Panggungrejo. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses penataan pedagang sektor 
informal di belakang kampus UNS berlangsung. Selain itu wawancara dilakukan 
untuk memperoleh data mengenai data pedagang yang telah menempati pasar 
Panggungrejo, retribusi yang dibayarkan, fasilitas yang ada di pasar Panggungrejo 
serta alasan mengenai penataan pedagang sektor informal itu dilakukan. 
Selanjutnya yang kedua adalah wawancara dengan pedagang pasar Panggungrejo 
yang notabenya merupakan objek dari penataan pedagang tersebut. Wawancara 
dengan pedagang ini diperlukan untuk menggali data mengenai dampak yang 
dirasakan oleh para pedagang setelah menempati lokasi baru yaitu di pasar 
Panggungrejo. Sehingga dapat diketahui keadaan yang sebenarnya yang pedagang 
alami setelah dilakukan penataan dan pindah ke pasar Panggungrejo. Wawancara 
dengan pedagang juga akan menggali mengenai keluhan-keluhan yang dirasakan 
oleh para pedagang mengenai penataan ini. Sehingga dapat diketahui upaya atau 
strategi bertahan para pedagang untuk menyesuaikan dengan keadaan yang baru. 
Wawancara yang ketiga dilakukan dengan para konsumen atau pembeli yang 
berada di pasar Panggungrejo. Tujuan untuk mewawancarai konsumen atau 
pembeli adalah untuk mengetahui tanggapan pedagang mengenai penataan 
pedagang di belakang kampus UNS, selain itu juga ingin menggali mengenai 
tanggapan mengenai keadaan pasar Panggungrejo. Dengan demikian dapat 
diketahui bagaimana eksistensi keberadaan pasar Panggungrejo ini. 
Wawancara di atas dilakukan dengan wawancara terbuka. Sehingga 
informan mengetahui kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang akan 
melakukan wawancara di lokasi penelitian. Peneliti menerapkan teknik face to 
face sehingga peneliti dapat mengungkap secara langsung keterangan dari 
informan tanpa melalui perantara. Peneliti mencatat informasi yang diberikan oleh 
informan dan mendiskusikan yang belum jelas tanpa memberikan pengaruh 
terhadap informan mengenai jawaban yang diberikan.  
2. Pengamatan (observation) 
Observasi digunakan untuk menggali data atau informasi dari sumber 
data yang berupa tempat lokasi, peristiwa, benda, dan rekaman gambar baik 
langsung maupun tidak secara langsung. Menurut Spradley yang dikutip 
H.B.Sutopo (2002:65), observasi dapat dibagi menjadi observasi tak berperan dan 
observasi berperan yang terdiri dari berperan pasif, berperan aktif dan berperan 
penuh. 
a. Observasi tak berperan 
Kehadiran peneliti dalam observasi ini tidak diketahui oleh subjek 
yang diteliti. Observasi ini dapat dilakukan dengan jarak jauh untuk 
mengamati perilaku seseorang atau sekelompok orang di suatu lokasi 
tertentu dengan memilih  tempat khusus yang berada dilokasi tetapi diluar 
perhatian kelompok yang diamati. 
b. Observasi berperan 
Observasi ini dilakukan dengan mendatangi suatu lokasi atau 
peristiwa sehingga kehadirannya diketahui oleh pihak yang diamati. 
Observasi berperan terdiri dari tiga observasi antara lain: 
a) Observasi berperan pasif 
Observasi berperan pasif dalam penelitian kualitatif disebut juga 
sebagai observasi langsung dengan mengadakan pencatatan secara 
sistematis tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang 
diteliti. 
b) Observasi berperan aktif 
Peneliti memainkan berbagai peran yang memungkinkan berada 
dalam situasi yang berkaitan dengan penelitiannya. Peneliti tidak 
hanya berperan dalam bentuk dialog yang mengarah pada 
pendalaman dan kelengkapan data tetapi juga mengarahkan 
peristiwa yang sedang dipelajari demi kemantapan data. 
c) Observasi berperan penuh 
Peneliti memililki peran dalam lokasi studinya sehingga benar-
benar terlibat dalam suatu kegiatan yang ditelitinya dan peran 
peneliti tidak bersifat sementara sehingga peneliti tidak hanya 
mengamati tetapi bisa berbuat sesuatu, berbicara dan sebagainya 
(H.B.Sutopo, 2002:66-69). 
Dalam kegiatan observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi 
berperan pasif atau juga observasi langsung secara intensif terhadap objek 
penelitian. Hal yang akan peneliti observasi adalah aktivitas para pedagang, 
kondisi dan keadaan pasar Panggungrejo, dan keramaian atau aktivitas yang 
berlangsung di pasar Panggungrejo.  
Observasi aktivitas pedagang dilakukan dengan mengamati kegiatan 
yang dilakukan para pedagang pasar sehingga dapat diketahui kehidupan sosial 
dan ekonomi para pedagang tersebut. Pengamatan aktivitas pedagang ini 
merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian guna menjawab 
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan 
melakukan pengamatan terhadap keadaan dan kondisi pasar. Pengamatan ini 
dilakukan peneliti untuk mengetahui kondisi dan kelayakan fasilitas-fasilitas yang 
ada di pasar Panggungrejo yang sebenarnya. Observasi yang ketiga dilakukan 
dengan mengamati aktivitas perdagangan yang berlangsung di pasar 
Panggungrejo. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat 
atau konsumen memanfaatkan pasar Panggungrejo sebagai pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. 
3. Dokumentasi (documentation) 
Menurut Sutopo, H.B (2002:54), “dokumen dan arsip merupakan bahan 
tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu”. Dokumen 
yang digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, 
menaksirkan, bahkan untuk meramalkan kejadian, peristiwa yang akan datang. 
Teknik dokumenter dapat berupa arsip-arsip yang relevan serta benda fisik 
lainnya. Dokumen dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 
berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, literatur dan laporan 
serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penulisan sehingga sangat 
penting dalam penelitian kualitatif sebagai sumber data.  
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa denah pasar Panggungrejo, 
daftar nama pedagang yang ditata ke Pasar Panggungrejo, dan peraturan 
pemerintah mengenai pengelolaan dan penataan pasar. 
 
F. Validitas Data 
Setelah dilakukan penelitian, data dan informasi yang berhasil 
dikumpulkan perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu setelah data terkumpul 
dilakukan pemeriksaan keabsahannya atau validitas data. Validitas data 
merupakan pengujian data dalam penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya atau tidak. Untuk meningkatkan kesahihan data, peneliti 
menggunakan teknik trianggulasi data. 
 Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 
telah ada. Moleong (2000:178) menyatakan,“trianggulasi adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 
untuk keperluan pengecekan/sebagai pembanding terhadap data itu”. Maksudnya 
adalah, data yang diperoleh akan diuji keabsahannya dengan cara mengecek 
kepada sumber lain sehingga dihasilkan suatu kebenaran. 
Menurut Patton (1987 : 331) dalam Moleong (2007 : 330-331), 
menyatakan bahwa ada empat teknik triangulasi yaitu : 
1. Triangulasi Data/ Sumber 
Teknik triangulasi data/ sumber merupakan cara peningkatan validitas 
yang dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber data untuk 
mengumpulkan data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis tekanannya 
pada perbedaan sumber data bukan pada teknik pengumpulan data, cara menggali 
data dari sumber yang didapat bisa lebih teruji kebenarannya. Triangulasi ini 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini 
dapat dicapai dengan langkah-langkah : 
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara . 
b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 
dikatakan secara pribadi. 
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 
pemerintahan. 
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
2. Triangulasi Peneliti 
Triangulasi peneliti adalah pengumpulan data yang sama dilakukan oleh 
beberapa peneliti. Hasil penelitian baik data ataupun kesimpulannya bisa diuji 
validitasnya oleh beberapa peneliti. Pemanfaatan pengamat atau peneliti lainnya 
membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. 
 
3. Triangulasi Metodologi 
Triangulasi metodologi dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis 
tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda-
beda penekanannya adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda 
terhadap sumber data yang sama untuk mengkaji kemantapan informasinya. 
Singkatnya yaitu menggunakan dua strategi, pertama, pengecekan derajat 
kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 
kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 
yang sama (Patton, 1987:329 dalam Moleong, 2007:331) 
4. Triangulasi Teoretis 
Triangulasi teoretis dilakukan dengan melakukan perspektif lebih dari 
satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji, datanya dianalisis dengan 
menggunakan beberapa perspektif yang berbeda-beda. 
Adapun validitas data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
triangulasi data/ sumber. Triangulasi data/ sumber ini dilakukan dengan cara 
peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada beberapa informan sehingga 
memperoleh data dari informan yang berbeda-beda posisinya sehingga informasi 
dari informan yang satu dapat dibandingkan dengan informasi dari informan yang 
lain. Triangulasi ini juga diterapkan dengan cara menggali informasi dari hasil 
pengamatan dan dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen yang 
memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksud peneliti. 
Selain mengecek keabsahan data dengan informan, penelitian ini untuk 
mengecek keabsahan data juga dengan membandingkan data hasil pengamatan 
dengan hasil wawancara. Hal ini dianggap penting bagi peneliti agar peneliti dapat 
memilah dan memilih data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dari penelitian 
ini. Peneliti memilih teknik triangulasi sumber karena memberi kesempatan 
peneliti untuk mengoreksi kekeliruan oleh sumber data. Dengan demikian data 
yang diperoleh akan benar-benar dapat dipercaya. Selain itu, penulis juga 
menggunakan trianggulasi metode yaitu pengumpulan data dengan teknik 
pengumpulan data yang berbeda. Teknik yang digunakan yaitu wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Sehingga data atau informasi dapat teruji secara 
mantap dimana hasilnya dibandingkan dan dapat ditarik kesimpulan data atau 
informasi yang lebih kuat validitasnya. 
 
G. Teknik Analisa Data 
Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa 
secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Di mana analisa 
data disajikan berdasarkan konsep tertentu dalam kerangka teori yang telah 
diuraikan sebelumnya. Data yang diperoleh dalam objek penelitian ini ditemukan, 
diolah dan dikonfirmasikan dengan opini dari responden yang berkompeten yang 
sedang diamati. Berdasarkan paparan tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan 
saran. Selain itu juga bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang telah 
disebutkan dalam rumusan masalah. 
Dengan demikian penelitian ini terdapat model analisa yang meliputi : 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk jelasnya dapat 










Gambar 3. Skema Analisis Data Model Interaktif 
Sumber : Miles dan Huberman (1992 : 20) 
 
 
Adapun tahapan analisis interaktif adalah sebagai berikut : 
a. Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini , peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber 
antara lain buku-buku yang relevan, informasi dan peristiwa di lapangan. 
Sedangkan pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara. 
b. Reduksi Data 
Tahap ini merupakan proses seleksi, pemfokusan, pentedehanaan dan 
abstraksi data kesar yang terdapat dalam field note. Dengan reduksi data, 
data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransfosmasikan dalam berbagai 
cara, seperti melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian 
singkat, menggolongkan dalam suatu uraian yang lebih luas, abstaksi data 
kasar dari field note, dan sebagainya. Proses ini berlangsung terus 
sepanjang pelaksanaan penelitian baik sebelum atau sesudah pengumpulan 
data. Reduksi data berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan 
tentang kerangka kerja konseptual, pemilihan kasus, menyusun pertanyaan 
penelitian sampai pada proses verifikasi data. Pada saat reduksi data, 
peneliti menentukan beberapa informan untuk mendeskripsikan dampak 
secara sosial dan ekonomi yang dialami para pedagang di pasar 










c. Sajian Data (Display) 
Sajian data dilakukan merangkaikan data atau informasi yang telah 
direduksi dalam bentuk narasi kalimat, gambar/ skema, maupun tabel yang 
memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini 
merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis 
sehingga bila dibaca akan mudah dipahami mengenai beberapa hal yang 
terjadi dalam penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan 
sesuatu pada analisis/ tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. 
Pada awal pengumpulan data hingga penyajian data, peneliti melakukan 
pencatatan dan membuat pertanyaan untuk membuat kesimpulan. 
Penyajian data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan 
langsung (obsevasi) dan wawancara mendalam (in-depth interview). 
d. Verifikasi Data/ Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan rangkaian pengelolaan data yang berupa 
gejala kasus yang terdapat di lapangan. Kesimpulan akhir tidak terjadi 
sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan harus 
diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan, untuk itu peneliti melakukan aktivitas 
pengulangan untuk pemantapan, penelusuran data kembali, melihat field 
note sehingga kesimpulan penelitian menjadi kokoh dan lebih dapat 
dipercaya. 
 
H. Prosedur Penelitian 
H.B Sutopo (2002:187-190) mengungkapkan bahwa prosedur 
penelitian adalah rangkaian tahap demi tahapkegiatan awal sampai akhir 
penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur atau 
langkah-langkah dari penyusunan proposal, penyusunan instrument 
penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan 
penelitian.    
Lebih jelasnya prosedur dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, 
yaitu: 
1. Menyusun Proposal 
Sebelum dilaksanakan penelitian semua ditulis dalam rencana 
susunan penelitian yang meliputi pendahuluan, landasan teori dan metode 
penelitian yang diawali persiapan sebagai berikut : 
a) Mengajukan judul penelitian pada pembimbing 
b) Mengumpulkan bahan/ sumber materi penelitian  
c) Menyusun proposal 
d) Mengurus perijinan penelitian. 
2. Menyusun Instrumen Penelitian 
Pada tahap ini adalah membuat semua instrument yang akan 
digunakan dalam penelitian ini. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data langsung diperoleh dari informan yaitu dalam bentuk 
pertanyaan yang ditanyakan langsung kepada pedagang pasar Panggungrejo. 
3. Pengumpulan Data 
Dalam tahap ini semua data yang berhubungan dengan penelitian 
dikumpulkan yang meliputi keadaan Pasar Panggungrejo, tanggapan para 
pedagang mengenai penataan pedagang yang mereka alami dan dampak yang 
dirasakan pedagang mengenai penataan tersebut. Data tersebut nantinya dapat 
digunakan untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam penelitian. 
Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a) Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
b) Membuat transkrip hasil wawancara 
c) Membuat field note. 
d) Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan. 
4. Analisis Data 
Analisis data adalah mengorganisasikan data yang telah diperoleh, 
dengan jalan mengatur data, mengurutkan data, dan mengelompokkan data 
agar dapat menjelaskan apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Dalam 
penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan cara : 
a) Menentukan teknik analisis data yang tepat sesuai proposal penelitian. 
b) Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut kemudian 
direchekkan dengan temuan lapangan. 
c) Melakukan verifikasi dan pengayakan dengan pembimbing 
d) Membuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian. 
5. Penyusunan Laporan Penelitian 
Tahap ini adalah tahap terakhir dalam sebuah penelitian. Semua data 
yang telah diperoleh diolah, dianalisa dan dilaporkan dalam bentuk yang 
sesuai dengan kaidah yang benar. Penyusunan laporan yang dilakukan 
peneliti sebagai berikut : 
a) Penyusunan laporan awal. 
b) Review laporan yaitu mendiskusikan laporan yang telah disusun dengan 
orang yang cukup memahami penelitian. 
c) Melakukan perbaikan laporan sesuai hasil diskusi. 





A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kawasan Belakang Kampus UNS 
Universitas merupakan salah satu jenjang pendidikan yang cukup 
diminati oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang telah selesai menempuh 
pendidikannya di sekolah menengah atas melanjutkan studinya di perguruan 
tinggi atau universitas. Harapannya ketika menempuh pendidikan tinggi akan 
mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga banyak masyarakat berbondong-
bondong masuk dan belajar di universitas ataupun perguruan tinggi. Salah satu 
perguruan tinggi Negeri di Surakarta adalah UNS (Universitas Sebelas Maret). 
Perguruan tinggi ini berdiri sejak 11 maret 1976 merupakan gabungan dari lima 
perguruan tinggi yang ada di Surakarta. Sampai saat ini jumlah mahasiswa UNS 
mencapai 40.000 mahasiswa (www.uns.ac.id). Jumlah ini terdiri dari angkatan 
tahun 2006-2009 di sembilan fakultas. Banyaknya mahasiswa ini menimbulkan 
kawasan sekitar kampus UNS menjadi ramai. Hal ini karena mahasiswa yang 
menempuh studi di UNS tidak hanya berasal dari dalam kota namun juga berasal 
dari luar kota. 
Banyaknya mahasiswa UNS yang menempuh pendidikan ini membuka 
peluang untuk pedagang sektor informal dalam hal ini pedagang kaki lima (PKL) 
untuk melakukan suatu usaha. Para PKL ini melakukan usaha dagangnya dengan 
menempati lahan kosong yang ada di jalan Ki Hajar Dewantara. Lahan yang PKL 
gunakan untuk melakukan usaha sebenarnya merupakan trotoar jalan yang 
seharusnya difungsikan untuk para pengguna jalan kaki. Namun karena 
penggunaan trotoar jalan yang kurang difungsikan oleh pengguna jalan kaki dan 
cenderung terbengkalai maka para pedagang menganggapnya itu sebagai lahan 
yang kosong. Munculnya PKL di belakang kampus ini dimulai sejak tahun 1990-
an, dan hingga sekarang jumlahnya telah mencapai 160 pedagang kaki lima yang 
menempati kawasan belakang kampus UNS. 
a) Fenomena Pedagang Sektor Informal (PKL) Di Belakang Kampus UNS 
Pedagang Sektor Informal atau biasa disebut Pedagang Kaki Lima (PKL) 
di Kota Surakarta bukan merupakan suatu fenomena yang baru. Keberadaannya 
sebagai sektor informal merupakan bagian yang sebenarnya memiliki ketahanan 
yang cukup handal dibandingkan sektor-sektor usaha lainnya. Terbukti disaat 
unit-unit usaha lainnya tersingkir akibat badai krisis ekonomi, justru sektor ini 
tumbuh dan berkembang hampir di setiap kota besar termasuk Surakarta. Dilihat 
dari perkembangannya, jumlah PKL di Surakarta mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun.  
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan secara sensus oleh Kantor 
Pengelolaan PKL Surakarta dapat diketahui jumlah dan penyebaran PKL. Jumlah 
PKL di Surakarta pada tahun 2007 sebanyak 3.917 PKL, tersebar di 5 wilayah 
kecamatan. Sebagian besar PKL berada di wilayah kecamatan Jebres dan 
Banjarsari yang mencapai lebih dari 50% dari jumlah PKL yang ada di Surakarta. 
Di kecamatan Banjarsari terdapat 1.050 PKL dengan persentase jumlah PKL di 
seluruh kota Surakarta mencapai 26,81% . Sedangkan di Kecamatan Jebres 
tercatat 1.172 PKL. Jumlah PKL di kecamatan Jebres yang mencapai 1.172 usaha 
menempatkan kecamatan Jebres sebagai kecamatan dengan jumlah PKL tertinggi 
dengan persentase 29,92%. Kemudian untuk kecamatan Laweyan jumlah PKL-
nya sebanyak 697 usaha. Dengan persentase sebesar 17,79% dari jumlah PKL di 
Surakarta. Selanjutnya jumlah PKL di kecamatan Pasar Kliwon sebesar 617 
usaha. Kecamatan Pasar Kliwon menempati posisi keempat jumlah PKL yang ada 
di Surakarta dengan persentase sebesar 15,75%. Kemudian yang terakhir adalah 
kecamatan Serengan dengan jumlah PKL sebanyak 381 usaha. Sehingga 
merupakan kecamatan yang paling sedikit jumlah PKL-nya dengan persentase 
yang hanya 9,73%.  
Dari penjelasan mengenai besaran dan persebaran PKL di kota Surakarta 
menunjukkan bahwa PKL cenderung memilih lokasi usahanya di tempat-tempat 
yang ramai dengan aktivitas masyarakat. Di kecamatan Jebres yang merupakan 
kecamatan dengan jumlah PKL paling besar merupakan salah satu kecamatan 
yang paling ramai aktivitas warganya. Karena di kecamatan Jebres ini terdapat 
pusat pendidikan seperti adanya Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Institut 
Seni Indonesia (ISI) yang banyak mendatangkan para mahasiswa dari berbagai 
daerah luar Surakarta. Selain itu, Jebres juga mempunyai Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Dr.Moewardi yang merupakan rumah sakit Negeri yang ada di 
Surakarta. Hal ini yang menyebabkan jumlah PKL di kecamatan Jebres cukup 
besar dan salah satu pusat keberadaan PKL adalah di sekitar belakang kampus 
UNS. Terutama setelah terjadi krisis keuangan yang mengakibatkan ambruknya 
perekonomian bangsa pada tahun 1997.  
Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997, taraf hidup masyarakat 
Indonesia pada umumnya semakin terpuruk. Hal ini tidak saja menyentuh 
masyarakat kurang mampu, bahkan para pengusaha dan pemilik modal usaha, 
sangat merasakan runtuhnya sistem perekonomian di Indonesia. Banyak  
pengusaha sektor industri yang terkena dampak krisis mengalami gulung tikar. 
Demi meyelamatkan modal dan kekayaan yang tersisa, mereka melakukan PHK 
massal. Pada akhirnya angka pengangguran semakin melonjak tajam. 
Permasalahan pengangguran yang terjadi pada saat krisis jumlahnya semakin 
signifikan.  
Runtuhnya usaha di sektor formal, pada gilirannya memicu semakin 
berkembangnya usaha sektor informal yang semakin hari semakin menunjukkan 
keberadaannya sebagai usaha yang tahan uji dalam menghadapi badai krisis 
ekonomi yang berkepanjangan . Sebagai salah satu alternatif mempertahankan 
hidup dan memperbaiki keadaan, dengan modal yang pada umumnya tidak  besar, 
pedagang sektor informal tumbuh secara sporadis, menempel di hampir seluruh 
kegiatan/pusat keramaian dan di tempat-tempat strategis. Salah satu dari 
kelompok pedagang sektor informal yang ada adalah kelompok pedagang sektor 
informal yang menempati lahan belakang kampus, persis menempel dipagar 
belakang UNS. Terlepas dari adanya polemik status tanah, dengan keberadaan 
mereka, tidak sedikit yang memperoleh manfaat, termasuk para mahasiswa UNS 
sendiri, meski tidak kurang juga masalah yang ditimbulkan. 
Berkembangnya pedagang sektor informal di belakang kampus UNS 
berawal  sejak tahun 1990-an. Dengan keberadaan trotoar yang diperuntukkan 
bagi para pengguna jalan khususnya para mahasiswa, ternyata fasilitas tersebut 
tidak dimanfatkan secara maksimal. Keberadaan para pedagang sektor informal 
awalnya hanya sedikit dan hanya  berjualan dimalam hari, serta barang dagangan 
yang dijual tidak selengkap sekarang. Pada waktu itu barang dagangan yang dijual 
hanya barang-barang kebutuhan para mahasiswa, sehingga secara tidak langsung 
antara para mahasiswa dengan pedagang sektor informal mempunyai hubungan 
simbiosis mutualisme, saling menguntungkan.  
Lokasi pertama yang paling diminati para pedagang sektor informal adalah 
trotoar sekitar gerbang/pintu masuk kampus, karena merupakan tempat arus 
sirkulasi keluar – masuk  para mahasiswa dan juga civitas akademika sehingga 
selain mudah dijangkau karena selalu dilewati, juga dianggap paling strategis dan 
bersih dibanding tempat yang lain.  Adapun sarana  yang digunakan oleh para 
pedagang sektor informal pada awalnya hanya warung tenda. Kalau dibutuhkan, 
warung dapat dibuka maupun ditutup setiap saat, karena dapat digulung dan 
dikemas dalam gerobak yang kemudian dititipkan kepada masyarakat terdekat. 
Dengan adanya beberapa pedagang sektor informal sebagai embrio deretan 
pedagang sektor informal di lahan trotoar, dan tidak adanya tindakan baik dari 
pemerintah maupun pihak pengelola kampus UNS kepada mereka, sehingga pada 
tahap selanjutnya mulai bermunculan pedagang-pedagang baru yang semakin 
manambah panjang daftar pedagang sektor informal disini. Dengan kondisi dan 
status yang sama-sama tidak jelas, mereka mulai saling memperebutkan lahan. 
Mereka merasa dapat memiliki lahan hanya dengan mematok lahan yang 
sekiranya belum bertuan. Bahkan hanya dengan bermodalkan  seutas tali raffia 
mereka dapat merasa memiliki “kapling”. 
Setelah berjalan beberapa tahun, seiring dengan mulai bergulirnya 
reformasi yang menyusul badai krisis moneter, jumlah pedagang sektor informal 
semakin bertambah banyak yaitu sekitar akhir tahun 1996. Kondisi merekapun 
sudah mulai berkembang. Pedagang sektor informal mulai berani mambangun 
warung semi permanen. Bentuk warungpun bervariasi sesuai dengan kemampuan 
modal masing-masing pedagang sektor informal. Bahan dinding terbuat dari 
bambu atau papan sedangkan atap pada umumnya menggunakan bahan seng. 
Demikian juga dengan luasan warungnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan 
komoditi yang mereka jual.  
Saat ini kondisi pedagang sektor informal (PKL) di belakang kampus ini 
mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jenis usahanyapun sangat beragam. 
Tidak hanya warung makan ataupun toko kelontong kebutuhan sehari-hari, namun 
juga terdapat usaha rental, bengkel motor  maupun mobil, foto copy, toko sellular, 
baju olah raga, buku dan bahkan salon serta toko kaca mata (optic). Berbagai 
fasilitas seperti listrik dan air PAM juga dapat mereka peroleh 
 
b) Karakteristik Bangunan PKL Di Belakang Kampus UNS 
Pedagang kaki lima di jalan Ki hajar Dewantara sendiri berjumlah sekitar 
160 PKL. Sesuai data dari Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta PKL di belakang 
kampus UNS digolongkan menurut tipe bangunannya, yaitu bangunan permanen, 
bangunan semi permanen atau bongkar pasang dan tidak ada bangunannya. Dari 
jumlah 160 PKL yang ada di belakang kampus UNS tersebut sebagian besar 
merupakan PKL dengan bangunan permanen (seluruh maupun sebagian bangunan 
selalu berada di tempat), jumlahnya mencapai 92 PKL dengan persentase 57,5% 
dari seluruh jumlah PKL di belakang kampus UNS. PKL dengan bangunan 
permanen memiliki variasi yang cukup banyak, antara lain permanen keseluruhan 
dan permanen sebagian. Bangunan PKL di belakang kampus cukup seragam, 
berdinding tembok, berpintu rolling door, dan berlantai keramik. Biasanya PKL 
yang memiliki bangunan permanen tersebut adalah PKL yang usahanya meliputi 
seluler, fotocopy, warung makan, dan rental komputer maupun rental CD. 
Sedangkan PKL dengan bangunan bongkar pasang jumlahnya sebanyak 55 PKL 
dengaan persentase 34,37% dari seluruh jumlah PKL di belakang kampus UNS. 
Bangunan bongkar pasang ini seperti tenda, dan gerobak, dengan rincian PKL 
yang menggunakan tenda dalam usaha dagangnya sebanyak 34 pedagang, serta 
PKL yang menggunakan gerobak dalam usahanya sebanyak 21 pedagang.  
Biasanya PKL dengan bangunan semi permanen atau bongkar pasang ini 
beroperasi pada malam hari. Kebanyakan mereka bergerak pada usaha kuliner, 
misalnya angkringan, bubur kacang hijau, ayam bakar, roti bakar dan mie ayam.  
Ada yang menarik mengenai PKL di jalan Ki Hajar Dewantara ini yaitu 
PKL yang menggunakan mobil sebagai sarana untuk berdagang. Jumlahnya 
mencapai 6 mobil dengen persentase 3,75% dari total PKL yang cenderung 
menetap di jalan Ki Hajar Dewantara. PKL yang menggunakan mobil dalam 
usahanya ini beroperasi pada siang hari. Mereka menggunakan mobil pick up 
dengan bak terbuka sebagai tempat menaruh barang dagangannya. Pedagang yang 
menggunakan mobil ini sangat bervariasi dalam jenis dagangannya. Jenis 
dagangan mereka antara lain berdagang buah, berdagang pakaian seperti kaos 
kaki, dan berdagang roti. Selain itu,  ada 7 pedagang yang menggelar 
dagangannya di pinggir jalan atau sering disebut pedagang oprokan dengan 
persentase 4,37% dari seluruh jumlah PKL di belakang kampus UNS. 
Dari total karakteristik bangunan PKL di belakang kampus UNS ini 
dapat disimpulkan bahwa sebagian dari jumlah PKL yang berada di belakang 
kampus UNS memiliki karakteristik bangunan yang permanen. Sedangkan yang 
lainnya adalah bengunan yang bongkar pasang seperti tenda dan gerobak. Selain 
itu ditemukan karakteristik pedagang yang unik, yaitu menjalankan usahanya 
dengan menggunakan mobil pick up sebagai tempat usahanya. Biasanya pedagang 
ini adalah pedagang roti, buah, dan pakaian.    
 
c) Jenis Usaha PKL Di Belakang Kampus UNS 
Jenis usaha dan jasa PKL yang ada sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara 
cukup bervariasi. Menurut data dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima 
Surakarta ada 23 jenis usaha dagang dan jasa di belakang kampus UNS. 
Umumnya usaha yang dijalankan PKL ini yang berkaitan dengan alat pemenuhan 
kebutuhan mahasiswa. Mulai dari kebutuhan pokok  (basic needs) seperti 
makanan dan pakaian hingga kebutuhan sekunder misalnya bengkel kendaraan, 
toko kelontong, dan warnet. 
Jenis usaha  yang paling banyak dijalankan PKL di belakang kampus 
UNS ini adalah usaha kuliner yaitu makanan dan minuman. Sesuai data dari 
Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta jumlah usaha makanan dan 
minuman sebanyak 52 Pedagang dengan persentase sebesar 27,37%. Jumlah 
tersebut merupakan jumlah pedagang terbesar menurut jenis dagangannya. 
Kemudian untuk usaha selular handphone menempati urutan kedua menurut 
jumlah jenis dagangan. Di belakang kampus UNS tercatat ada 17 pedagang 
dengan persentase sebesar 10,63% yang menjalankan usaha ini. Jenis usaha jasa 
fotocopi menempati urutan ketiga dengan jumlah pedagang yang menjalankan 
usaha ini sebanyak 11 pedagang dengan persentase sebesar 6,8%. Keseluruhan 
pedagang fotokopi ini termasuk pedagang dengan tempat berjualan permanen. 
Sedangkan untuk jenis usaha jasa rental komputer dan pengetikan ada sebanyak 
10 pedagang apabila dipersentasekan sebesar 6,25% dari seluruh jenis usaha di 
belakang kampus UNS. Seperti halnya fotokopi, jenis usaha ini juga termasuk 
pedagang yang menggunakan bangunan permanen di belakang kampus UNS. 
Jenis dagangan lain yang cukup banyak terdapat di kawasan ini adalah toko 
onderdil, toko komputer, dan toko rokok, masing-masing berjumlah 7 atau sebesar 
4,38% pedagang yang mengelola usaha tersebut. Toko kelontong yang ada di 
jalan Ki Hajar Dewantara berjumlah 6 pedagang dengan persentase sebesar 
3,75%. Selanjutnya jasa warung internet (warnet) dan tambal ban masing-masing 
ada 5 pedagang apabila dibuat persentase sebesar 3,25%. Toko pakaian atau 
sering disebut distro berjumlah 4 atau 2,5% dari jumlah  pedagang yang berada di 
belakang kampus UNS. Jenis usaha yang lain adalah jasa permak jeans (penjahit) 
dan toko penjual helm dan asesoris motor berjumlah masing-masing 3 pedagang 
atau 1,88%. Sedangkan untuk jenis usaha bengkel kendaraan, duplikat kunci, 
penjual koran dan potong rambut masing-masing berjumlah 2 pedagang atau 
1,25%. Kemudian untuk jenis usaha sol sepatu, radiator, material, kaos kaki, dan 
jasa pembuatan plat nomor masing-masing terdiri dari 1 pedagang atau masing-
masing pedagang dipersentasekan sebesar 0,63% yang membuka usahanya di 
sekitar belakang kampus UNS.  
Secara keseluruhan jenis usaha yang dilakukan oleh PKL di belakang 
kampus UNS adalah jenis usaha dengan pangsa pasarnya adalah mahasiswa. Hal 
ini terurai dari data di atas bahwa usaha kuliner, usaha jasa fotokopi, usaha selular 
handphone, dan rental komputer mencakup lebih dari 50% pedagang yang ada di 
jalan Ki Hajar Dewantara tersebut. Keempat usaha tersebut berjumlah 98 
pedagang dari jumlah total 160 pedagang yang ada di sana.    
 
d) Latar Belakang Menjadi PKL Di Belakang Kampus UNS 
Secara garis besar latar belakang yang menyebabkan masyarakat memilih 
menjadi PKL antara lain adalah : 
1) Tidak tersedianya lapangan pekerjaan di sektor formal, sehingga 
masyarakat mencoba mengadu nasib dengan menjadi PKL  
2) Mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja yang 
menyusul munculnya badai krisis moneter 
3) Kampus sebagai sebuah magnet bagi berkembangnya usaha PKL 
4) Terbengkalainya trotoar di belakang kampus karena tidak 
dimanfaatkan oleh para pejalan kaki 
5) Adanya peluang yang diberikan pihak kampus dengan tidak 
dilarangnya kemunculan PKL di belakang kampus 
6) Para pemilik modal yang berusaha (spekulasi) berinvestasi dengan 
jalan membuka usaha PKL 
 
2. Gambaran Umum Pasar Panggungrejo 
a) Sejarah Pembangunan Pasar Panggungrejo 
Perkembangan PKL yang berada di kawasan belakang kampus semakin 
membuat pemerintah kota Surakarta khawatir. Hal ini karena jumlah PKL dari 
tahun ke tahun terus bertambah. Untuk mengatasi masalah PKL tersebut 
kemudian Pemerintah Kota Surakarta mengambil kebijakan untuk menata dan 
menertibkan PKL-PKL yang ada di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara. 
Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari kebijakan penataan dan 
pembinaan PKL di Surakarta. Tujuan dari kebijakan ini adalah mewujudkan PKL 
yang sadar akan lingkungan dan dapat menjadi kota Surakarta yang bersih, sehat, 
rapi dan indah.  
Penataan pedagang ini rencanannya dengan memindahkan PKL ke 
sebuah pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pasar 
Panggungrejo merupakan tempat yang menjadi lokasi penatan pedagang di sekitar 
belakang kampus UNS. Pasar ini terletak tidak jauh dari jalan Ki Hajar 
Dewantara. Tepatnya berlokasi tepat di belakang kantor kecamatan Jebres 
Surakarta. Dulunya tanah belakang kecamatan Jebres adalah lahan kosong yang 
tidak terurus dan terawat. Dengan luas pasar yang mencapai 1764 meter persegi 
sehingga cukup luas untuk menampung PKL di belakang kampus UNS.  
Pasar ini mulai dibangun pada bulan Mei 2007 hingga Mei 2009. 
Pembangunan pasar ini sendiri menghabiskan biaya 5 Milyar Ruoiah yang 
diambil dari dana APBD Tahun 2007  sebesar Rp.2.400.000.000 dan  
mengambil APBD tahun 2008 sebesar Rp.2.368.000.000. Pembangunan ini 
sendiri terdiri dari dua tahap. Hal ini dikarenakan dana alokasi untuk 
pembangunan pasar juga bertahap. Untuk tahap pertama mengambil dana dari 
APBD tahun 2007 sedangkan untuk tahap kedua dialokasikan dari dana APBD 
tahun 2008. Tahap pertama merupakan pembangunan pasar di sebelah timur, 
dengan membuat 2 bangunan utama yang berlantai dua. Pada tahap ini dibangun 
kios sebanyak 93 buah. Selain pembangunan kios pada tahap ini pula dibangun 
toilet dan Mushola yang berukuran 5x6 meter. Sedangkan pada tahap dua 
dibangun sebanyak 108 kios. Terdiri dari 2 bangunan, yaitu sebuah bangunan 
berlantai 3 dan bangunan lainnya berlantai 2. Pada tahap ini pula dibangun taman 
dan lahan parkir. Pembangunan pasar Panggungrejo ini dilaksanakan oleh PT 
Ramelan Kurnia Sejati sebagai kontraktor pelaksana yang telah memenangkan 
proses lelang. 
Tahap pertama penataan pedagang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 
2008. Penataan ini dilakukan dengan memindah sebanyak 93 PKL di belakang 
kampus UNS. Pada penataan tahap pertama ini pasar Panggungrejo belum 
sepenuhnya selesai. Karena masih ada pembangunan pasar untuk tahap yang 
kedua. Pada tahap pertama ini seluruh PKL di tempatkan di bangunan kios 
sebelah timur, tepat dengan jalur masuk ke pasar Panggungrejo. Sedangkan pada 
tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2009. Penataan dan 
pemindahan pedagang tersebut sekaligus peresmian pasar Panggungrejo oleh 
walikota Surakarta Ir. Joko Widodo. Penataan tersebut memindah sebanyak 106 
PKL di belakang kampus UNS. 
 
b) Tahapan Penataan PKL Belakang Kampus UNS 
Dalam merealisasikan kebijakan penataan PKL di belakang kampus ini 
pemerintah kota Surakarta membaginya menjadi tiga tahapan. Pertama adalah 
tahapan pra-penataan, kemudian untuk tahap kedua adalah tahapan pembangunan 
sarana dan prasarana dan yang ketiga adalah tahapan penataan atau relokasi.  
1) Tahapan pra-penataan 
Dalam tahapan ini kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota 
Surakarta yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan seperti mensosialisasikan 
Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan Walikota tentang PKL, 
mensosialisasikan program penataan PKL yang dilaksanakan, dan pendataan PKL 
yang akan dilakukan penataan. Sosialisasi kepada pedagang dilakukan dengan 
cara mengumpulkan pedagang di balaikota yang diprakarsai oleh Dinas 
Pengelolaan Pasar Surakarta. Selain mengumpulkan pedagang, pihak pemerintah 
kota juga melakukan sosialisasi langsung ke lapangan, yaitu dengan mendatangi 
pedagang secara door to door.  
2) Tahapan pembangunan sarana dan prasarana 
Pada tahap ini pemerintah kota Surakarta membangun pasar 
Panggungrejo yang berlokasi tepat dibelakang kantor Kecamatan Jebres. 
Pembangunan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun yaitu pada bulan Mei 
2007 hingga Mei 2009.  
3) Tahapan penataan 
Pada tahap penataan ini dilakukan secara dua tahap. Tahap pertama 
dilakukan pada tanggal 23 Januari 2009 sedangkan pada tahap kedua dilaksanakan 
pada tangga 29 desember 2009. Sebelum dilakukan penataan ini, pemerintah kota 
Surakarta melakukan pengundian kios untuk pedagang. pada tahap pertama, 
pengundian kios dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2009. Pengundian kios 
tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 17 November 2009. 
 
c) Struktur Kepengurusan Pengelola Pasar Panggungrejo 
Pasar Panggungrejo dipimpin oleh Kepala pasar yang bertanggung jawab 
sebagai pengelola dan penanggung jawab pasar. Untuk mempermudah kinerja dan 
tugas dalam pengelolaan pasar, kepala pasar dibantu oleh 5 staf yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, antara lain 1 staf yang bertugas 
mengelola administrasi, 2 staf yang bertugas sebagai penarik retribusi pasar 
sekaligus kebersihan, dan 2 staf yang memiliki tugas sebagai keamanan pasar 
Panggungrejo. Mereka mulai aktivitasnya dari jam 08.00 pagi hingga jam 14.00 
siang.  
 










d) Fasilitas Sarana Dan Prasarana Pasar Panggungrejo 
Fasilitas yang ada di pasar Panggungrejo layaknya pasar pada umumnya. 
Pasar yang dibangun diatas lahan pemerintah kota Surakarta seluas 1.764 m2 yang 
berada tepat di belakang kantor kecamatan Jebres. Pasar Panggungrejo ini terdiri 
dari 201 buah kios yang semuanya berukuran 2 x 3 meter. Pembangunan kios ini 
dilakukan secara bertahap. Tahap pertama membangun kios sebanyak 93 kios dan 
pada tahap kedua membangun sebanyak 108 kios. Setiap kios yang ada di pasar 
ini telah dilengkapi pula dengan fasilitas listrik. Fasilitas lain yang ada di pasar 
Panggungrejo adalah sebuah mushola dengan ukuran 5 x 6 meter. Mushola ini 
dibangun pada tahap pertama. Selanjutnya adalah adanya fasilitas lavatori yaitu 
kamar mandi dan toilet umum yang jumlahnya 1 unit dengan 6 ruang kamar 
Kepala pasar 
Bp. Sigit Pramono 
Bag. Kebersihan dan 
retribusi 
Bp. Lanjar & Sri widodo 
Bag. Administrasi 
Bp. Agus Budi W 
Bag. Keamanan 
Bp. Khairul & Anun P 
mandi dan toilet. Fasilitas ini juga dibangun pada tahap pertama pembangunan 
pasar ini. Pasar Panggungrejo juga difasilitasi dengan ruang parkir yang luas. Hal 
ini dikarenakan luas lahan yang digunakan untuk membangun pasar ini juga luas. 
Sehingga banyak terdapat ruang kosong yang kemudian menjadi lahan parkir. 
Adanya taman di depan mushola juga menjadi daya tarik tersendiri di pasar ini.  
 
e) Status Kepemilikan Kios 
Penataan pedagang sektor informal atau pedagang kaki lima (PKL) ke 
pasar Panggungrejo ini membuat pedagang mempunyai kejelasan akan usahanya 
sehingga pemerintah kota Surakarta menjamin keberadaan pedagang tersebut. 
Status pedagang yang sudah dilakukan penataan tersebut bukan lagi PKL yang 
secara hukum adalah illegal, namun telah berubah menjadi pedagang pasar yang 
tercatat, sesuai hukum dan peraturan yang berlaku sehingga berstatus legal.  
Legalitas pedagang yang telah ditata dan pindah ke pasar Panggungrejo 
ditandai dengan dimilikinya Surat Hak Penempatan (SHP) yang diberikan 
pemerintah melalui Dinas Pengelola Pasar Surakarta. SHP ini diberikan setelah 
pedagang pindah ke Pasar Panggungrejo.  
Cara untuk mendapatkan SHP ini cukup mudah. Pertama pedagang harus 
hadir ketika berlangsung pengundian kios di balaikota Surakarta. Pengundian kios 
ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu pengundian kios pada 
tanggal 8 Januari 2009 selanjutnya pengundian kios pada tahap kedua berlangsung 
pada tanggal 17 November 2009. Pengundian kios tersebut dilakukan dengan cara 
pedagang mengambil undian satu-persatu. Setelah mendapatkan undian yang 
berisikan nomor kios dan bloknya kemudian pedagang mendapatkan Surat 
Keterangan Penempatan Kios dan kunci kiosnya. SHP ini didapatkan dengan cara 
menukarkan Surat Keterangan Penempatan Kios yang dilampiri dengan fotocopi 
KTP dan KK, foto pedagang, dan materai sebesar Rp.6.000. Penukaran ini 
dikoordinasi oleh pengelola pasar Panggungrejo yang dikepalai oleh Bapak Sigit 
Pramono. Sehingga status kepemilikan kios di pasar Panggungrejo ini pedagang 
hanya menempati kios bukan memilikinya.  
Selain sebagai legalitas pedagang dalam melakukan usahanya, SHP ini 
dapat juga digunakan sebagai jaminan pedagang yang membutuhkan modal. 
Pedagang dapat meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya dengan 
jaminan SHP tersebut.   
 
f) Jumlah Pedagang Pasar Panggungrejo 
Di dalam pasar Panggungrejo terdapat berbagai jenis usaha yang dikelola 
pedagang. Jumlah pedagang pasar ini sendiri sekarang hanya sebanyak 56 
pedagang. Jumlah ini sangat jauh dari total kios yang disediakan oleh pemerintah 
kota Surakarta yang mencapai 201 kios. Keadaan ini dikarenakan banyak 
pedagang yang tidak membuka kiosnya padahal sudah mendapatkan jatah kios. 
Para pedagang tersebut melihat letak pasar Panggungrejo yang kurang strategis, 
adapula yang menunggu pedagang lain buka dan menunggu perkembangan pasar. 
Dari 56 pedagang yang ada di pasar Panggungrejo, usaha kuliner yaitu makanan 
dan minuman, merupakan usaha yang paling banyak dikelola di pasar 
Panggungrejo. Tercatat ada 16 pedagang yang menggeluti usaha kuliner ini. 
Sedangkan untuk usaha jasa fotokopi menempati urutan kedua, jumlah pedagang 
dengan 10 usaha fotokopi yang ada di pasar Panggungrejo. Usaha konter seluler 
(HP) di pasar ini ada sebanyak 8 pedagang yang mengelola usaha ini. Selanjutnya, 
di pasar ini terdapat pedagang dan perakitan komputer yang berjumlah mencapai 6 
pedagang. Jumlah ini sama dengan jumlah pedagang kelontong. Kemudian untuk 
pedagang toko pakaian yang ada di pasar Panggungrejo sebanyak 4 pedagang. 
untuk penjual jasa rental CD ada 3 pedagang , dan jenis dagangan yang ada di 
pasar Panggungrejo lainnya yaitu jasa permak jeans berjumlah 2 pedagang dan 
rental playstation (PS) berjumlah 1 pedagang.     
    
g) Retribusi Pedagang Pasar Panggungrejo 
Pedagang di pasar Panggungrejo dalam melakukan aktivitas ekonominya 
setiap hari dikenai retribusi dari Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta. Setiap 
harinya setiap pedagang harus mengeluarkan uang sebesar Rp.1.100 untuk 
membayar retribusi pasar. Retribusi itu ditarik oleh pengelola pasar pada siang 
hari. Petugas yang menarik retribusi pada pedagang ada dua orang yaitu Pak 
Lanjar dan Pak Sri Widodo. Retribusi yang dikenakan kepada pedagang 
digunakan sebagai Pendapatan Asli Daerah Surakarta. Selain retribusi, pedagang 
juga akan dikenakan pembayaran penggunaan listrik, namun belum dapat 
terealisasi dan masih menjadi polemik pedagang pasar Panggungrejo. Rencananya 
dalam pembayaran penggunaan listrik setiap pedagang di bebani biaya listrik 
sama rata yaitu sebesar Rp.86.000. hal inilah yang tidak disetujui oleh pedagang, 
karena banyak pedagang yang tidak terlalu besar dalam pengganaan listrik. 
Tercatat hanya fotokopi, rental playstation (PS) dan konter seluler yang 
menggunakan listrik yang banyak. Itu saja jumlahnya hanya beberapa di pasar 
Panggungrejo. 
 
h) Paguyuban Pedagang Pasar Panggungrejo 
Adanya penataan pedagang kaki lima dari belakang kampus UNS ke 
pasar Panggungrejo membuat pedagang tidak terwadahi dalam organisasi 
pedagang. Karena ketika mereka masih berada di belakang kampus, mereka 
mempunyai organisasi yang mewadahi dan menampung aspirasi pedagang. 
Organisasi tersebut adalah Paguyuban Pedagang Sekitar Kampus (PPSK) yang 
diketuai oleh Bapak Sukir Atmowiyoto. Setelah kepindahan mereka ke pasar 
Panggungrejo, kemudian para pedagang membentuk organisasi yang diberi nama 
Paguyuban Pedagang Pasar Panggungrejo (PPPPR).  
Paguyuban ini lahir pada tanggal 12 Januari 2010. Dengan ketua 
paguyuban Bapak Cokro Sudarmo dan sekretaris Dwi Nugroho. Saat ini anggota 
paguyuban ini telah mencapai 40 pedagang. Karena paguyuban ini terhitung baru, 
sehingga  belum banyak kegiatan yang dilakukan. Namun paguyuban ini dapat 
dikatakan sebagai penyambung ”lidah” dari pengelola pasar ke pedagang. 
kegiatan yang telah dilakukan paguyuban ini adalah mengadakan pentas seni 
“senin ceria” yang berkerjasama dengan pengelola pasar. Tujuan dari pengadaan 
pentas seni ini adalah untuk mempromosikan kepada masyarakat keberadaan 
pasar Panggungrejo ini. Rencananya kegiatan ini berlangsung setiap hari senin 
selama tiga bulan yaitu dari bulan Maret hingga Mei. Namun dalam 
pelaksanaannya hanya berlangsung pada bulan Maret saja. Hal ini dikarenakan 
terjadi kekurangan dana dalam kegiatan tersebut. 
 
B. Deskripsi Hasil Penelitian 
Deskripsi hasil dan analisis penelitian dimaksudkan untuk menyajikan 
data yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji. Pada 
penelitian ini permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai penataan pedagang 
sektor informal di belakang kampus UNS, yang mencakup tanggapan para 
pedagang mengenai penataan pedagang sektor informal di belakang kampus. 
Kemudian dampak penataan yang dirasakan pedagang dilihat secara sosial dan 
ekonomi. Terakhir adalah tanggapan konsumen mengenai penataan pedagang 
sektor informal di belakang kampus UNS ini. Adapun nama dari subyek 
penelitian di bawah ini merupakan inisial dari nama sebenarnya.  
 
1. Tanggapan Pedagang dan Pengelola Pasar Mengenai Alasan Pemerintah 
melakukan Penataan Pedagang Sektor Informal Di Belakang Kampus 
Pesatnya perkembangan pedagang sektor informal dalam hal ini 
pedagang kaki lima (PKL) di Surakarta mendorong dan menggerakkan 
pemerintah untuk mengatasinya. PKL dalam pandangan pemerintah merupakan 
suatu hal yang wajar walaupun sering menimbulkan masalah, misalnya keindahan 
kota, kebersihan lingkungan kota dan illegalnya lahan yang ditempati. Dari 
permasalahan yang diakibatkan oleh PKL tersebut sehingga pemerintah 
mengeluarkan suatu program yaitu pembinaan, penataan, dan penertiban PKL. 
Program tersebut merupakan implementasi dari kebijakan penataan dan 
pembinaan PKL di Surakarta.  
Pada dasarnya kebijakan mengenai penataan dan pembinaan PKL 
merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan karena 
adanya PKL. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Madya 
Daerah Tingkat II Surakarta  Nomor 8 Tahun 1995 tentang penataan dan 
pembinaan PKL di kota Surakarta. Perda No.8 Tahun 1995 tersebut mempunyai 
tujuan yang diharapkan menguntungkan pedagang dan pemerintah kota Surakarta, 
meliputi (1) Peningkatan kesejahteraan PKL; (2) Mewujudkan kota Surakarta 
yang rapi dan teratur serta tidak mengganggu lingkungan; (3) Meningkatkan 
retribusi daerah; (4) terwujudnya kemitraan antara PKL dengan aparat pemerintah 
kota Surakarta.  
Penataan dan pembinaan PKL di Surakarta telah dilaksanakan sejak 
tahun 1995. Pada saat itu dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Pasar kota 
Surakartayang bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kota 
Surakarta. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah PKL di Surakarta, maka 
dibentuklah Kantor Pengelola Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta (KP PKL) 
pada tahun 2001. Sejak saat itu untuk mengimplementasikan kebijakan penataan 
dan pembinaan PKL di Surakarta dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Pedagang 
Kaki Lima  (KP PKL) termasuk kebijakan penataan PKL di belakang kampus 
UNS.  
 Berkembangnya PKL di belakang kampus UNS berawal sejak tahun 
1990-an. Keberadaan para PKL awalnya hanya sedikit dan hanya  berjualan 
makanan dimalam hari. Seiring dengan meningkatnya jumlah PKL dari tahun ke 
tahun dengan jenis usaha yang bervariasi sehingga menimbulkan 
ketidakseimbangan lingkungan. Secara langsung keberadaan PKL tersebut 
berpengaruh positif bagi mahasiswa dan masyarakat di sekitar kampus. Karena 
PKL menyediakan segala kebutuhan mahasiswa dan masyarakat dengan harga 
yang terjangkau. Tapi secara tidak langsung kondisi ini juga menimbulkan 
pengaruh negatif bagi lingkungan sekitar kampus karena lingkungan menjadi 
kumuh dan tidak tertib serta mengganggu kenyamanan lingkungan. Misalnya 
adalah pengalihan fungsi trotoar atau pedestrian untuk berjualan para PKL 
sehingga merenggut kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu pemerintah 
kota Surakarta ingin meminimalkan dan mengurangi pengaruh negatif yang 
ditimbulkan sekaligus memaksimalkan pengaruh positif dari PKL. Sehingga 
pemerintah kota mempunyai program penataan PKL di belakang kampus UNS 
yang berada di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara.  
Ada berbagai alasan dari pemerintah kota Surakarta melakukan penataan 
pedagang sektor informal dalam hal ini PKL. Salah satunya adalah 
diberlakukannya peraturan daerah mengenai PKL dan larangan berjualan ditempat 
umum. Selain itu, alasan akan adanya pelebaran jalan di sepanjang jalan Ki Hajar 
Dewantara, seperti yang diungkapkan oleh kepala pasar Panggungrejo Bapak SG 
“Ada beberapa alasan pemerintah melakukan penataan yaitu adanya Perda 
mengenai pelarangan berjualan di tempat umum, selain itu akan adanya 
pelebaran jalan di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara sehingga nantinya 
jalan Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi dua ruas”. (SG, Laki-laki 38 
tahun W/12/04/2010) 
 
Pernyataan Bapak SG ini diperkuat oleh AR salah satu pedagang di pasar 
Panggungrejo yang menyatakan bahwa 
“Katanya akan ada pelebaran jalan, maka kami harus pindah kesini (pasar 
Panggungrejo)”. (AR, Laki-laki 27 tahun W/12/06/2010). 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh IY, RY, dan DT yang semuanya 
menyatakan akan adanya pelebaran jalan di jalan Ki Hajar Dewantara. Pelebaran 
yang akan dilaksanakan pemerintah ini adalah tindak lanjut dari pembangunan 
jalan tembus ke ring road Mojosongo yang telah dibangun sebelumnya. Sehingga 
nantinya kawasan belakang kampus akan menjadi suatu kawasan atau jalur 
perdagangan di kota Surakarta. Dengan demikian akan menciptakan kesejahteraan 
untuk masyarakat disekitarnya. Seperti yang diungkapkan kepala Pasar 
Panggungrejo yang menyatakan  
“Dengan adanya penataan pedagang dan pelebaran jalan tersebut sehingga 
nantinya disini akan tercipta zone ekonomi kemasyarakatan di daerah Jebres 
mas.” (SG, Laki-laki 38 tahun W/12/04/2010) 
 
Namun jawaban yang cukup berbeda dinyatakan oleh ketua Paguyuban 
Pedagang Sekitar Kampus (PPSK) yaitu Pak SA. Alasan penataan PKL di 
belakang kampus karena ada pembangunan Solo Tecno Park (STP) yang 
merupakan salah satu pusat pembelajaran teknologi di Surakarta. STP ini 
dibangun di samping kantor pertanahan kota Surakarta yang dulunya banyak PKL 
yang berjualan disana. Seperti yang diungkapkan  Pak SA sebagai berikut : 
“Alesane iki goro-goro dibangune Solo Techno Park (STP) kuwi, STP kuwi 
lak sekolahan sik siswane soko ngendi-ngendi dadine yen jik enek PKL ning 
sekitar kono lak gawe solo di cap raiso noto kutho tow mas. Enek meneh 
mas alesan liyane iku rektormu sek ngakon PKL di toto” (alasannya ya 
gara-gara dibangunnya Solo Tecno Park itu, STP itu sekolahan yang 
siswanya berasal dari berbagai daerah sehingga kalau masih ada PKL 
disekitar STP membuat Solo dipandang tidak mampu menata kota. Ada lagi 
mas alasan lainnya yaitu Rektor kampus UNS yang memerintahkan untuk 
menata PKL di sekitar kampus (SA, Laki-laki 70 tahun W/12/06/2010)   
 
Alasan pemerintah kota Surakarta mengenai penataan PKL ada campur 
tangan dari dalam kampus ini dibenarkan oleh Bapak SG yang mengungkapkan 
seperti berikut: 
“Dulu ada surat yang masuk ke meja pak walikota, dan ternyata dari rektor 
UNS yang menyatakan permohonan untuk dilakukan penataan pedagang 
dibelakang kampus UNS karena membuat image kampus menjadi buruk” 
(SG, Laki-laki 38 tahun W/12/04/2010).  
 
Adanya surat yang dikirim oleh petinggi kampus UNS ini dikarenakan 
slogan UNS yang menyatakan “menuju World Class University” sehingga ingin 
mencitrakan kampus yang nyaman, indah dan jauh dari kesan kumuh. Dengan 
alasan tersebut sehingga rektor melayangkan surat kepada Bapak Walikota. 
 
2. Tanggapan Para Pedagang Mengenai Penataan Pedagang Sektor 
Informal Di Belakang Kampus 
Ada berbagai tanggapan mengenai penataan pedagang sektor informal 
(PKL) di belakang kampus UNS ini. Sebagian pedagang yang diwawancarai 
peneliti menanggapi dan menyambut baik dari penataan pedagang ini. Namun 
sebagian lagi menanggapi penataan ini dengan kurang baik. Keberagaman 
tanggapan yang diungkapkan pedagang menjadikan peneliti mengklasifikasikan 
tanggapan sebagai berikut: 
 
a. Kondisi Pasar Yang Nyaman 
Kepindahan pedagang ke pasar Panggungrejo memberikan suasana dan 
kondisi lingkungan yang baru bagi pedagang. Kondisi pasar yang baru dan bersih 
diapresiasi dengan baik oleh pedagang. Banyak pedagang merasa nyaman setelah 
menempati kiosnya di pasar Panggungrejo ini. Hal ini seperti yang diungkapkan 
AR sebagai berikut: 
“Kalau aku enakan disini mas, tempatnya nyaman, bersih dan aman. 
Suasananya juga enak karena sekarang kita dikumpulkan dalam satu 
bangunan sehingga lebih enak aja.” (AR, Laki-laki 27 tahun W/12/06/2010).  
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak RY 
“Disini lebih nyaman, tempatnya bersih, ada MCK sama Mushollanya. 
Kalau dulu pas disana (dibelakang kampus) mau kencing  aja jaraknya 
cukup jauh”. (RY, Laki-laki 42 tahun W/3/07/2010). 
 
Kenyamanan yang dirasakan bapak RY ini karena ditunjang oleh 
fasilitas-fasilitas yang ada di pasar Panggungrejo ini. Selain kenyamanan yang 
dirasakan oleh pedagang, dengan adanya penataan ini pedagang juga merasa aman 
menaruh barang dagangannya di pasar ini. Karena kios yang dibuat seragam 
dengan pintu roolling door sehingga aman. Selain itu ada petugas keamanan yang 
menjaga pasar Panggungrejo ini hingga malam hari. Hal ini diungkapkan oleh 
Bapak RY yang merupakan salah satu pedagang pasar Panggungrejo yang 
menjalankan usaha fotokopi  
“Kondisi lingkungan pasar disini lebih aman daripada disana (belakang 
kampus). Dulu ketika disana saya merasa was-was kalau mesin fotokopi 
saya dicuri orang. Tapi setelah pindah kesini saya lebih santai” (RY, Laki-
laki 42 tahun W/3/07/2010). 
      
Kondisi lingkungan pasar yang nyaman bagi pedagang juga dikarenakan 
di pasar ini pedagang mendapatkan kios yang permanen. Ukuran kios yang 
dibangun untuk pedagang masing-masing berukuran 2 x 3 meter. Sebagian 
pedagang yang diwawancarai peneliti mengaku puas dengan kondisi kiosnya 
seperti penuturan AR sebagai berikut: 
“Kiosnya cukup nyaman mas, karena usaha saya rental CD jadi dengan kios 
yang seperti ini sudah nyaman dan enak” (AR, Laki-laki 27 tahun 
W/12/06/2010).  
 
Hal senada juga diungkapkan IY pedagang yang menjalankan usaha 
permak jeans, berikut penuturannya: 
 “Kios ini sudah cukup bagi saya dalam menjalankan usaha walaupun 
kiosnya lebih kecil daripada kiosku saat di belakang kampus sana” (IY, 
Laki-laki 28 tahun W/2/06/2010)  
  
Dengan dibuatnya kios pedagang secara permanen sehingga pedagang 
tidak lagi memasang bangunan semi permanen seperti yang diungkapkan DT 
sebagai berikut: 
Kios saya dulu itu semi permanen jadi kalau buka ya harus pasang-pasang 
tenda mas..tapi sekarang sudah tidak lagi tapi sayang ukurannya hanya 2 x 3 
meter (DT, Laki-laki 50 tahun W/3/07/2010) 
 
Pedagang menanggapi ukuran kios yang 2 x 3 meter ini berbeda-beda. 
Hal ini dikarenakan perbedaan jenis dagangan yang mereka jalankan. Bagi 
pedagang kuliner yang memerlukan kios yang lebih besar untuk melakukan 
usahanya kios yang hanya berukuran 2 x 3 meter ini sangat kurang. Mereka dalam 
berdagang kurang leluasa, karena kalau menjalankan usaha kuliner membutuhkan 
tempat yang lebih besar. Karena usaha ini harus ada dapurnya sendiri, tempat 
makan bagi pelanggannya, dan almari untuk menaruh barang dagangannya. 
Seperti penuturan Pak SA pedagang makanan di pasar Panggungrejo sebagai 
berikut: 
“Yo jelas kurang lah mas, kiose gur sakmene piye mlakune mas...asline kiy 
wis enak-enak ning kono eh dipindah neng kene dadi abot mas” (ya jelas 
kuranglah mas, kiosnya cuma segini gimana bisa jalan usaha saya, 
sebenarnya itu sudah enak-enak dagang disana (belakang kampus UNS) eh 
dipindah kesini (pasar Panggungrejo) jadi berat mas) (SA, Laki-laki 70 
tahun W/12/06/2010) 
 
Penuturan Pak SA ini menunjukkan kekecewaannya dengan keadaan kios 
yang diberikan oleh pemerintah kota kepadanya. Kios yang hanya berukuran 2 x 3 
meter ini tidak cukup untuk menjalankan usaha kulinernya. Dia merasa berat 
dengan keadaan kios yang seperti itu namun beliau juga tidak bisa apa-apa karena 
penataan ini adalah program pemerintah yang harus mereka patuhi.  
 
b. Sikap Pedagang terhadap Penataan yang Dilakukan Pemerintah 
Kota Surakarta 
Penataan pedagang sektor informal (PKL) di belakang kampus ini di 
dasari karena adanya penggunaan lahan trotoar yang digunakan untuk tempat 
berjualan pedagang. Lahan trotoar yang sebenarnya diperuntukkan untuk para 
pejalan kaki ini telah diubah oleh pedagang sehingga pejalan kaki tidak 
mempunyai akses yang nyaman saat berjalan di belakang kampus. Untuk 
mengembalikan kembali fungsi trotoar yang telah dirampas oleh pedagang 
sehingga pemerintah kota Surakarta melakukan penataan.  
Sikap pedagang yang diwawancarai peneliti yaitu mereka menyadari 
bahwa lahan yang mereka tempati untuk berdagang adalah lahan yang illegal dan 
bukan miliknya. Pedagang telah menyadari bahwa penggunaan trotoar dan badan 
jalan merupakan menyalahi peraturan yang berlaku. Namun karena faktor 
ekonomi sehingga pedagang tetap menjalankan usaha dagangnya disana. Seperti 
yang diungkapkan oleh Bapak RY seorang pengusaha jasa fotokopi sebagai 
berikut 
 
“Kami menyadari mas kalau lahan yang kami tempati itu bukan milik kami. 
Tapi itu adalah trotoar jadi ya pindah kesini karena kesadaran dari diri saya” 
(RY, Laki-laki 42 tahun W/3/07/2010). 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh DT yang mengungkapkan bahwa : 
“Saya menyadari kalau lahan di belakang kampus itu bukan hak saya tapi 
karena desakan ekonomi dan kami butuh makan ya mau tidak mau saya 
dulu berjualan disana”. (DT, Laki-laki 58 tahun W/3/07/2010) 
 
Pada dasarnya pedagang telah mengetahui bahwa lokasi di belakang 
kampus yang mereka gunakan untuk berdagang adalah melanggar ketentuan 
hukum. Mereka menyadari kalau lahan tersebut bukan milik dan haknya dan 
mengganggu lingkungan yang ada di sekitar belakang kampus UNS. Kesadaran 
pedagang tersebut yang membuat penataan pedagang sektor informal di belakang 
kampus UNS ini tidak terlalu menemui banyak kendala. Karena pedagang telah 
disosialisasikan bahwa penggunaan lahan umum untuk berjualan adalah 
melanggar hukum. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak RY sebagai 
berikut: 
“Dulu pedagang dikumpulkan di Balaikota yang isinya mengenai dasar 
hukum dilakukan penataan pedagang sehingga kami menyadari itu bukan 
milik kami” (RY, Laki-laki 42 tahun W/3/07/2010).  
 
Pernyataan Bapak RY juga diungkapkan oleh AR yang mengatakan 
bahwa: 
“Pedagang dikumpulkan di balaikota mas untuk sosialisasi penataan 
pedagang ini, trus ada survey dari pemerintah kota ke pedagang untuk 
mencatat pedagang dan jenis usahanya mas” (AR, Laki-laki 27 tahun 
W/12/06/2010) 
 
Dengan adanya sikap kesadaran dari pedagang ini membuat proses 
penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta tidak menemui banyak 
kendala. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah kota seperti sosialisasi, 
survey dan pendataan pedagang, pembagian kios dan penempatan kios berjalan 
sesuai dengan jadwal walaupun dalam pembangunan pasar molor dari jadwal 
yang telah ditentukan.   
 
c. Ketersediaan Fasilitas Pasar 
Tanggapan yang selanjutnya mengenai ketersediaan fasilitas-fasilitas 
yang ada di pasar Panggungrejo. Sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan 
dengan kepala pasar Panggungrejo menyebutkan bahwa selain kios, pasar ini juga 
difasilitasi dengan satu unit toilet atau MCK, Mushola, lahan parkir yang cukup 
luas, taman, dan gazebo yang menambah kenyamanan para pembeli ketika masuk 
ke pasar ini. Seperti yang diungkapkan Bapak SG selaku kepala pasar 
Panggungrejo sebagai berikut: 
“Fasilitas yang ada di pasar Panggungrejo ini selain kios pedagang yang 
berjumlah 201 kios adalah satu unit MCK yang berisi 3 buah MCK putra 
dan 3 buah MCK putri. Mushola yang cukup besar dengan panjang sekitar 
6x5 meter. Trus adanya lahan parkir yang cukup luas juga disediakan guna 
menampung kendaraan para pembeli maupun pedagang itu sendiri. Selain 
itu ada yang baru mas, adanya gazebo-gazebo yang berada di dalam pasar 
sebagai tempat duduk para pembeli di pasar Panggungrejo sehingga mereka 
lebih nyaman ketika kesini mas” (SG, Laki-laki 38 tahun W/12/04/2010) 
Adanya fasilitas tersebut memberikan pedagang dan konsumen nyaman 
dan betah saat berada di pasar Panggungrejo ini. Ketika masih menjadi PKL di 
belakang kampus UNS mereka tidak memiliki fasilitas tersebut sehingga mereka 
harus meninggalkan kiosnya dengan jarak yang cukup jauh hanya sekedar untuk 
buang air kecil ataupun menjalankan ibadah Sholat. Dengan tersedianya fasilitas 
MCK dan mushola membuat pedagang tidak perlu berjalan jauh seperti ketika 
mereka masih di belakang kampus UNS. Seperti yang diungkapkan Bapak RY 
bahwa: 
“Disini tempatnya bersih, ada MCK sama Musholanya. Kalau dulu pas 
disana (dibelakang kampus) mau kencing  aja jaraknya cukup jauh”. (RY, 
Laki-laki 42 tahun W/3/07/2010). 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh AR yang merupakan seorang 
pedagang yang usahanya adalah permak jeans sebagai berikut: 
“Kalau aku senang disini salah satunya ya ada MCK dan musholanya, jadi 
sekarang sudah tidak bingung lagi dengan urusan belakang” (AR, Laki-laki 
27 tahun W/12/06/2010).  
Dari uraian yang diungkapkan pedagang diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pedagang merasa cukup senang dengan fasilitas yang disediakan di pasar 
Pangggung Rejo ini. Kondisi pedagang ketika masih berada di belakang kampus 
tidak ada fasilitas tersebut karena tidak memungkinkannya fasilitas itu ada. Hal ini 
dikarenakan PKL menempati trotoar dan sebagian badan jalan di jalan Ki Hajar 
Dewantara. Sehingga dulu untuk pergi ke kamar mandi saja harus berjalan cukup 
jauh.  
Selain masalah kenyaman pedagang diatas, tanggapan yang paling 
dirasakan akibat dari penataan pedagang adalah berubahnya kondisi fisik 
lingkungan pedagang. Kondisi yang dialami pedagang yang dimaksud adalah 
pedagang yang ditata ke pasar Panggungrejo. Sebagaimana diketahui bahwa 
sebelum kepindahan penataan dilakukan, pedagang menempati trotoar di 
sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara dengan lingkungan sosial yang cukup 
berbeda dengan lingkungan sosial yang ada di pasar Panggungrejo. Perbedaan ini 
terlihat dari tata letak kios dan ukuran kiosnya. Ketika masih dibelakang kampus 
pedagang bisa menempati kios dengan ukuran 6 x 3 meter bahkan ada pedagang 
yang menempati kios yang cukup besar dengan ukuran 9 x 3 meter. Namun 
setelah kepindahannya ke pasar Panggungrejo, pedagang mendapatkan kios 
dengan ukuran hanya 2 x 3 meter. Kondisi ini membuat pedagang cukup 
kerepotan menghadapi perubahan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Pak 
SA seorang pedagang nasi goreng ini: 
“Yo jelas kurang lah mas, kiose gur sakmene piye mlakune mas...asline kiy 
wis enak-enak ning kono eh dipindah neng kene dadi abot mas” (ya jelas 
kuranglah mas, kiosnya cuma segini gimana bisa jalan usaha saya, 
sebenarnya itu sudah enak-enak dagang disana (belakang kampus UNS) eh 
dipindah kesini (pasar Panggungrejo) jadi berat mas) (SA, Laki-laki 70 
tahun W/12/06/2010) 
 
Informan lain yaitu Pak DT juga mengatakan hal yang serupa dengan Pak 
SA. Pak DT juga merupakan pedagang makanan di pasar Panggungrejo. Beliau 
mengungkapkan  
“Ukuran kiosnya ini sempit mas buat pedagang makanan seperti saya. Tapi 
mau gimana lagi mas, dapetnya aja udah seperti ini” (DT, Laki-laki 58 
tahun W/3/07/2010) 
Dari kedua uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pedagang yang 
merasa ukuran kios yang disediakan pemerintah di Pasar Panggungrejo kurang 
luas adalah pedagang makanan. Karena pedagang makanan harus mempunyai 
dapur untuk memasak, tempat duduk untuk pembeli yang datang dan tempat 
menaruh makanan dagangannya. Agar bisa bertahan dengan keadaan yang ada 
dan mampu melanjutkan usahanya. Pedagang terpaksa menyewa kios yang 
ditinggalkan oleh pedagang lain di dekatnya. Seperti usaha dari pak DT sebagai 
berikut: 
“Usaha saya ya menyewa kios itu (sambil menunjuk) mas, dulu kios itu toko 
kelontong, trus karena suatu hal dia menawarkan kepada saya untuk 
menyewa kiosnya, ya sudah saya ambil sampai sekarang” (DT, Laki-laki 58 
tahun W/3/07/2010) 
Pedagang lainnya seperti fotokopi, jasa permak jeans dan rental CD tidak 
begitu mempermasalahkan dengan ukuran kios yang telah disediakan oleh 
pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Pengelolaaan Pasar. Kondisi para 
pedagang tersebut memang tidak membutuhkan tempat yang luas, karena 
usahanya bukan barang olahan seperti makanan. Hal ini seperti yang diungkapkan 
IY sebagai berikut: 
“Untuk masalah kios saya tidak begitu mempermasalahkan. Barang yang 
ada di kiosku hanya satu mesin jahit, 1 almari dan tempat setrikaan yang 
bisa dilipat, bagiku cukuplah mas. Kios ini saya juga jadikan sebagai tempat 
tinggal saya mas” (IY, Laki-laki 28 tahun W/2/06/2010) 
  Pedagang lain yang mengungkapkan hal yang sama adalah Pak RY 
seorang pengelola jasa fotokopi sebagai berikut: 
“Kalau ukuran kios saya tidak masalah tapi yang saya jadi masalah saya dan 
mungkin pedagang lain itu kondisi pasar yang sepi mas” (RY, Laki-laki 42 
tahun W/3/07/2010) 
Adanya perbedaan mengenai kenyamanan menempati kios di pasar 
Panggungrejo ini disebabkan oleh perbedaan jenis dagangan yang mereka 
jalankan. Dari ungkapan Pak SA dan Pak DT yang mana jenis dagangannya 
adalah kuliner sehingga membutuhkan tempat yang luas. Sehingga mereka 
menanggapi kios yang disediakan pemerintah kurang luas. Namun untuk 
pedagang IY, AR dan RY merasa sudah nyaman menempati kios yang disediakan 
oleh pemerintah kota Surakarta ini. Mereka yang menjalankan usaha bukan bahan 
olahan seperti kuliner menjadikan kios dengan ukuran 2 x 3 meter ini sudah 
memenuhi kegiatan mereka dalam menjalankan usahanya.  
    
d. Tidak Ada Upaya Untuk Pengembangan Pasar  
Setelah kepindahan pedagang ke pasar Panggungrejo, pendapatan 
pedagang mengalami penurunan yang cukup drastis. Kondisi tersebut ternyata 
kurang direspon oleh pihak pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas Pengelola 
Pasar dan pihak pengelola pasar Panggungrejo. Adanya kondisi ini sangat 
disesalkan pedagang karena merekalah yang menjadi korban dari sepinya pasar 
ini. Seperti yang diungkapkan oleh Pak SA sebagai berikut: 
“Blas ora enek usaha dinggo ngorbitne pasar iki lewat koran opo media 
elekronik liyane mas” (tidak ada sama sekali usaha yang dilakukan untuk 
mengorbitkan/mengembangkan pasar ini lewat koran maupun media 
elektronik lainnya mas), (SA, Laki-laki 70 tahun W/12/06/2010) 
Namun pernyataan pak SA tersebut tidak dibenarkan oleh pak SG selaku 
kepala pasar Panggungrejo yang menyatakan bahwa: 
“Kami tahu kondisi mereka mas, sehingga kami mengupayakan agar pasar 
ini dapat dikenal oleh masyarakat. Salah satu upaya kami itu mengadakan 
“senin ceria” yang berlangsung selama bulan maret kemarin mas. Namun 
karena terkendala dana acara tersebut tidak sepenuhnya terlaksana dari 
rencana semula yang dilaksanakan selam 3 bulan” (SG, Laki-laki 38 tahun 
W/12/04/2010) 
Upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar dengan mengadakan 
“Senin Ceria” tersebut ternyata kurang direspon baik oleh pedagang di pasar 
Panggungrejo. Para pedagang menganggap usaha dan upaya yang dilakukan 
pengelola pasar tersebut kurang efektif dalam mengupayakan meramaikan pasar. 
Seperti yang diungkapkan oleh Pak RY sebagai berikut: 
“Senin ceria itu tidak berdampak apa-apa bagi pedagang mas, sama sekali 
tidak ada peningkatan pembeli yang datang kesini” (RY, Laki-laki 42 tahun 
W/3/07/2010) 
Hal senada juga diutarakan oleh AR dibawah ini: 
“Aku rasa tidak ada dampaknya mas mau ada senin ceria ataupun tidak, toh 
pasar ini masih juga sepi , aku ingin pemerintah melakukan upaya yang 
lebih dari itu mas” (AR, Laki-laki 27 tahun W/12/06/2010) 
Dari uraian Pak RY dan AR diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan 
acara “Senin Ceria” yang dilaksanakan dengan tujuan meramaikan pasar belum 
tepat sasaran. Menurut mereka acara tersebut tidak berdampak apapun dalam 
meramaikan pasar. Kondisi pedagang sebelum dan setelah diadakan acara tersebut 
tidak berbeda. Pedagang masih merasakan pasar masih sepi dari pembeli.  
Pedagang beranggapan mengenai ketidaktepatan sasaran acara “Senin 
Ceria” ini dikarenakan konsep acaranya sendiri yang kurang bisa menarik pembeli 
datang ke pasar. Menurut pedagang bahwa pasar Panggungrejo segmen pasarnya 
adalah mahasiswa sehingga acara “Senin Ceria” yang menampilkan kesenian 
tradisional kurang begitu diminati oleh mahasiswa. Selain itu acara ”Senin Ceria” 
ini dilaksanakan ketika pagi hingga siang hari dimana banyak mahasiswa yang 
masih berkutat dengan kegiatan perkuliahannya. Seperti yang diungkapkan oleh 
Pak SA sebagai berikut: 
“Pasar iki iku pasar mahasiswa, yen kowe golek sop-sopan ning kene ora 
enek, tapi yen meh golek keperluan kuliah ono kabeh nang kene mas” (pasar 
ini kan pasar mahasiswa, kalau kamu mencari sop-sopan disini tidak ada , 
tapi kalau mau mencari keperluan kuliah semua tersedia disini mas), (SA, 
Laki-laki 70 tahun W/12/06/2010) 
 Informan IY juga mempunyai tanggapan yang hampir sama dengan Pak 
SA sebagai berikut: 
“Konsumen kami kebanyakan mahasiswa, jadi mungkin kurang tertarik 
dengan kesenian tradisional yang diselenggarakan di pasar ini mas” (IY, 
Laki-laki 28 tahun W/2/06/2010) 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa acara “Senin Ceria” dimata 
pedagang tidak berdampak apapun bagi keramaian pasar Panggungrejo. Sehingga 
pedagang menyayangkan acara yang seharusnya bisa menarik pembeli datang ke 
pasar ini. Konsep acara “Senin Ceria” dengan konsep menampilkan kesenian 
tradisional kurang diminati oleh pembeli dalam hal ini adalah para mahasiswa. 
Tanggapan pedagang mengenai penataan pedagang sektor infomal secara 
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa alasan utama pemerintah kota Surakarta 
melakukan penataan pedagang adalah rencana akan ada pelebaran jalan di 
sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara. Hal ini merupakan kelanjutan dari proyek 
pembuatan jalur tembus ke ring road Mojosongo yang telah selesai dilaksanakan. 
Selain itu kepindahan PKL juga disebabkan adanya pembangunan Solo Techno 
Park (STP). Ketika itu lahan yang dipakai untuk pembangunan STP telah 
diserobot oleh pedagang untuk berjualan. Jumlah PKL yang tidak sedikit 
membuat pemerintah mencanangkan program penataan ini. Tanggapan pedagang 
mengenai penataan ini cukup bervariasi. Mulai dari tanggapan yang baik dan 
senang dengan penataan pedagang ini, adapula tanggapan pedagang yang 
menimbulkan kekecewaan dari program penataan pedagang ini. Tanggapan yang 
baik antara lain kondisi pasar yang nyaman, kesadaran pedagang mengenai posisi 
mereka menyalahi peraturan yang ada, fasilitas pasar yang lengkap, dan adanya 
kepastian pedagang dalam melakukan usaha. Sedangkan tanggapan pedagang 
yang mengungkapkan kekecewaan mereka adalah tidak adanya upaya untuk 





3. Dampak Sosial Ekonomi Yang Dirasakan Pedagang 
Dampak dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat 
yang mendatangkan akibat baik atau positif dan akibat buruk atau negatif dari 
sebuah fenomena atau peristiwa. Sedangkan dampak sosial ekonomi merupakan 
suatu kegiatan pengkajian mengenai dampak-dampak sosial dan ekonomi negatif 
maupun dampak sosial dan ekonomi positif yang diprediksikan akan terjadi saat 
dan setelah sebuah kebijakan atau peraturan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk 
mengantisipasi kejadian atau peristiwa yang terjadi setelah dilakukan penataan 
sektor informal di belakang kampus.  
Dalam penelitian ini, peneliti membagi dampak yang dirasakan pedagang 
dengan adanya penataan ini menjadi dua. Pertama adalah dampak yang dirasakan 
pedagang dilihat secara sosial, dan yang kedua adalah dampak yang dirasakan 
pedagang dilihat secara ekonomi. Klasifikasi yang dilakukan peneliti agar ada 
batasan yang jelas antara dampak sosial dan dampak ekonomi.  
 
a. Dampak Penataan Pedagang Sektor Informal Dilihat Secara Sosial 
Program penataan pedagang sektor informal di belakang kampun UNS 
membawa perubahan-perubahan yang dialami pedagang. Salah satu perubahan 
yang dialami pedagang adalah perubahan dalam hubungan sosial. Pedagang yang 
dulunya merupakan pedagang yang informal (PKL) telah pindah ke suatu 
kawasan pasar yang tentu saja berpengaruh bagi pedagang dan menimbulkan 
akibat dari perubahan tersebut. Dampak sosial yang dirasakan pedagang di pasar 
Panggungrejo antara lain: 
 
1) Perubahan Hubungan Dengan Pedagang Lain  
Para pedagang di pasar Panggungrejo menjalin hubungan sosial salah 
satunya dengan lingkungan tempat berdagangnya. Ketika masih menempati 
trotoar di belakang kampus, hubungan antar pedagang dapat dikatakan kurang 
dekat. Namun setelah pindah ke pasar Panggungrejo hubungan pedagang menjadi 
dekat karena lokasi kios yang saling berdekatan. Hal ini seperti yang diungkapkan 
AR sebagai berikut: 
“Setelah pindah kesini (pasar Panggungrejo) saya jadi bisa ngobrol dengan 
pedagang lain mas, kios kami yang berdekatan sehingga kalau ada waktu 
luang saya sering ke kios di dekat saya hanya untuk ngobrol” (AR, Laki-laki 
27 tahun W/12/06/2010) 
Hal senada juga diungkapkan oleh Pak RY seorang pengelola jasa 
fotokopi sebagai berikut: 
“Saya nyaman disini mas, masalahnya pasarnya enak, hubungan dengan 
pedagang lain juga cukup dekat kalau di belakang kampus kami seperti 
tidak kenal dengan pedagang lain” (RY, Laki-laki 42 tahun W/3/07/2010) 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya penataan ini 
membuat pedagang menempati suatu kompleks kios yang jaraknya berdekatan. 
Kios yang saling berdekatan ini membuat pedagang sering melakukan interaksi 
dengan pedagang lain. Ditambah lagi dengan kondisi pasar yang masih sepi 
membuat pedagang banyak yang mempunyai waktu luang. Sehingga waktu luang 
tersebut dimanfaatkan pedagang untuk saling berinteraksi seperti ngobrol dan 
bertukar pikiran. 
2) Perubahan Dalam Hubungan Keluarga 
Program penataan pedagang yang dilakukan oleh pemerintah kota 
Surakarta membawa perubahan pedagang dalam hubungannya dengan keluarga.  
Perubahan dalam hubungan keluarga yang dialami pedagang ditandai dengan 
konflik yang terjadi antara anggota keluarga, terutama konflik dengan istri. 
Konflik keluarga yang dialami oleh pedagang biasanya karena kurang komunikasi 
diantara mereka. Dengan komunikasi yang kurang tersebut maka timbul 
kesalahpahaman yang kemudian menjadikan pertengkaran diantara mereka. 
Seperti yang diungkapkan oleh Pak RY seorang kepala keluarga dengan satu anak 
ini: 
“Kalau konflik sich wajar mas. Kadang untuk menyatukan dua pemikiran 
itu yang sulit. Tapi selama ini masih baik-baik saja kok masalahnya istriku 
tahu keadaanku setelah dipindah kesini” (RY, Laki-laki 42 tahun 
W/3/07/2010) 
Informan lainnya yaitu Pak DT juga mengungkapka sebagai berikut: 
“Aku dagang makanan sama istriku mas jadi kita sama-sama tahu keadaan 
yang sama-sama kita alami. Kalau ada pertengkaran itu mungkin hanya 
disebabkan oleh masalah kecil, biasa dalam hidup berumah tangga” (DT, 
Laki-laki 58 tahun W/3/07/2010) 
Kepindahan pedagang ke pasar Panggungrejo ini membuat perubahan 
hubungan keluarga. Faktor yang paling mempengaruhi hubungan pedagang 
dengan keluarga adalah faktor ekonomi yang ditandai dengan perubahan 
penghasilan yang didapatkan pedagang. Perubahan penghasilan yang dialami 
pedagang turun cukup drastis. Penghasilan yang turun ini akibat dari kondisi pasar 
yang masih sepi. Sehingga pedagang dalam mencukupi kebutuhan keluarga 
mengalami kesulitan. Hal ini seprti yang diungkapkan oleh Pak SA 
“Bojoku ora ngerti keadaanku koyo ngene mas, ngertine yo yen mulih aku 
gowo dwit tok, padahal aku abot golek dwit ning kene. Dadine aku kerah 
terus karo bojoku. Saiki bayangno mas, keluargaku jumlahe pithu, yen wong 
siji wae butuh paling ora sepuluh ewu di pingne pithu wis piro mas. 
Padahal ning kene hasilku ora entuk sakmono. Yen koyo ngene terus ora 
arep kerah piye” (istriku tidak tahu keadaanku seperti ini mas, tahunya 
kalau pulang aku bawa uang. Padahal aku berat mencari uang disini. 
Sehingga aku bertengkar terus dengan istriku. Sekarang bayangkan saja 
mas, keluarga saya jumlahnya ada tujuh. Kalau satu orangnya sehari 
membutuhkan uang sepuluh ribu dikalikan tujuh sudah berapa mas. Padahal 
disini penghasilanku tidak sampai segitu. Kalau begini terus tidak akan 
bertengkar gimana), (SA, Laki-laki 70 tahun W/12/06/2010) 
Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Pak RY sebagai 
berikut: 
“Saya belum tahu kalau keadaan pasar yang masih sepi ini terus 
berlangsung. Bisa saja akan mempengaruhi hubungan dengan istri saya. 
Orang hidup itu kan butuh makan mas” (RY, Laki-laki 42 tahun 
W/3/07/2010) 
Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh informan DT, SA dan RY 
dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga hubungan dengan suami timbul 
pertengkaran merupakan suatu hal yang wajar. Pertengkaran dengan suami dapat 
ditimbulkan oleh beberapa sebab diantaranya perbedaan pendapat antara suami 
dan istri, serta kondisi perekonomian,sehingga saat orang terjepit masalah 
kebutuhan karena ekonomi orang tersebut akan mudah marah. 
Dari uraian mengenai dampak sosial yang dirasakan pedagang akibat dari 
program penataan pedagang ini dapat disimpulkan bahwa pedagang mengalami 
perubahan dalam hubungan atau interaksi sosial dengan pedagang lain. Perubahan 
tersebut menjadikan hubungan antar pedagang menjadi lebih dekat dan akrab. hal 
ini karena pedagang menempati sebuah komplek bangunan pasar yang jarak antar 
kios satu dan kios lainnya saling berdekatan. Selain itu kondisi pasar yang masih 
sepi membuat pedagang mempunyai banyak waktu senggang ketika berjualan di 
pasar Panggungrejo. waktu senggang tersebut dimanfaatkan pedagang untuk 
saling berinteraksi satu sama lain dengan cara ngobrol dan bertukar pikiran. 
Kesamaan keadaan yang dialami pedagang juga menjadi salah satu faktor mereka 
menjadi akrab.  
Dampak sosial pedagang yang lain akibat dari penataan adalah adanya 
perubahan hubungan dengan keluarga. Perubahan hubungan ini salah satu 
pemicunya adalah faktor ekonomi yaitu menurunannya penghasilan yang 
didapatkan pedagang. Setelah kepindahan pedagang ke pasar Panggungrejo, 
mereka sering terlibat konflik dengan anggota keluarga lain seperti pertengkaran 
dengan istri. Kondisi ini yang dirasakan oleh Pak SA dan Pak RY dalam uraian 
diatas.  
 
b. Dampak Penataan Pedagang Sektor Informal Dilihat Secara Ekonomi 
Dalam memahami dampak penataan yang dilihat secara ekonomi ini 
peneliti mengklasifikasikan dampak menjadi dua, yaitu dampak ekonomi yang 
positif dan dampak ekonomi yang negatif. Selain itu juga akan dikaji mengenai 
strategi adaptasi pedagang yang ditimbulkan dari dampak ekonomi yang 
dirasakan pedagang beserta upaya untuk meningkatkan pengadilan pedagang. 
 
1) Dampak Positif Penataan Pedagang Sektor Informal Dilihat Secara 
Ekonomi 
Dampak positif merupakan kondisi atau keadaan yang membuat 
pedagang menjadi lebih baik daripada sebelum dilakukan penataan pedagang 
sektor informal di belakang kampus ini. Kondisi yang lebih baik secara otomatis 
akan membawa keuntungan bagi pedagang dalam menjalankan usahanya. 
Dampak positif yang dirasakan pedagang akibat adanya penataan pedagang antara 
lain: 
a. Kepastian Pedagang Dalam Melakukan Usaha 
Penataan pedagang sektor informal di belakang kampus ini memberikan 
kepastian kepada pedagang dalam menjalankan usahanya. Pedagang yang telah 
ikut program penataan bukan lagi sebagai pedagang sektor informal yang illegal 
dan melanggar hukum tetapi telah menjadi pedagang pasar yang telah tercatat oleh 
pemerintah secara resmi. Pedagang yang telah tercatat oleh pemerintah ditandai 
dengan diberikannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu dengan adanya penataan 
pedagang ke pasar Panggungrejo ini pedagang memiliki Surat Hak Penempatan 
(SHP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta sebagai bukti 
pedagang bahwa mereka menempati kios di pasar Panggungrejo ini. Hal ini sesuai 
dengan penuturan kepala pasar Panggungrejo yaitu Bapak SG sebagai berikut: 
“Dengan pedagang dipindah kesini (pasar Panggungrejo) maka sekarang 
pedagang tersebut bukan lagi PKL namun telah menjadi pedagang pasar 
yang telah dicatat oleh DPP dengan mendapatkan SHP. Sehingga status 
pedagang sudah tidak lagi illegal namun sudah legal dimata hukum mas...” 
(SG, Laki-laki 38 tahun W/12/04/2010) 
Dengan adanya kepastian pedagang dalam melakukan usaha tersebut 
sehingga kekhawatiran pedagang mengenai status berdagang mereka sudah tidak 
ada. Karena mereka telah menjadi pedagang pasar yang telah memenuhi ketentuan 
hukum yang ada. Dengan demikian pedagang sudah tidak takut lagi akan adanya 
penggusuran atau penataan pedagang lagi. Seperti yang diungkapkan oleh Pak RY 
sebagai berikut: 
“Dengan penataan ini kekhawatiran saya sudah hilang mas. Karena dulu 
ketika berada di belakang kampus, saya selalu tidak tenang karena bisa saja 
kami digusur dan lahan pekerjaan kami hilang. Tapi pemerintah tidak 
menggusur kami tapi menata kami sehingga kami tidak kehilangan lapangan 
pekerjaan kami. Coba kalau pemerintah hanya menggusur dan tidak menata, 
mau makan apa saya mas” (RY, Laki-laki 42 tahun W/3/07/2010) 
Pak RY cukup senang dengan program penataan yang dilakukan oleh 
pemerintah kota Surakarta. Pak RY memahami kalau sebenarnya dia salah dengan 
berdagang di trotoar jalan belakang kampus UNS namun dengan kebijakan 
penataan oleh pemerintah kota yang masih mempertimbangkan nasib para 
pedagang sehingga pemerintah tidak hanya menggusur namun menata pedagang 
ke lokasi yang baru. Hal ini juga diungkapkan oleh Pak DT sebagai berikut: 
“Kehawatiran saya akan digusur sudah hilang mas karena adanya penataan 
ini. Jadi sekarang saya lebih tenang walaupun harus menghadapi kondisi 
pasar yang masih sepi pengunjung” (DT, Laki-laki 58 tahun W/3/07/2010) 
Dari kedua uraian pedagang diatas, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa ketika pedagang masih berdagang di belakang kampus mereka khawatir 
akan terjadi penggusuran oleh pemerintah. Dalam pandangan pedagang seperti 
yang diungkapkan oleh Pak RY dan Pak DT, kalau saja pemerintah hanya 
menggusur pedagang maka mereka akan kehilangan pekerjaan yang selama ini 
mereka jalankan. Padahal pemerintah dapat saja hanya menggusur pedagang 
karena pedagang yang berada di belakang kampus tersebut illegal dan melanggar 
hukum. Namun dengan kebijaksanaan pemerintah kota Surakarta pedagang ditata 
dan bukan digusur. Sehingga Pak DT dan Pak RY serta sebagian pedagang lain 
menanggapi positif program penataan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. 
Walaupun masih ada kekecewaan dari penataan itu adalah masih sepinya kondisi 
pasar Panggungrejo. 
b. Penataan Yang Tidak Dipungut Biaya 
Dampak positif pedagang  mengenai penataan pedagang sektor informal 
(PKL) di belakang kampus ini adalah dibebaskannya segala macam biaya yang 
menyangkut penataan. Pedagang tidak dibebani biaya apaupun dalam penataan 
tersebut. Mereka hanya harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh 
pemerintah kota Surakarta. Dalam penataan tersebut pedagang hanya 
mengumpulkan data diri seperti kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga 
(KK), Foto diri pedagang dan materai sebesar Rp.6.000,00. Menurut Pak SG 
selaku kepala pasar syarat yang harus dipenuhi pedagang sebagai data pedagang 
yang akan ikut program penataan. Seperti penuturannya sebagai berikut: 
“Pedagang  tidak dibebani biaya dalam penataan ini, mereka hanya 
mengumpulkan data diri seperti KTP, KK, dan Foto diri pedagang sebagai 
data pedagang yang akan ikut program penataan pedagang ini. Kemudian 
mereka juga harus mengumpulkan materai sebagai kekuatan hukum 
penempatan kios. Kan nantinya pedagang mendapatkan Surat Hak 
Penempatan (SHP)” (SG, Laki-laki 38 tahun W/12/04/2010). 
Hal ini dibenarkan oleh para pedagang yang diwawancarai peneliti yang 
semuanya mengatakan sama dengan Pak SG selaku kepala pasar Panggungrejo. 
salah satunya yang diungkapkan oleh IY sebagai berikut  
“Dulu itu kita cuma disuruh ngumpulkan KTP, KK, Foto 4 x 6 sebanyak 3 
lembar sama materai mas” (IY, Laki-laki 28 tahun W/2/06/2010) 
Pembebasan biaya pedagang dalam penataan pedagang sektor informal di 
belakang kampus ini Karena penataan pedagang ini telah menjadi program 
pemerintah pada tahun 2008 dan tahun 2009. Sehingga ada alokasi anggaran 
untuk penataan pedagang ini. Dengan demikian membuat pemerintah kota 
Surakarta memiliki hak penuh akan keberadaan pasar Panggungrejo. Sedangkan 
pedagang hanya diberikan hak menempati kios yang telah disediakan oleh 
pemerintah kota Surakarta. Status kepemilikan kios pedagang pasar Panggungrejo 
hanya sebagai hak pakai bukan hak milik. Sehingga pedagang mendapatkan Surat 
Hak Penempatan (SHP) sebagai bukti penempatan kios oleh pedagang. seperti 
yang diungkapkan olek Pak SA yang merupakan ketua Paguyuban Pedagang 
Sekitar Kampus (PPSK) sebagai berikut: 
“Status kepemilikan kios ini ya hak penempatan. Kami hanya disuruh 
menempati bukan memiliki kios ini” (SA, Laki-laki 70 tahun 
W/12/06/2010) 
    Ungkapan senada juga dikatakan oleh Pak SG yaitu kepala pasar Panggungrejo 
sebagai berikut: 
“Pedagang hanya diberi hak menempati dan bukan memiliki kios ini. 
Karena ketika penataan pedagang tidak ditarik biaya apapun” (SG, Laki-laki 
38 tahun W/12/04/2010) 
Dari uraian yang dijelaskan oleh Pak SG dan Pak SA dapat disimpulkan 
bahwa pedagang tidak mempunyai hak untuk memiliki kios yang ditempatinya di 
pasar Panggungrejo. mereka hanya mendapatkan hak untuk menempati kios 
dengan diberikannya Surat Hak Penempatan (SHP) kepada pedagang yang ikut 
program penataan ini. Dengan demikian pasar Panggungrejo adalah hak penuh 
milik pemerintah kota Surakarta.  
  
2) Dampak Negatif Penataan Pedagang Sektor Informal Dilihat Secara 
Ekonomi 
Dampak negatif merupakan kondisi yang membuat pedagang kurang 
nyaman, atau malah merugikan pedagang akibat dari penataan pedagang sektor 
informal di belakang kampus UNS. Dampak negatif yang dirasakan pedagang ini 
antara lain: 
1) Lokasi Pasar Kurang Strategis Untuk Berdagang 
Penataan pedagang sektor informal (PKL) dari belakang kampus UNS ke 
pasar Panggungrejo cukup banyak dikeluhkan pedagang. lokasi pasar 
Panggungrejo yang berada cukup jauh dari jalan besar membuat pasar ini jarang 
diketahui oleh masyarakat awam. Lokasi pasar ini terletak tepat di belakang 
kantor kecamatan Jebres, tepatnya di jalan Surya, Panggungrejo Jebres Surakarta. 
Kekurang strategisan lokasi pasar ini diungkapkan oleh kepala pasar 
Panggungrejo sendiri sebagai berikut: 
“Pasar ini lokasinya nanggung mas, maksudnya lokasinya nylempit 
sebenarnya tidak terlalu jauh dari jalan besar tapi masuk gang sehingga 
banyak orang yang tidak tahu keberadaan pasar ini” (SG, Laki-laki 38 tahun 
W/12/04/2010).  
Hal senada juga diutarakan oleh Pak RY seorang pedagang makanan di 
pasar Panggungrejo: 
“Letak pasarnya tidak tepat menurut saya mas, disini pasarnya terlalu 
ndhelik dan sulit dijangkau, beda kalau di belakang kampus mas..” (RY, 
Laki-laki 42 tahun W/3/07/2010) 
Pedagang yang lain juga mengutarakan pendapat yang hampir sama 
seperti yang diungkapkan Pak RY. Salah satunya adalah IY sebagai berikut: 
“Letak pasar yang nyelempit ini menjadikan pasar ini sepi pengunjung mas 
jadi kamilah yang kena imbasnya” (IY, Laki-laki 28 tahun W/2/06/2010) 
Dari pernyataan IY, karena lokasi pasar yang kurang strategis 
mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan pasar 
Panggungrejo ini. Selain itu letak pasar yang nylempit karena masuk gang yang 
membuat pembeli enggan datang ke pasar ini. Seperti yang diungkapkan oleh AR 
sebagai berikut: 
“Karena lokasinya masuk gang banyak konsumen saya enggan datang kesini 
mas” (AR, Laki-laki 27 tahun W/12/06/2010) 
Dari uraian pendapat diatas sehingga dapat diketahui bahwa letak dan  
lokasi pasar Penggung Rejo dari pandangan para pedagang kurang strategis. 
Pedagang menganggap lokasi pasar ini terlalu ndhelik sehingga banyak 
masyarakat yang kurang mengetahui pasar Panggungrejo. Selain itu, pedagang 
juga beranggapan bahwa dengan lokasi pasar yang ndhelik itu membuat pedagang 
enggan masuk pasar ini. Sehingga pedagang yang terkena imbas dari letak pasar 
yang kurang strategis ini. Selain itu akses masuk ke pasar yang berada di belakang 
Kecamatan Jebres sehingga keberadaan pasar tidak terlihat dari jalan Ki Hajar 
Dewantara. Kondisi ini telah diantisipasi oleh pengelola pasar dengan 
membangun penunjuk jalan pasar Panggungrejo yang diletakkan di pertigaan 
antara jalan Ki Hajar Dewantara dengan jalan Masuk ke Jalan Surya 
Panggungrejo. hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala pasar Panggungrejo, 
Pak SG sebagai berikut: 
“Kami menyadari kalau lokasi pasar Panggungrejo ini nyelempit mas, jadi 
upaya kami selaku pengelola itu membuat penunjuk jalan yang kami 
letakkan di pertigaan sana , sama di traffic light Pedaringan” (SG, Laki-laki 
38 tahun W/12/04/2010) 
Pernyataan Pak SG diatas merupakan salah satu upaya dari pengelola 
pasar untuk mensosialisaikan keberadaan pasar kepada masyarakat luas. Penunjuk 











 Gambar 4: Papan Penunjuk Lokasi Pasar Panggungrejo 
 
2) Pasar Panggungrejo Masih Sepi 
Dengan keberadaan pasar yang kurang startegis, menyebabkan pasar 
Panggungrejo sepi pembeli. Terlihat kegiatan jual beli layaknya pasar pada 
umumnya kurang begitu terasa di pasar ini. Kondisi ini terlihat dari lengangnya 
pasar. Hanya ada sedikit pembeli yang masuk ke pasar ini. Seperti yang 
diungkapkan oleh AR pengelola rental CD ini: 
“Disini sepi banget mas, sehari dapat 10 pelanggan aja udah syukur. Beda 
banget kalau di belakang kampus itu aku rata-rata bisa dapet 50 pelanggan 
setiap harinya” (AR, Laki-laki 27 tahun W/12/06/2010) 
Dari uraian yang diungkapkan AR diatas maka jelas sekali perbedaan 
jumlah pelanggan yang datang ke kiosnya. Ketika AR masih berada di belakang 
kampus UNS, dia mampu melayani pelanggan sebanyak 50 orang  perhari. 
Namun setelah AR pindah ke pasar ini pelanggannya turun drastis dengan hanya 
10 pelanggan setiap harinya. Walaupun menurut pengakuan AR dia membuka 
kiosnya mulai jam sembilan pagi hingga jam sepuluh malam.  
 
Hal senada juga diungkapkan oleh IY yang usahanya permak jeans 
sebagai berikut: 
“Sekarang ini maksimal 3 orang mas yang datang ke kios ku. Dulu bisa 
sampai 15-20 pelanggan setiap hari mas” (IY, Laki-laki 28 tahun 
W/2/06/2010) 
Perbedaan yang cukup jauh yang dialami oleh IY yang merupakan 
pemuda rantau dari Cilacap ini. Sekarang IY lebih sering bermain gitar daripada 
menjahit. Dulu ketika masih berada di belakang kampus dia selalu brgelut dengan 
mesin jahitnya seperti yang diungkapkannya berikut ini: 
“Aku dulu jarang seperti ini (santai sambil bermain gitar) mas, kalau siang 
yang aku lakukan jahit malam baru bisa agak nyantai” (IY, Laki-laki 28 
tahun W/2/06/2010) 
Dari ungkapan IY diatas dapat diketahui bahwa setelah kepindahan IY ke 
pasar Panggungrejo, dia lebih banyak mempunyai waktu senggang. Waktu 
senggang yang dia dapatkan karena  job untuk memermak jeans kepada IY turun 
drastis. Waktu senggang itu dia gunakan dengan menghibur dirinya seperti ketika 
peneliti melakukan wawancara. IY saat diwawancarai peneliti sedang bermain 
gitar. 
Sepinya kondisi pasar Panggungrejo juga dikerenakan adanya 
pentahapan pemindahan pedagang dalam proses penataan ini. Telah diketahui 
bahwa penataan pedagang ini berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama 
memindah sebagian pedagang di dekat gerbang hukum UNS. Pada waktu itu 
pedagang ditata dengan alasan membuka akses untuk pembangunan Solo Techno 
Park. Tahap pertama ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2009. Sedangkan 
untuk tahap kedua pemindahan pedagang yang merupakan sisa dari pedagang 
yang belum dilakukan penataan pada tahap pertama. Sehingga tidak ada lagi 
pedagang di sebelah barat gerbang belakang kampus UNS. Tahap kedua 
dilaksanakan pada bulan Januari 2010.  Para pedagang cukup kecewa dengan 
proses penataan pedagang yang dilaksanakan secara bertahap ini. Seperti yang 
diungkapkan oleh Pak SA sebagai berikut: 
“Pentahapan kuwi sik marai pasar iki sepi. Dadine pedagang sik jik ning 
jobo jik akeh. Yo jelaslah mahasiswa yo golek sing ning jobo masalahe 
cedhak tur ora usah parkir. Kudune pas penataan iki langsung kabeh 
pedagang dipindah dadine ora ono iren karo pedagang sik ning jobo” 
(adanya pentahapan penataan itu yang membuat pasar jadi sepi. Sehingga 
masih banyak pedagang yang masih ada di luar. Ya jelaslah mahasiswa 
mencari keperluan yang ada di luar, masalahnya dekat dan tidak perlu biaya 
parkir. Seharusnya ketika penataan itu langsung semua pedagang pindah ke 
pasar Panggungrejo sehingga tidak membuat perasaan iri diantara pedagang 
yang masih berada di luar), (SA, Laki-laki 70 tahun W/12/06/2010) 
  Dari uraian Pak SA tersebut dapat diketahui bahwa adanya pentahapan 
yang dilakukan pemerintah kota Surakarta dalam merealisasikan program 
penataan pedagan ini malah membuat pasar menjadi sepi. Hal ini karena masih 
banyaknya pedagang yang berada di luar pasar dan mudah dijangkau oleh 
mahasiswa. Sehingga mahasiswa lebih memilih membeli kebutuhannya di luar 
pasar daripada di dalam pasar Panggungrejo. Selain itu adanya lahan parkir  juga 
menyebabkan mahasiswa enggan datang ke pasar ini. Seperti yang diungkapkan 
oleh Pak RY sebagai berikut: 
“Adanya pungutan parkir itu sangat mempengaruhi mahasiswa untuk datang 
kesini (pasar Panggungrejo)” (RY, Laki-laki 42 tahun W/3/07/2010) 
Kondisi pasar Panggungrejo yang sepi ini bukan hanya karena pembeli 
yang enggan datang ke pasar ini, namun juga disebabkan oleh pedagang yang 
belum membuka kiosnya walaupun sudah mendapatkan jatah kios. Dari total 201 
kios yang disediakan oleh pemerintah kota Surakarta hanya ada sekitar 56 
pedagang yang aktif membuka kiosnya. Seperti penuturan kepala pasar 
Panggungrejo berikut ini: 
“Wah kami belum mengetahui jumlah pasti pedagang di pasar 
Panggungrejo, tapi setiap penarikan retribusi itu pedagang yang aktif hanya 
sekitar 56 pedagang, namun terkadang jumlah pedagang mencapai 60 
pedagang” (SG, Laki-laki 38 tahun W/12/04/2010) 
Dari uraian yang diungkapkan Pak SG bahwa pihak pengelola belum 
mendata pedagang secara jelas. Jumlah pedagang yang tidak pasti ini disebabkan 
karena banyak pedagang yang sering membuka kios tapi kadang juga tidak. 
Dengan perilaku pedagang tersebut membuat pengelola pasar sulit untuk mendata 
pedagang sehingga ketika ditanya peneliti Pak SG kurang dapat memastikan 
jumlah pedagang yang ada. 
Pedagang yang belum menempati kios menurut pak SG mempunyai 
berbagai alasan. Diantaranya adalah faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi 
pedagang belum ingin membuka kiosnya. Faktor ekonomi tersebut antara lain 
asumsi pedagang bahwa pasar masih sepi, sehingga belum begitu menguntungkan 
untuk membuka dan mengelola usaha. Pedagang takut rugi karena dagangannya 
kurang begitu laku kalau membuka kios di pasar Panggungrejo. karena asumsi 
itulah, bagi pedagang yang mempunyai modal banyak, lebih memilih membuka 
usaha di utara jalan Ki Hajar Dewantara. Selain asumsi pasar masih sepi, alasan 
pedagang belum membuka kiosnya karena pedagang menunggu pedagang lain 
untuk membuka kiosnya terlebih dahulu. Karena saling menunggu inilah 
pedagang di pasar Panggungrejo sepi. Seperti yang diungkapkan Pak SG berikut 
ini: 
“Alasan pedagang belum mau membuka kiosnya karena anggapan pedagang 
kalau pasar Panggungrejo ini sepi, trus lucunya mereka itu saling nunggu itu 
mas, istilahnya ngenteni pedagang lainnya buka dulu. Ada juga yang 
pedagang yang kekurangan modal untuk membuka kembali kiosnya mas. 
Tapi kami akan menindak tegas pedagang yang tidak membuka kiosnya 
selam 3 bulan. SHP nya akan kami jabut mas” (RY, Laki-laki 42 tahun 
W/3/07/2010) 
   Hal ini juga diungkapkan oleh IY yang kecewa dengan tindakan 
pedagang tersebut. IY mengungkapkan: 
“Pedagang disini tidak kompak mas. Banyak yang tidak mau membuka 
kiosnya karena pasar masih sepi, tidak ada modal untuk buka lagi banyaklah 
mas alasan pedagang itu” (IY, Laki-laki 28 tahun W/2/06/2010) 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Surakarta 
telah menyediakan sebanyak 201 kios yang diperuntukkan kepada pedagang 
sebagai implementasi dari program penataan pedagang ini namun tidak terlalu 
dimanfaatkan pedagang. Walaupun penataan pedagang ini sama sekali tidak 
dipungut biaya, banyak pedagang yang tidak mau pindah ke lokasi yang telah 
disediakan oleh pemerintah ini. Kondisi ini berakibat pada sepinya pasar 
Panggungrejo. Sehingga dapat mengecewakan pembeli yang mengunjungi pasar 




3) Penurunan Penghasilan Pedagang 
Turunnya jumlah pelanggan yang pedagang alami membuat penghasilan 
pedagang juga mengalami penurunan yang  cukup signifikan. Penghasilan atau 
pendapatan yang mereka peroleh terus turun walaupun pasar sudah berjalan lebih 
dari 1 tahun. Penurunan ini dirasakan di hampir seluruh pedagang pasar 
Panggungrejo. penurunan pendapatan mereka cukup drastis sehingga banyak 
pedagang yang kurang aktif membuka kiosnya. Setiap jenis pedagang memiliki 
penurunan yang berbeda-beda. Hampir semua pedagang mengalami penurunan 
pendapatan ini lebih dari 50%. Seperti yang diungkapkan oleh Pak SA yang 
merupakan pedagang makanan sebagai berikut: 
“Pasar iki wiwid ngadeg tekan seprene ora ono perkembangane. Ijik sepi 
mas. Biyen aku iso ngentekne beras 15Kg sedino nanging saiki 2 Kg wae 
ora entek sedino mas. Padahal modal aku buka warung ki sekitar 
Rp.300.000,00 sedino, yen sedino ki hasile gur maksimal Rp.100.000 kan 
dadi tombok tow mas. Daganganku turah-turah terus kan ora iso 
dimanfaatke meneh dadine tak buang” (pasar ini mulai berdiri hingga 
sekarang tidak ada perkembangannya. Masih saja sepi. Dulu saya bisa 
menghabiskan beras sebanyak 15 Kg sehari, namun sekarang 2 Kg saja 
tidak habis mas. Padahal modal saya buka warung itu sekitar Rp.300.000,00 
sehari, kalau sehari itu hasilnya cuma Rp.100.000,00 saya jadi rugi mas. 
Dagangan saya tidak habis terus dan tidak dapat dimanfaatkan lagi), (SA, 
Laki-laki 70 tahun W/12/06/2010) 
Hal senada juga diungkapkan oleh Pak RY yang mengelola usaha jasa 
fotokopi mengenai penurunan pengasilan yang dia alami setelah pindah ke pasar 
Panggungrejo sebagai berikut: 
“Jumlah pelanggan setelah saya kesini turun drastis mas, dan secara 
otomatis penghasilan saya juga turun. Dulu ketika saya masih membuka 
usaha disana (belakang kampus UNS) dalam satu bulan saya bisa 
mendapatkan penghasilan kotor sebesar Rp.9.000.000,00 itu saja kalau sepi. 
Tapi kalau masa perkuliahannya padat saya dalam sebulan bisa dapat 
penghasilan kotor Rp.18.000.000,00 setiap bulannya. Namun setelah saya 
pindah kesini hanya mendapatkan Rp.5.000.000,00 kotor setiap bulannya” 
(DT, Laki-laki 58 tahun W/3/07/2010) 
 Kondisi pedagang yang mengalami penurunan penghasilan ini juga 
diketahui oleh pihak pengelola pasar. Pak SG selaku kepala pasar Panggungrejo 
mengungkapkan sebagai berikut: 
“Setelah pedagang pindah ke pasar ini, omset mereka turun drastis, kami 
menyadari itu mas dan selaku pengelola kami akan berusaha untuk 
mengatasinya mas” (SG, Laki-laki 38 tahun W/12/04/2010) 
 
Pernyataan Pak SG diatas mengaskan bahwa kondisi pedagang telah 
diketahui oleh pihak pengelola pasar. Dengan diketahuinya keadaan dan kondisi 
yang dirasakan pedagang sehingga nantinya sebagai acuan kepada pengelola dan 
dinas yang terkait untuk mengupayakan meramaikan pasar. 
 
3) Upaya Yang Dilakukan Pedagang Untuk Meningkatkan Penghasilan 
Sedikitnya pembeli yang datang ke pasar Panggungrejo sehingga timbul 
suatu upaya yang dilakukan pedagang untuk mempromosikan jenis usahanya. 
Salah satunya pembuatan pamflet yang ditempel di pasar Panggungrejo. kemudian 
pedagang mensosialisasikan kepindahannya secara langsung kepada pembeli yang 
datang. Seperti yang diungkapkan AR sebagai berikut: 
“Aku dengan pelangganku sudah seperti teman mas, jadi aku bilang sama 
pelangganku yang datang kesini untuk memberitahukan kepada temannya 
yang lain bahwa usahanya pindah ke pasar Panggungrejo blok B1 no:11” 
(AR, Laki-laki 27 tahun W/12/06/2010) 
Hal senada juga diungkapkan oleh IY yang mengungkapkan bahwa: 
“Pelangganku kebanyakan temenku maen mas, jadi kalau ketika maen trus 
ketemu aku ya bilang saja kalau aku pindah ke pasar Panggungrejo” (IY, 
Laki-laki 28 tahun W/2/06/2010) 
 
Dari uraian yang diungkapkan oleh AR dan IY dapat dijelaskan bahwa 
mereka mensosialisasikan kepindahannya secara langsung. Karena mereka sangat 
menjada hubungan dengan pelanggan-pelanggannya. Sehingga mereka 
mempunyai harapan agar pelanggannya tetap setia.  
Upaya lain yang dilakukan pedagang adalah dengan mengecat pagar 
kampus UNS tempat yang dulu mereka tempati untuk berdagang sebagai salah 
satu cara mensosialisasikan kepindahannya kepada pelanggannya. Sehingga pagar 
di belakang kampus UNS penuh dengan pengumuman yang ditulis pedagang. hal 
ini seperti yang diungkapkan oleh Pak RY sebagai berikut: 
“Saya menuliskan kepindahan ini di pagar bekas tempat saya berjualan dulu 
dengan menggunakan pylox. Agar nantinya pelanggan tahu kepindahan saya 
kesini” (RY, Laki-laki 42 tahun W/3/07/2010) 
Ungkapan senada juga diungkapkan informan lain seperti IY berikut ini: 
“Selain ngomong langsung pada pelanggan saya juga menulisi pagar 
kampus itu dengan lokasi kepindahan saya kesini (pasar Panggungrejo)” 
(IY, Laki-laki 28 tahun W/2/06/2010) 
Dari penjelasan dari Pak RY dan IY diatas maka mereka menulisi pagar 
kampus merupakan salah satu upayanya memberitahukan pelanggan akan 
kepindahan merekan ke pasar Panggungrejo. Kondisi ini peneliti lihat secara 








Gambar 5: upaya pedagang mensosialisasikan kepindahan 
Upaya yang dilakukan pedagang diatas merupakan upaya untuk 
mensosialisakan kepindahan pedagang kepada pelanggan. Namun belum terjadi 
perubahan yang signifikan dialami oleh pedagang setelah melakukan upaya 
tersebut. Sehingga pedagang melakukan segala cara dalam mempertahankan 
usahanya tersebut. Salah satu cara yang pedagang ungkapkan kepada peneliti 
adalah dengan cara mengambil uang tabungan untuk keberlangsungan usaha. 
Penghasilan pedagang yang terus menurun ditambah kebutuhan hidup yang 
cenderung naik menjadikan pedagang harus berupaya agar dapat bertahan dengan 
mengambil uang tabungannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak RY 
sebagai berikut: 
“Alahmdulillah dulu ketika masih di belakang kampus saya mempunyai 
sedikit tabungan. Setelah kepindahan saya kesini penghasilan saya tidak 
tentu dan kadang kebutuhan keluarga banyak, ya sudah saya ambil uang 
tabungan untuk menutupnya” (RY, Laki-laki 42 tahun W/3/07/2010) 
 
Pendapat Pak RY diatas hampir sama dengan ungkapan Pak DT sebagai 
berikut: 
“Dalam menutup kebutuhan, saya ambilkan tabungan mas, ini sudah saya 
lakukan selam satu tahun dan sudah habis sekarang. Saya hanya bisa pasrah 
dan berharap secepatnya pasar ini nanti bisa ramai” (DT, Laki-laki 58 tahun 
W/3/07/2010) 
Selain mengambil uang dari tabungan hyang dilakukan oleh pedagang 
Pak RY dan Pak DT, upaya lain yang dilakukan adalah dengan bekerja sambilan 
supaya bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini dilakukan oleh IY, 
Pak SA, dan Pak DT. Seperti yang diungkapkan oleh IY sebagai berikut: 
“Saya sekarang menerima naptol jeans mas, padahal dulu saya tidak pernah, 
keadaan yang mebuat begini, yang penting bisa bertahan begitu saja” (IY, 
Laki-laki 28 tahun W/2/06/2010) 
Selain IY, Pak SA mengupayakan berdagang pulsa keliling untuk 
menutupi kekurangan penghasilan yang beliau alami. Seperti ungkapan beliau 
berikut ini: 
“Yo saiki aku dodol pulsa kliling mas, yen gur njagakne ko kene wae tekan 
ngendi dwite. Sing tuku yo konco-konco pedagang dewe. Lumayanlah sik 
penting iso mlaku” (ya sekarang saya jualan pulsa keliling mas, kalau Cuma 
mengandalkan dari sini sampai mana uangnya. Yang beli pulsa juga teman-
teman pedagang sendiri. Lumayan yang penting bisa berjalan), (SA, Laki-
laki 70 tahun W/12/06/2010) 
Selain itu Pak DT juga melakukan pekerjaan lain untuk mencukupi 
kebutuhan keluarga. Seperti penuturan beliau sebagai berikut: 
“Kalau ada proyek, saya bekerja di proyek jadi tukang bangunan. Kalau 
saya ada proyek yang menjaga warung istri saya jadi dua-duanya jalan” 
(DT, Laki-laki 58 tahun W/3/07/2010) 
Dari uraian diatas mengenai upaya yang dilakukan pedagang dalam 
meningkatkan penghasilan dapat disimpulkan bahwa pedagang melakukan 
sosialisasi kepada pelanggan dengan berbagai macam cara. Mereka melakukan 
sosialisasi secara langsung seperti memberitahukan pelanggan yang datang ke 
kiosnya tentang kepindahan mereka. Selain itu mereka juga melakukan sosialisasi 
secara tidak langsung dengan membuat pamflet, dan pengumuman yang ditulis di 
pagar kampus UNS tempat yang dulu menjadi lokasi mereka berdagang. Namun 
sosialisasi tersebut kurang mampu meningkatkan penghasilan para pedagang 
tersebut. Sehingga untuk menutup kebutuhan dan bertahannya usaha yang 
dikelola, pedagang mengambil dari uang tabungan yang dikumpulkan sejak masih 
menjadi PKL di belakang kampus UNS. Upaya terakhir yang dilakukan pedagang 
di pasar Panggungrejo untuk meningkatkan penghasilan adalah melakukan 
pekerjaan sambilan atau pekerjaan lain tanpa menutup usahanya di pasar 
Panggungrejo. ada berbagai macam usaha yang dilakoni oleh pedagang, 
diantaranya adalah menjadi tukang bangunan, penjual pulsa keliling dan neptol 
jeans yang dilakukan oleh Pak SA, Pak DT, dan IY. 
   
4. Tanggapan Konsumen Mengenai Penataan Pedagang Sektor Informal di 
Belakang Kampus UNS 
Ada berbagai tanggapan konsumen mengenai penataan pedagang Sektor 
informal (PKL) di belakang kampus UNS. Tanggapan konsumen yang akan 
dijelaskan dalam penelitian ini merupakan tanggapan dari kalangan mahasiswa. 
Karena pasar Panggungrejo segmentasi pasar terbesarnya adalah para mahasiswa. 
Sehingga pasar Panggungrejo mencitrakan pasar ini sebaga pasarnya mahasiswa. 
Tanggapan dari mahasiswa meliputi tanggapan mengenai program penataan yang 
dilakukan pemerintah kota Surakarta, tanggapan mengenai kondisi pasar 
Panggungrejo, dan alasan keengganan mahasiswa mendatangi pasar. 
a. Tanggapan Mahasiswa Mengenai Program Penataan Yang Dilakukan 
Pemerintah Kota Surakarta 
Penataan pedagang sektor informal (PKL) di belakang kampus ini 
menuai berbagai tanggapan dari kalangan mahasiswa. Hal ini karena tidak hanya 
pedagang saja yang merasakan dampak dari penataan ini, namun mahasiswa juga 
terkena imbasnya. Selama ini mahasiswa merupakan konsumen terbesar 
keberadaan pedagang sektor informal (PKL) di belakang kampus UNS.  
Bagi kalangan mahasiswa yang diwawancarai peneliti penataan pedagang 
ini hanya pada bentuk kerapian dan keindahan kota saja. Tanpa memperhatikan 
kondisi yang akan dialami pedagang maupun konsumen dalam hal ini adalah 
mahasiswa. Sehingga mahasiswa kurang begitu setuju dengan adanya penataan 
ini. Seperti yang diungkapkan RN sebagai berikut: 
“menurut pendapatku sich, ya bagus biar rapi, tapi tu dari segi kerapian. 
Tapi kalau boleh jujur aku pribadi kurang setuju, masalahnya yang saya 
lihat di UGM, UI dan kota-kota besar lainnya seperti Yogyakarta, Jakarta, 
Surabaya yang namanya kampus itu pasti disekitarnya banyak sekali berdiri 
para pedagang kaki lima. Mulai dari pedagang makanan, fotocopy, 
penjilidan, alat tulis, rental, hingga pernak-pernik perempuan semua tersedia 
di sekitar kampus. Namun yang terjadi disini eh.. malah dipindah” (RN, 
Perempuan 22 tahun W/14/06/2010) 
Tanggapan yang hampir sama juga diungkapkan oleh AA sebagai berikut 
“Menurut saya panataan di sektor ini hanya dalam bentuk fisik saja, 
penataan yang dilakukan hanya semata-mata untuk keindahan kota saja 
dan bukan pada penataan sektor ekonomi yang sesungguhnya. Pada 
faktanya tidak semua pedagang yang direlokasi pindah ke tempat baru 
hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemkot”  (AA, Laki-laki 22 tahun 
W/15/06/2010) 
 
Dari uraian dari AA dan RN diatas maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa mereka kurang setuju penataan pedagang ini. Dari tanggapan mereka 
diketahui bahwa penataan ini hanya pada tataran bentuk fisiknya saja. Maksudnya 
adalah penataan ini dilakukan untuk keindahan dan kerapian kota dan kemudian 
pedagang disediakan tempat di pasar Panggungrejo sebagai lokasi penataan 
pedagang ini. Sedangkan dari sisi perekonomian pedagang kurang diperhatikan 
oleh pemerintah kota Surakarta. Seharusnya pedagang sektor informal (PKL) 
dapat menjadi mitra universitas sebagai penyedia alat pemenuhan kebutuhan 
mahasiswa sama seperti yang ada di universitas-universitas di kota-kota besar 
yang lain.  
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa menanggapi penataan pedagang ini 
kurang begitu maksimal. Karena pemerintah kota Surakarta hanya memindah 
pedagang ke lokasi berdagang yang baru tanpa adanya pendampingan kepada 
pedagang agar dapat berdagang secara baik. Seperti yang diungkapkan oleh FN 
sebagai berikut: 
“Bagus tetapi tidak maksimal karena hanya manyuruh untuk pindah ke 
dalam pasar tanpa pendampingan hingga para pedagang bisa berdagang 
dengan wajar. Ditambah lagi, masih banyak pedagang yang berjualan di 
pinggir-pinggir jalan tentu akan mengurangi omset pedagang di pasar. 
Seharusnya bisa pedagang tersebut, semuanya dipindahkan kedalam pasar 
meskipun itu adalah lahan pribadi” (FN, Perempuan 21 tahun 
W/15/06/2010) 
Hal senada juga diungkapkan oleh AA sebagai berikut: 
“Menurut saya pembangunan pasar ini belum sepenuhnya direncanakan 
secara matang. Karena untuk penyebaran pedagang melum merata dan 
tidak semua pedagang yang direlokasi pindah ke tampat baru yang 
disediakan. Bagi kami sebagai konsumen, jika terjadi demikian, kami 
malah kehilangan tempat yang biasa kami beli” (AA, Laki-laki 22 tahun 
W/15/06/2010). 
 
Tanggapan serupa juga diungkapkan oleh RN sebagai berikut: 
“Seharusnya pemerintah langsung merelokasi pedagang semuanya tidak 
setengah-setengah kaya gini kalau kaya gini pedagang yang masih belum di 
relokasi akan mendapatkan keuntungan dan pedagang yang disini akan 
turun terus pendapatannya” (RN, Perempuan 22 tahun W/14/06/2010) 
 
Tanggapan AA, RN dan FN diatas menunjukkan bahwa dalam 
pelaksanaan penataan pedagang ini belum makasimal. Salah satu indikasinya 
adalah masih banyaknya pedagang yang telah mendapatkan kios namun tidak 
menempatinya. Malahan banyak dari mereka berjualan di luar pasar Pangung 
Rejo. Dengan kondisi seperti itu menjadikan pedagang yang di dalam pasar 
omzetnya berkurang.  
Upaya yang dilakukan pengelola pasar Panggungrejo untuk menarik 
minat mahasiswa datang ke pasar kurang begitu terlihat. Karena acara yang dibuat 
oleh pengelola pasar Panggungrejo hanya menampilkan kesenian tradisional dan 
acara musik dangdut yang kurang manarik bagi mahasiswa. Seperti yang 
diungkapan oleh FN sebagai berikut: 
“Kurang efektif untuk sosialisasi pasar, karena tidak sesuai dengan 
konsumen yang dituju,,dimana sosialisasinya hanya dengan acara musik 
dangdut setiap senin yang saya yakin, mahasiswa di sekitar pasar sebagai 
konsumen utama menjadi kurang tertarik” (FN, Perempuan 21 tahun 
W/15/06/2010) 
    Informan RN juga mengungkapkan hal yang hampir sama sebagai 
berikut: 
Aku menyayangkan kinerja dari pemerintah kota Surakarta dan pengelola 
pasar. Menurutku belum ada hal yang nyata dalam meramaikan pasar 
Panggungrejo ini. (RN, Perempuan 22 tahun W/14/06/2010) 
Dari tanggapan masyarakat khususnya mahasiswa mengenai penataan 
pedagang ke pasar Panggungrejo dapat disimpulkan bahwa mereka menganggap 
penataan ini hanya pada segi kerapian dan keindahan kota saja tanpa 
memperhatikan akibat yang akan terjadi setelah adanya penataan. Kemudian 
mereka juga menganggap bahwa penataan ini hanya dalam bentuk fisiknya saja, 
yaitu dengan hanya memindah pedagang ke lokasi yang baru tanpa adanya 
pendampingan kepada pedagang untuk mengembangkan usahanya. Konsumen 
juga mengeluhkan ketidak tegasan pemerintah mengenai pedagang yang tidak 
menempati kios yang telah disediakan oleh pemerintah. Tanggapan mereka yang 
terakhir adalah belum adanya upaya yang terlihat dari pemerintah maupun 
pengelola pasar untuk meramaikan pasar Panggungrejo ini. Seolah-olah 
pemerintah dan pengelola menutup mata akan kondisi dan keadaan pedagang di 
pasar. 
 
b. Tanggapan Mengenai Kondisi Pasar Panggungrejo 
Tanggapan yang cukup baik diungkapkan oleh konsumen terutama 
mahasiswa mengenai kondisi pasar Panggungrejo. Mereka menanggapi pasar 
Panggungrejo ini adalah sebuah pasar yang rapi, bersih dan indah. Keberadaan 
pasar yang masih baru membuat pasar Panggungrejo ini terlihat bersih. Ditunjang 
dengan fasilitas yang cukup lengkap yang ada di pasar. Seperti yang diungkapkan 
oleh AA sebagai berikut: 
“Kondisi pasar sangat bagus untuk kerapiannya. Karena masih baru, saya 
belum melihat perawatan yang begitu berarti, tapi pada dasarnya kondisi 
pasar sangat baik” (AA, Laki-laki 22 tahun W/15/06/2010) 
 Tanggapan senada juga diungkapkan oleh RN berikut ini: 
“kalau kondisi pasar sich bagus, kan masih baru, fasilitasnya lengkap juga, 
ada toilet, WC, dan Mushola. Ruangannya luas dan bersih, trus dari segi 
keamanan cukup aman kan tiap kios ada rolling door sehingga pedagang 
aman menaruh barang, trus ada parkirnya juga” (RN, Perempuan 22 tahun 
W/14/06/2010) 
Dari kedua tanggapan AA dan RN diatas menunjukkan kepuasan mereka 
dengan kondisi pasar Panggungrejo. Namun tanggapan berbeda diungkapkan oleh 
FN. Dia merasa kurang nyaman ketika berada di pasar Panggungrejo. FN 
menyayangkan kondisi paving-paving di pasar ini sudah banyak yang rusak. 
Sehingga ketika dia berjalan harus berhati-hati dengan lubang yang ditimbulkan 
dari paving yang rusak. Ketidaknyamanan FN diungkapkannya kepada peneliti 
sebagai berikut: 
“Sangat kurang nyaman dengan paving-paving yang sudah rusak dan 
penataan yang kurang pas. Pas disini maksudnya adalah kurang diclusterkan 
untuk setiap jenis-jenis barang dagangan” (FN, Perempuan 21 tahun 
W/15/06/2010) 
Dari tanggapan FN mengenai kondisi pasar diatas menunjukkan bahwa 
dia kurang nyaman dengan kondisi di pasar Panggungrejo. Selain karena paving 
yang rusak, dia juga menyayangkan tidak adanya pengelompokkan jenis dagangan 
di pasar Panggungrejo. Sehingga ketika dia ingin mencari satu jenis barang, antara 
kios satu dengan kios yang lain jaraknya jauh. Itulah yang menyebabkan FN 
kurang begitu nyaman ketika dia berbelanja di pasar Panggungrejo. 
 
  
c. Alasan Keengganan Masyarakat Mendatangi Pasar 
Penataan pedagang sektor informal (PKL) dari belakang kampus UNS ke 
pasar Panggungrejo berimbas pada sepinya pasar. Masyarakat di sekitar pasar 
terutam mahasiswa merupakan segmentasi utama dari pembangunan Pasar 
Panggungrejo ini, namun banyak mahasiswa yang enggan atau kurang tertarik 
mendatangi pasar ini. Ada beberapa tanggapan mengenai alasan mereka kurang 
tertarik datang ke pasar. Diantaranya adalah lokasi pasar yang jauh dari jangkauan 
mahasiswa. Ketika masih banyak pedagang yang menempel pagar belakang 
kampus UNS, mahasiswa sering memanfaatkan para pedaagang untuk memenuhi 
kebutuhannya karena lokasinya yang cukup dekat dengan kampus. Namun setelah 
kepindahan pedagang ke pasar Panggungrejo membuat jarak yang harus ditempuh 
ke pasar ini menjadi cukup jauh. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh RN 
berikut ini: 
“Jarak antara kampus dan kos-kosanku cukup jauh dari pasar Panggungrejo. 
Apalagi aku adalah seorang pendatang yang tidak membawa sepeda motor, 
jadi malas kalau harus berjalan jauh” (RN, Perempuan 22 tahun 
W/14/06/2010) 
AA juga mempunyai tanggapan yang hampir sama dengan RN. Dia 
mengungkapkan bahwa: 
“Dulu pas masih ada pedagang di belakang kampus aku kalau fotokopi atau 
ngeprint disana, tapi sekarang aku jadi malas karena letak pasar yang cukup 
jauh dari kos ku” (AA, Laki-laki 22 tahun W/15/06/2010) 
Dari tanggapan yang diungkapkan oleh AA dan RN di atas dapat 
disimpulkan bahwa lokasi pasar menurut mereka kurang strategis. Karena jarak 
yang harus mereka tempuh untuk sampai ke pasar Panggungrejo cukup jauh. 
Dengan kondisi seperti ini mereka lebih memilih pedagang yang dekat dengan 
lokasi tempat tinggalnya (kos) untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini seperti 
yang diungkapkan oleh RN sebagai berikut: 
“Di dekat kosku sekarang sudah ramai pedagang. Sudah banyak yang 
membuka warung makan, fotokopi, rental komputer dan lain-lain. Jadi aku 
pilih yang dekat, lha wong aku disini tidak bawa motor” (RN, Perempuan 
22 tahun W/14/06/2010) 
Dari tanggapan RN diatas dapat dilihat bahwa sekarang di wilayah 
sekitar kampus UNS telah banyak pedagang-pedagang yang menawarkan segala 
macam kebutuhan mahasiswa. RN sekarang kos di daerah ngoresan yang telah 
banyak pedagang disana. Jarak antara tempat kosnya dengan pasar berjarak cukup 
jauh, sehingga dia lebih memilih pedagang yang ada di sekitar kosnya daripada 
harus ke pasar Panggungrejo.  
Tanggapan lain mengenai alasan kurang tertariknya mahasiswa 
mendatangi pasar Panggungrejo karena diberlakukannya pungutan atau lahan 
parkir. Mahasiswa menganggap keberadaan pasar yang masih sepi ini disebabkan 
banyak dari mereka yang kurang nyaman dengan adanya pungutan parkir tersebut. 
Salah satunya yang kurang nyaman adalah AA. Dia mengungkapkan bahwa: 
“Perbedaan yang pertama saya rasakan dari belakang kampus ke pasar ini 
(Panggungrejo) adalah pungutan parkir yang sangat menggangu dan tidak 
begitu efektif” (AA, Laki-laki 22 tahun W/15/06/2010) 
 FN juga mempunyai tanggapan yang sama mengenai pungutan parkir 
yang ada di pasar Panggungrejo ini. Dia mengungkapkan bahwa:  
“Seharusnya tidak perlu adanya pungutan parkir, pasar ini masih sepi jadi 
sama sekali tidak efektif. Kecuali kalau pasar ini sudah ramai baru 
diberlakukan parkir. Sehingga pengunjung pasar merasa aman menitipkan 
motornya” (FN, Perempuan 21 tahun W/15/06/2010) 
Dari uraian mengenai alasan keengganan mahasiswa mendatangi pasar 
Panggungrejo ada tiga, yaitu alasan bahwa lokasi pasar yang cukup jauh dari 
tempat tinggal mahasiswa. Kemudian alasan yang kedua adalah banyaknya 
pedagang yang berada di dekat tempat tinggal mahasiswa. Sehingga pemenuhan 
kebutuhan mereka cenderung lebih memilih di dekat tempat tinggalnya. Alasan 
yang terakhir yang diungkapkan mahasiswa mengenai pemberlakuan pungutan 
parkir yang ada di pasar Panggungrejo. Banyak konsumen yang menanggapi 





C. Temuan Hasil Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap subjek penelitian 
mengenai penataan pedagang sektor informal di belakang kampus UNS, hasil 
temuan secara garis besar sebagai berikut: 
1. Tanggapan Setelah Dilakukan Penataan Pedagang 
a) Tanggapan Pedagang 
Setelah dilakukan penataan, tanggapan pedagang mengenai pasar 
Panggungrejo ini sebagai berikut: 
1) Kondisi pasar yang nyaman 
2) Sikap pedagang terhadap penataan yang dilakukan pemkot Surakarta 
3) Tidak adanya upaya pengembangan pasar 
4) Ketersediaan fasilitas pasar 
b) Tanggapan Konsumen (Mahasiswa) 
1) Penataan ini hanya pada bentuk fisiknya saja (keindahan dan kerapian 
kota). Sedangkan dari sisi perekonomian pedagang kurang diperhatikan 
oleh pemerintah kota Surakarta 
2) Ketidaktegasan pemerintah mengenai pedagang yang tidak menempati 
kios yang telah disediakan oleh pemerintah 
3) Tidak ada upaya untuk mensosialisasikan pasar 
2. Dampak Sosial Ekonomi Yang Dirasakan Pedagang 
a) Dampak Sosial Yang Dirasakan Pedagang 
1) Perubahan Hubungan Dengan Pedagang Lain 
2) Perubahan Dalam Hubungan Keluarga 
b) Dampak Ekonomi Yang Dirasakan Pedagang 
Dampak positif: 
1)  Adanya Kepastian Usaha 
2) Penataan Yang Tidak Dipungut Biaya 
Dampak negatif: 
1) Lokasi Pasar Kurang Strategis Untuk Berdagang 
2) Pasar Panggungrejo Masih Sepi 
3) Penurunan Penghasilan Pedagang 
Berdasarkan hasil temuan di atas dapat dimasukkan dalam pembahasan 
teori seperti berikut: 
1. Proses Penataan Yang Dikaji Dengan Teori Sistem Sosial Tallcot 
Parsons 
Dalam menelaah mengenai berjalannya suatu penataan lingkungan 
dihubungkan dengan kegiatan sektor informal, maka harus dikaji terlebih dahulu 
mengenai kajian sektor informal yang menjadi konsekuensi perkembangan kota. 
Sektor informal merupakan salah satu sektor perekonomian selain sektor formal. 
“Sektor ini mempunyai kriteria sebagai salah satu usaha yang mudah dimasuki, 
berskala kecil, tidak mempunyai izin usaha, dan berpenghasilan kecil” 
Simanjuntak (1995: 98-99). Sektor informal yang berkembang di belakang 
kampus mempunyai kriteria yang sama dengan uraian diatas. Kebanyakan 
pedagang di belakang kampus UNS merupakan usaha yang berskala kecil dan 
tidak mempunyai ijin usaha sehingga luput dari pencacahan  dalam ekonomi kota.  
Latar belakang pedagang sektor informal (PKL) di belakang kampus 
sangat bermacam-macam. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan di sektor formal , 
sehingga masyarakat mencoba mengadu nasib dengan menjadi PKL menjadi 
faktor utama yang melatar belakanginya. Perekonomian di sektor formal kurang 
mampu menyerap angkatan kerja yang semakin bertambah. Selain itu persyaratan 
masuk sektor formal yang bagi sebagian kalangan masyarakat sulit dipenuhi. 
Keadaan angkatan kerja yang merupakan berpendidikan rendah menyebabkan 
mereka sulit menguasai teknologi yang berkembang dalam memperoleh pekerjaan 
di sektor formal. Untuk tetap mempertahankan hidupnya sehingga mereka 
memilih sektor informal dengan menjadi PKL di belakang kampus UNS. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid (1994:34), yang 
mengatakan “sektor informal sama sekali sulit memperoleh akses informasi dan 
tidak dapat menjangkau teknologi yang sangat berkembang secepat 
perkembangan modernisasi itu sendiri”. 
Berkembangnya PKL di belakang kampus UNS yang sangat cepat, 
membuat pemerintah membuat program mengenai penataan pedagang disana. 
Dalam konsep pemerintah, penataan yaitu bagaimana mengembalikan fungsi-
fungsi dari tempat atau fasilitas umum sesuai dengan fungsi aslinya, seperti yang 
dituangkan dalam SK Walikota No.2 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan 
Perda no 8 tahun 1995. Dari dasar mengenai konsep penataan di atas, sehingga 
untuk mengembalikan fungsi pedestrian atau trotoar yang ada di jalan Ki Hajar 
Dewantara sebagai tempat untuk pejalan kaki dan bukan tempat untuk berjualan 
para pedagang. Dengan mengembalikan fungsi trotoar tersebut diharapkan akan 
membuat pejalan kaki mempunyai rasa aman dan nyaman.  
Melihat proses penataan pedagang dari kacamata sistem sosial Parsons 
maka harus mengetahui akar dari teori ini. Parsons merupkan salah satu Sosiolog 
dengan aliran pemikiran struktural fungsional. Jadi sistem sosial masyarakat itu 
diibaratkan seperti tubuh yang mempunyai strutur dan fungsi masing-masing. 
Parsons dalam Ritzer (2004:121) menjelaskan bahwa suatu fungsi adalah 
“kumpulan kegiatan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan 
sistem”.  
Dari definisi di atas Parsons menjelaskan tentang teori Sistem sosial 
yaitu, suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen / sub elemen / sub sistem 
yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Konsep sistem digunakan untuk 
menganalisis perilaku dan gejala sosial dengan berbagai sistem yang lebih luas 
maupun dengan sub system yang tercakup di dalamnya. Parsons menekankan sifat 
interrelationship atau saling keterhubungan dan saling ketergantungan antar 
unsur-unsur struktural dalam kehidupan sosial.  
Ulasan mengenai sistem sosial merupakan pijakan dasar dalam 
memahami institusi sosial yang tumbuh dan berkembang dalam sistem 
masyarakat. Institusi sosial merupakan sesuatu yang timbul akibat tindakan 
manusia yang memiliki kecenderungan untuk membentuk kelompok-kelompok 
atau koloni sesuai dengan latar belakang sosial dan kebutuhan masing-masing.  
Pemikiran tentang sistem sosial meliputi semua jenis kehidupan kolektif, 
suatu sistem sosial khusus dan yang sangat penting adalah masyarakat, yakni 
kolektifitas yang relatif mencukupi kebutuhan sendiri, anggotanya mempu 
memenuhi seluruh kebutuhan kolektif dan individualnya dan hidup sepenuhnya 
didalam kerangka sendiri (Rocher, 1975″60 dalam Ritzer 2004:127). Dalam satu 
sistem kemasyarakatan dimana individu berkumpul, bertemu, dan berinteraksi 
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini seperti yang terjadi ketika mulai 
bermunculannya pedagang sektor informal (PKL) yang berada di belakang 
kampus UNS. Banyaknya para pedagang yang menempati tempat yang sama 
dengan kondisi yang hampir sama maka mereka membentuk sistem sosial. Sistem 
sosial ini terbentuk dari interaksi sosial yang mereka lakukan. Sistem sosial para 
PKL dibelakang kampus yang berupa sebuah paguyuban yang diberi nama 
Paguyuban Pedagang Sekitar Kampus (PPSK). 
Dalam sistem sosial keberadaan seorang pemimpin menjadi suatu 
keniscayaan. Dalam disiplin ilmu sosiologi, kekuasaan tidak dipandang sebagai 
sesuatu yang baik dan buruk akan tetapi kekuasaan merupakan piranti atau unsur 
penting dalam masyarakat. Secara sederhana, kekuasaan digambarkan sebagai 
suatu kemampuan untuk memengaruhi orang lain (Soerjono Soekanto. 2007:227). 
Kekuasaan bersumber pada beberapa aspek kehidupan sosial dan 
diselaraskan dengan kegunaannya masing-masing, sebagiamana berikut: 
kekuasaan yang bersumber pada militerisme memiliki kegunaan sebagai 
pengendali kekerasan, yang bersumber pada ekonomi berguna untuk 
mengendalikan tanah, buruh, kekayaa, dan produksi, yang bersumber pada politik 
berguna untuk mengambil keputusan, yang bersumber pada hukum berguna untuk 
mempertahankan interaksi, yang bersumber pada tradisi berguna sebagai sistem 
kepercayaan, yang bersumber pada ideologi berguna sebagai pandangan hidup, 
dan yang bersumber dari diversionary power berguna untuk kepentingan rekreatif 
(Soekanto. 2007: 232). 
Sedikit berbeda dengan kekuasaan, wewenang merupakan suatu hak 
untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan, dan menyelesaikan 
permasalahan (Soekanto. 2007: 242). Dari definisi tersebut, wewenang dapat 
dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, akan tetapi 
kekuasaan harus mendapatkan pengesahan dari masyarakat terlebih dahulu untuk 
dapat menjalankan kewenangan.  
Kekuasaan dan wewenang bermuara pada sistem kepemimpinan. 
Kepemimpinan yang bersifat resmi biasanya dijelmakan dalam suatu jabatan 
sehingga pelaksanaannya dilandaskan pada peraturan-peraturan resmi pula. Lain 
halnya dengan kepemimpinan tak resmi yang didasarkan pada pengakuan dan 
kepercayaan masyarakat, meskipun tetap harus berpedoman pada peraturan atau 
undang-undang yang berlaku (Soekanto. 2007: 250-251).  
Dari pemahaman mengenai konsep kekuasaan dan wewenang 
menjadikan penataan sektor informal di belakang kampus sah-sah saja dilakukan. 
Hal ini dikarenakan pemangku kekuasaan dan wewenang adalah pihak Pemerintah 
Kota Surakarta. Sehingga kebijakan-kebijakan mengenai wilayah di kota 
Surakarta adalah wewenang dari Pemerintah Kota Surakarta itu sendiri. Sehingga 
pedagang yang merupakan subsistem dari sistem sosial harus mematuhi 
kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Kota Surakarta  yang dalam sistem sosial 
Parsons sebagai supra sistem dari suatu masyarakat. 
Sistem tindakan sosial yang dikemukakan Parsons itu terbagi dalam 
empat bagian yang saling berhubungan, yaitu sistem budaya, sistem sosial, sistem 
politik dan sistem ekonomi. Dalam memandang sistem sosial yang merupakan 
subsistem yang mempunyai fungsi interaksi dengan pola struktur dan fungsi yang 
sudah jelas.  Apabila sistem tindakan manusia itu sudah tersusun sebagai suatu 
sistem, maka akan tersusun sejumlah bagian yang disebut sub-sistem, yang saling 
bertalian dan saling mendukung. Tiap bagian atau subsistem mempunyai fungsi 
tertentu terhadap subsistem yang berikutnya.  Keempat fungsi tersebut dikenal 
dengan istilah AGIL yaitu: 
1. Adaptations (Adaptasi), sebuah sistem harus mampu menanggulangi 
situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 
2. Goal-Attainment (Pencapaian),merupakan pencapaian sasaran atau 
tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diserahkan pada 
tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan disini bukanlah tujuan 
pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu 
sistem sosial.  
3. Integration (Integrasi), sebuah sistem harus mengatur hubungan antar 
bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola 
hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya 
4. Latent-Pattern-Maintenance (Pemeliharaan pola), sebuah sistem harus 
melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun 
pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Parson 
1970:82 dalam Ritzer 2004:130) 
 
Dari konsep AGIL atau teori sibernetika yang dikemukakan oleh Parsons 
di atas dalam menjelaskan penataan pedagang sektor informal (PKL) di belakang 
kampus UNS. Peneliti melihat bahwa proses penataan ini dari sistem tindakan 
sosial yang kemudian dihubungkan dengan teori sibernetika yang telah dijelaskan 
diatas. Untuk lebih mudah memahami mengenai teori sibernetika yang 
dihubungkan dengan proses penataan pedagang ini, maka peneliti membuat 
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Penataan Pedagang sektor 
Informal di belakang kampus 
Penyesuaian PKL menjadi 
Pedagang Pasar Panggungrejo 
Dari penjelasan diatas merupakan tahap-tahap mengenai penataan sektor 
informal dibelakang kampus UNS. Dalam gambar diatas dapat dikaji mulai dari 
awal tumbuhnya sektor informal dibelakang kampus UNS yang dalam sibernetika 
Parsons dapat dikategorikan sebagai bagian dari cultural system atau dalam 
skema AGIL sebagai Latent-Pattern-Maintenance. Hal ini sesuai dengan 
munculnya PKL di belakang kampus yang merupakan cikal bakal terjadinya suatu 
fungsi budaya di dalam masyarakat. Karena dalam unsur kebudayaan terdapat 
sistem mata pencaharian yang salah satunya contohnya adalah menjadi PKL di 
belakang  kampus UNS.  
 Kemudian berkembangnya sektor informal ini sebagai social system 
yang dalam skema AGIL termasuk dalam Integration. Karena berkembangnya 
sektor informal (PKL) di belakang kampus membuat para pedagang saling 
melakukan interaksi sosial sebagai komunitas dari PKL yang berada di belakang 
kampus UNS. Interaksi ini mereka lakukan karena merasakan keadaan dan 
kondisi yang sama. Dari kesamaan kondisi yang dialami pedagang ini kemudian 
dibentuk suatu organisasi sosial yang bernama Paguyuban Pedagang Sekitar 
Kampus (PPSK) pada 27 Oktober 2000 dideklarasikanlah PPSK. Tujuan 
dibentuknya PPSK ini adalah untuk saling membantu dan saling memberi arahan 
yang terbaik dalam kesetaraan. 
Political system yang dalam konsep AGIL adalah Goal Attainment atau 
pencapaian sasaran atau tujuan sehingga diambil tindakan penataan pedagang 
sektor informal (PKL) di belakang kampus. Penataan ini dilakukan oleh 
pemerintah Kota Surakarta sebagai otoritas pemegang kekuasaan di wilayah 
Surakarta. Dalam konsep sistem tindakan sosial Parsons pemimpin masyarakat 
merupakan supra-struktur dari sistem sosial sedangkan pedagang merupakan 
subsistem dari sistem sosial. Sehingga penataan pedagang merupakan wewenang 
pemerintah kota Surakarta sebagai pemimpin masyarakat.  
 Economic system yang dalam konsep AGIL Parsons adalah Adaptasi 
merupakan perubahan yang terjadi setelah political system diberlakukan. 
Perubahan yang dialami oleh pedagang ini menjadikan mereka harus 
menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Penyesuaian ini 
diperlukan agar mereka tetap survive dalam menjalankan usahanya. 
 
2. Tanggapan Setelah Dilakukan Penataan Pedagang 
Penataan pedagang yang lakukan oleh pemerintah Kota Surakarta 
menimbulkan berbagai tanggapan. Baik tanggapan dari pedagang maupun 
tanggapan dari konsumen atau mahasiswa. Berikut ini tanggapan mereka: 
a) Tanggapan Pedagang 
Ada berbagai tanggapan dalam wawancara yang dilakukan peneliti 
terhadap lima pedagang di pasar Panggungrejo. Tanggapan yang pedagang 
sampaikan antara lain mengenai kondisi pasar yang lebih nyaman dan aman. 
Tanggapan ini diutarakan oleh Pak RY, AR, IY dan DT. Mereka mengaku cukup 
puas dengan kondisi di pasar Panggungrejo. Mereka puas karena kios yang 
mereka tempati cukup untuk usaha yang mereka jalankan. Kemudian pintu kios 
yang menggunakan pintu rolling door membuat pedagang merasa lebih aman 
ketika meninggalkan barang dagangannya di kios. Selanjutnya adalah mengenai 
kesadaran pedagang yang menempati lahan yang illegal di belakang kampus. Para 
pedagang seperti Pak RY, Pak DT dan Pak SA menyadari bahwa penggunaan 
trotoar dan badan jalan merupakan menyalahi peraturan yang berlaku. Sehingga 
pedagang dengan sukarela mengikuti program penataan pedagang ini. 
Adanya fasilitas yang cukup lengkap juga menjadikan pedagangang 
menanggapi cukup baik dari penataan ini. Ketika para pedagang masih berjualan 
di belakang kampus, mereka tidak mendapatkan fasilitas seperti mushola dan 
toilet (MCK). Sehingga pedagang cukup senang dengan kondisinya yang 
sekarang. Kepindahan pedagang ke pasar Panggungrejo menjadikan pedagang 
mempunyai kepastian hukum dalam melakukan usahanya. Mereka sudah tidak 
khawatir lagi dan merasa lebih tenang dengan menjadi pedagang pasar dan bukan  
lagi sebagai pedagang sektor informal (PKL). Tanggapan terakhir yang 
diungkapkan pedagang adalah mengenai kekecewaan pedagang dengan pengelola 
dan Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta karena tidak adanya upaya yang dilakukan 
untuk meramaikan pasar. Para pedagang seperti Pak RY, Pak DT, Pak SA, dan 
AR kecewa dengan belum ramainya pasar. Menurut mereka sepinya pasar 
dikarenakan kurang adanya promosi yang dilakukan pengelola pasar atau dinas 
yang terkait, baik promosi di media cetak maupun media elektronik.      
b) Tanggapan Konsumen (Mahasiswa) 
Para konsumen dalam penelitian ini adalah mahasiswa menanggapi 
penataan ini hanya pada tujuan kerapian dan keindahan kota saja. Tanggapan ini 
diungkapkan oleh informan AA, RN dan FN. Mereka menganggap penataan yang 
dilakukan pemerintah kota Surakarta hanya dalam bentuk fisiknya saja. Yaitu 
menjadikan kawasan belakang kampus UNS menjadi bersih dari PKl sehingga 
kesan kumuh sudah dapat dihilangkan dari lokasi ini. Kemudian pembangunan 
pasar sebagai lokasi penataan juga hanya dengan membangunnya saja tanpa 
memperhatikan kondisi yang terjadi setelah pedagang pindah ke pasar tersebut. 
Dalam pelaksanaan penataan pedagang ini mahasiswa menganggap bahwa kinerja 
dari pemerintah kota Surakarta kurang maksimal. Seperti yang diungkapkan FN 
yang menganggap penataan hanya pedagang ditata dan dipindah ke lokasi baru 
yang kemudian tidak ada pendampingan kepada pedagang untuk mengembangkan 
usaha. Hasilnya adalah kondisi pedagang yang semakin terpuruk setelah mereka 
pindah ke pasar Panggungrejo.  
Mahasiswa juga menganggap pemerintah kurang tegas dalam menindak 
PKL yang tidak mau pindah ke pasar Panggungrejo padahal mereka telah 
mendapatkan jatah kios. Sehingga para pedagang tersebut malah menyewa dan 
membuka kios di luar pasar Panggungrejo. Para konsumen dalam hal ini 
mahasiswa mengharapkan agar ada upaya yang serius dari pengelola pasar atupun 
pemerintah kota Surakarta untuk meramaikan pasar sehingga kondisi pedagang 
akan berangsur berubah ke arah yang lebih baik. 
 
3. Dampak Yang Dirasakan Pedagang Setelah Dilakukan Penataan 
Pedagang 
a) Dampak Sosial Yang Dirasakan Pedagang 
Kajian dampak sosial merupakan suatu kegiatan pengkajian mengenai 
dampak-dampak sosial negatif maupun dampak sosial positif yang diprediksikan 
akan terjadi saat dan setelah sebuah kebijakan atau peraturan dilaksanakan 
(Program CRF Rekompak JRF Jateng DIY dalam www.rekompakjrf.org/.../SOP 
%20Kajian%20 Dampak%20 Lingkungan.pdf diakses pada 9 februari 2010). 
Dampak sosial yang dirasakan pedagang dibedakan menjadi dua, yaitu dampak 
sosial positif dan dampak sosial negatif; dampak sosial positif yang dirasakan 
padagang adalah adanya perubahan hubungan antar pedagang. Dulu ketika masih 
berdagang di belakang kampus UNS hubungan antar pedagang terjalin kurang 
akrab. Walaupun ada paguyuban pedagang namun kondisi belakang kampus UNS 
yang menjadi tempat berdagang mereka dulu kurang dapat terjalinnya komunikasi 
antar pedagang. Namun setelah pindah ke pasar Panggungrejo hubungan antar 
pedagang cukup dekat. Hal ini diungkapkan oleh informan AR dan Pak DT yang 
mengaku dengan kepindahannya ke pasar ini intensitas ngobrol dengan pedagang 
lain lebih sering. Hal ini disebabkan karena lokasi kios yang cukup berdekatan 
apalagi berada dalam satu bangunan yang membuat intensitas bertemunya antar 
pedagang menjadi sering. Selain itu sepinya pasar memberikan peluang bagi 
pedagang untuk saling berinteraksi satu sama lain.  
Sedangkan dampak sosial negatif setelah dilakukan penataan pedagang 
adalah seringnya terjadi konflik atau pertengkaran dalam rumah tangga. Menurut 
Khairuddin (1985:12), “keluarga merupakan kesatuan terkecil dari orang-orang 
yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial 
bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan. 
Diantaranya diperkuat oleh tradisi dan emosional yang akan menghasilkan 
pengalaman”. Terjadinya konflik dengan keluarga terutama istri yang dialami 
pedagang setelah dilakukan penataan pedagang dipicu oleh faktor ekonomi. Pak 
SA, dan Pak RY mengaku sepinya pasar ini membuat penghasilan mereka juga 
ikut turun. Padahal keutuhan keluarga ada setiap hari. Namun penghasilan mereka 
di pasar Panggungrejo tidak tentu, hal inilah yang memicu pertengkaran diantara 
pedagang dengan keluarganya. 
b) Dampak Ekonomi Yang Dirasakan Pedagang 
Adanya penataan pedagang sektor informal di belakang kampus UNS 
mengakibatkan adanya perubahan secara ekonomi yang dirasakan oleh pedagang. 
dalam memahami perubahan yang terjadi setelah adanya penataan ini, peneliti 
mengklasifikasikan menurut dampak ekonomi positif dan dampak ekonomi 
negatif.  
Dampak positif merupakan suatu perubahan yang lebih baik dari 
peristiwa yang dialami oleh pedagang. dampak positif tersebut antara lain:  
1)  Adanya Kepastian Usaha 
Kepastian usaha yang didapatkan pedagang adalah dengan berubah 
statusnya dari pedagang sektor informal (PKL) yang dalam kacamata hukum 
adalah illegal menjadi pedagang pasar yang telah tercatat dalam perekonomian 
formal sehingga merupakan pedagang yang legal. Kepastian usaha yang diperoleh 
pedagang ini ditandai dengan dimilikinya Surat Hak Penempatan yang 
dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Pasar dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan dan perindustrian 
2) Penataan Yang Tidak Dipungut Biaya 
Penataan pedagang sektor informal di belakang kampus ke pasar 
Panggungrejo sama sekali tidak dipungut biaya. Pedagang dibebaskan dari biaya 
dalam proses penataan ini. Pedagang hanya mengikuti proses penataan yang 
diatur oleh pemerintah kota Surakarta. Dalam proses penataan pedagang ini, 
mereka hanya mengumpulkan fotokopi KTP, KK, foto diri pedagang dan materai 
sebesar Rp.6.000,00. Dengan pembebasan biaya ini, pedagang hanya berhak 
menempati kios yang telah disediakan tanpa memilikinya.   
Dampak negatif yang dirasakan pedagang dengan adanya penataan ini 
antara lain: 
3) Lokasi Pasar Kurang Strategis Untuk Berdagang 
Pedagang menyayangkan lokasi pasar Panggungrejo yang nylempit. 
Pedagang menganggap lokasi pasar ini terlalu ndhelik sehingga banyak 
masyarakat yang kurang mengetahui pasar Panggungrejo. Selain itu, pedagang 
juga beranggapan bahwa dengan lokasi pasar yang ndhelik itu membuat pembeli 
enggan masuk pasar ini. Sehingga pedaganglah yang terkena imbas dari letak 
pasar yang kurang strategis tersebut. Selain itu, akses masuk ke pasar yang berada 
tepat di belakang Kecamatan Jebres membuat keberadaan pasar tidak terlihat dari 
jalan Ki Hajar Dewantara.  
4) Pasar Panggungrejo Masih Sepi 
Dengan lokasi yang kurang strategis seperti itu berakibat pada sepinya 
pasar ini. Hal ini dirasakan oleh seluruh pedagang yang menjadi informan dalam 
penelitian ini yaitu Pak RY, Pak SA, Pak DT, ER dan IY. Mereka mengaku 
jumlah pelanggannya sangat menurun drastis, karena adanya pentahapan dalam 
proses penataan pedagang ini sehingga pedagang tidak serentak pindah ke pasar 
Panggungrejo. Hal inilah yang menyebabkan pasar masih sepi, karena masih 
banyak pedagang yang belum ditata oleh pemerintah kota Surakarta. Sehingga 
mereka masih bebas berjualan di luar pasar dan cenderug dipilih oleh konsumen 
dalam hal ini mahasiswa karena lokasinya yang strategis dan masih berada di 
belakang kampus UNS.  
5) Penurunan Penghasilan Pedagang 
Turunnya jumlah pelanggan yang pedagang alami membuat penghasilan 
pedagang juga mengalami penurunan yang  cukup signifikan. Penurunan yang 
pedagang rasakan mencapai lebih dari 50% dari omset ketika masih berjualan di 
belakang kampus UNS. Kondisi yang seperti ini membuat pedagang berupaya 
untuk menarik pembeli datang ke pasar ini dengan cara mensosialisasikan 
kepindahannya jauh-jauh hari, sosialisasi dilakukan secara langsung, pembuatan 





SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
  
A. SIMPULAN 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian 
tentang dampak sosial ekonomi pada pedagang yang dilakukan penataan di pasar 
Panggungrejo, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses Penataan Yang Dikaji Dengan Teori Sistem Sosial Tallcot Parsons 
Penataan pedagang sektor informal di belakang kampus UNS merupakan 
salah satu kebijakan yang dapat dikaji dengan teori sistem sosial Tallcot Parsons. 
Sistem sosial merupakan suatu kerangka yang terdiri dari elemen/ sub elemen/ sub 
sistem yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Sistem sosial dalam penataan ini 
adalah awal mula munculnya pedagang sektor informal di belakang kampus UNS 
yang dalam kerangka Parsons sebagai sistem budaya. Disebut sistem budaya karena 
munculnya pedagang sektor informal di belakang kampus UNS awal mula 
tumbuhnya sistem mata pencaharian di belakang kampus UNS. Sistem mata 
pencahariaan ini merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Berkembangnya 
pedagang sektor informal sebagai sistem sosial, karena pedagang membentuk 
suatu paguyuban pedagang. sehingga pedagang mempunyai wadah, atura, dan 
norma yang mengikat mereka. Kebijakan penataan pedagang merupakan sistem 
politik dalam kerangka sistem sosial Parsons. Perkembangan jumlah PKL membuat 
pemerintah kota Surakarta membuat kebijakan penataan pedagang. Kerangka yang 
terakhir adalah sistem ekonomi, dalam penelitian ini adalah penyesuaian pedagang 
dengan lokasi baru yang mereka tempati. Sistem ekonomi ini timbul akibat dari 
sistem politik yang dicanangkan pemerintah kota Surakarta. Sehingga PKL yang 
telah ikut penataan harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. 
    
 
2. Berbagai Tanggapan dari Para Pedagang di Pasar Panggungrejo 
a) Kondisi Pasar Yang Nyaman 
Tanggapan yang pedagang sampaikan antara lain mengenai kondisi 
pasar yang lebih nyaman dan aman. Mereka puas karena kios yang mereka 
 
tempati cukup untuk usaha yang mereka jalankan. Kemudian pintu kios yang 
menggunakan pintu rolling door membuat pedagang merasa lebih aman 
ketika meninggalkan barang dagangannya di kios. 
b) Sikap Pedagang terhadap Penataan yang Dilakukan Pemerintah Kota Surakarta 
Pedagang menyadari bahwa penggunaan trotoar dan badan jalan 
merupakan menyalahi peraturan yang berlaku. Sehingga pedagang dengan 
sukarela mengikuti program penataan pedagang ini. 
c) Ketersediaan Fasilitas Pasar 
Adanya fasilitas MCK dan Mushola yang kondisinya baik membuat 
pedagang merasa cukup senang dengan fasilitas yang disediakan di pasar 
Panggungrejo. Kondisi pedagang berbeda ketika masih berada di belakang 
kampus UNS karena tidak tersedia fasilitas tersebut. Waktu itu dikarenakan  
tidak memungkinkannya fasilitas itu ada, sebab para PKL ini menempati 
trotoar dan sebagian badan jalan di jalan Ki Hajar Dewantara. Sehingga untuk 
pergi ke toilet saja mereka harus berjalan cukup jauh dari kiosnya. Setelah 
penataan, keadaan ini sudah tidak terjadi lagi karena telah adanya fasilitas 
MCK dan mushola di dalam pasar. 
 
3. Dampak Sosial dan Ekonomi yang Dirasakan Pedagang 
Dampak yang dirasakan oleh pedagang dibedakan menjadi dua, yaitu 
dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial merupakan kondisi yang 
dialami pedagang setelah adanya penataan dalam hubungannya dengan 
lingkungan sosial. Sedangkan dampak ekonomi merupakan kondisi ekonomi 
yang dirasakan pedagang setelah dilakukan penataan pedagang sektor 
informal di belakang kampus UNS. Kesimpulan dari dampak sosial penelitian 
ini sebagai berikut: 
a) Perubahan Hubungan Dengan Pedagang Lain 
Kondisi sosial pedagang setelah adanya program penataan salah 
satunya adanya perubahan hububungan sosial yang terjalin antar pedagang. 
Pedagang sekarang merasa lebih dekat dengan pedagang lain. Hal ini sesuai 
dengan kondisi pasar yang merupakan gedung pasar yang kios antar 
pedagang jaraknya berdekatan. Kios yang berada dalam komplek gedung 
menjadikan pedagang sering melakukan interaksi diantara mereka. Terlebih 
lagi kondisi pasar yang masih sepi sehingga pedagang banyak mempunyai 
waktu luang.  
b) Perubahan Dalam Hubungan Keluarga 
Kondisi pasar yang sepi cukup mempengaruhi jumlah penghasilan yang 
didapatkan pedagang. Dalam penelitian ini, faktor ekonomi yang 
menyebabkan konflik antara pedagang dengan anggota keluarganya. Dalam 
hubungan keluarga seringkali timbul pertengkaran merupakan suatu hal yang 
wajar. Pertengkaran dengan suami dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab 
diantaranya perbedaan pendapat antara suami dan istri, serta kondisi 
perekonomian,sehingga saat orang terjepit masalah kebutuhan karena 
ekonomi orang tersebut akan mudah marah. 
Dampak ekonomi yang dirasakan pedagang dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
a) Dampak positif 
Dampak positif yang dirasakan pedagang antara lain adanya kepastian 
pedagang dalam melakukan usaha. Setelah pedagang mengikuti program 
penataan ini status pedagang yang semula merupakan pedagang sektor 
informal (PKL) berubah menjadi pedagang pasar. Para pedagang 
mendapatkan kepastian usaha setelah mengikuti program penataan tersebut. 
Sehingga pedagang sudah merasa lebih tenang menjalankan usahanya. 
Kepastian pedagang dalam melakukan usaha ditandai dengan diberikannya 
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan Kementerian 
Perindustrian Dan Perdagangan. Selain itu pedagang juga mendapatkan Surat 
Hak Penempatan (SHP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar 
Surakarta. Dengan diberikannya surat-surat diatas maka pedagang bukan lagi 
merupakan pedagang sektor informal namun telah berubah menjadi pedagang 
formal. Kepastian usaha yang didapatkan pedagang menjadikan pedagang 
merasa aman karena tidak takut lagi adanya penggusuran pedagang. selain itu 
dampak positif lainnya adalah penataan yang tidak dipungut biaya. Dalam 
proses penataan ini, mereka hanya mengumpulkan fotokopi KTP, KK dan 
materai senilai Rp.6.000,00.  
b) Dampak negatif 
Dampak ekonomi negatif yang dirasakan pedagang seluruhnya adalah 
turunnya hasil pendapatan pedagang setelah pindah di pasar Panggungrejo. 
Hal ini karena di pasar Panggungrejo kondisinya masih sangat sepi. Lokasi 
pasar yang ndhelik menjadikan konsumen enggan datang ke pasar 
Panggungrejo, sehingga dengan lokasi pasar yang ndhelik menyebabkan 
pasar ini menjadi sepi konsumen. Dengan sepinya konsumen yang datang ke 
pasar ini menyebabkan pedagang mengalami penurunan penghasilan. 
 
4. Tanggapan konsumen (mahasiswa) tentang penataan pedagang sektor informal di 
belakang kampus UNS 
Konsumen dalam penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa. Para 
mahasiswa ini memiliki berbagai tanggapan tentang penataan pedagang ini. 
Mereka menganggap penataan yang dilakukan pemerintah kota Surakarta hanya 
dalam bentuk fisiknya saja, yaitu menjadikan kawasan belakang kampus UNS 
menjadi bersih dari PKL sehingga kesan kumuh sudah dapat dihilangkan dari 
lokasi ini. Mahasiswa juga menganggap pemerintah kurang tegas dalam menindak 
PKL yang tidak mau pindah ke pasar Panggungrejo, padahal mereka telah 
mendapatkan jatah kios secara gratis. Sehingga para pedagang tersebut malah 






Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas dapat dikaji implikasi 
teoritis dan implikasi praktis sebagai berikut: 
1. Implikasi Teoritis 
Dari hasil temuan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 
menggunakan teori sistem sosial dari Talcott Parsons. Menurut Parsons sistem 
sosial merupakan suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen / sub elemen / 
sub system yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Parsons membagi sistem 
sosial ini menjadi empat, yaitu sistem budaya, sistem sosial, sistem politik, dan 
sistem ekonomi. Setiap sistem tersebut saling berkaitan dan berhubungan satu 
sama lain. Dalam penelitian ini sistem budaya dapat dijelaskan mengenai awal 
mula munculnya pedagang sektor informal di belakang kampus UNS. Sistem ini 
merupakan awal mula berkembangnya sistem sosial. Dalam sistem sosial ada 
perkumpulan atau paguyuban sehingga berlakunya sebuah aturan dan norma. 
Sistem sosial dalam penelitian ini adalah berkembangnya pedagang sektor 
informal di belakang kampus UNS. Banyaknya pedagang yang menggunakan 
fasilitas trotoar di belakang kampus, membuat para pedagang membuat suatu 
paguyuban yang bernama paguyuban pedagang sekitar kampus (PPSK). Dengan 
adanya PPSK tersebut membuat pedagang sektor informal di belakang kampus 
mempunyai wadah dalam berinteraksi dengan komunitas pedagang yang lain. 
Sehingga tercipta sistem sosial dalam pedagang sektor informal di belakang 
kampus ini.  
Selanjutnya adalah sistem politik, yang dalam penelitian ini adalah 
kebijakan pemerintah mengenai penataan pedagang di belakang kampus UNS. 
Makin bertambahnya jumlah pedagang sektor informal (PKL) di belakang 
kampus manjadikan pemerintah melakukan penataan. Hal ini dilakukan 
pemerintah dikarenakan pedagang menempati lahan yang illegal karena 
menggunakan trotoar jalan sebagai tempat berjualan. Dengan adanya penataan ini 
sehingga menimbulkan dampak yang dirasakan oleh pedagang, baik dampak 
sosial maupun dampak ekonomi. Adanya dampak yang dirasakan pedagang 
setelah dilakukan penataan adalah sebuah sistem ekonomi dalam teori  sistem 
sosial Parsons. Dengan menggunakan teori dari Parsons sangat membantu peneliti 
dalam menguraikan proses penataan pedagang seektor informal di belakang 
kampus UNS. 
Adanya penataan pedagang sektor informal di belakang kampus UNS 
membuat pedagang harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di 
lokasi baru, yaitu di pasar Panggungrejo. Penyesuaian ini dalam skema teori 
Parsons dikenal sebagai adaptation. Dalam teori Parsons, adaptasi termasuk 
dalam sistem ekonomi yang terjadi setelah sistem politik. Sehingga penataan 
pedagang ini membuat mereka harus mengupayakan diri mereka agar mampu 
bertahan.  
Penelitian ini dapat juga digunakan sebagai salah satu acuan bagi 
peneliti-peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai dampak sosial 
ekonomi dari proses penataan pedagang.     
2. Implikasi Praktis 
Dari penelitian di atas, implikasi praktis adalah mampu memberikan 
gambaran mengenai dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh pedagang akibat 
adanya penataan ini. Selain itu agar juga dapat memberikan kontribusi dan 
evaluasi mengenai proses penataan pedagang sektor informal (PKL) di belakang 
kampus UNS. Sehingga nantinya proses penataan ini tidak hanya mementingkan 
kepentingan penguasa dalam hal ini adalah pemerintah kota Surakarta namun juga 
lebih memperhatikan objek yang ditata yaitu para pedagang.  
 
C. SARAN 
Berdasarkan berbagai temuan dilapangan serta kesimpulan penelitian ini, 
maka beberapa saran yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta 
Untuk pemerintah kota Surakarta diharapkan sebelum melakukan penataan 
pedagang sektor informal terlebih dulu melakukan pemetaan sosial ekonomi pedagang. 
Dengan adanya pemetaan pedagang ini dapat memberi gambaran tentang kondisi 
pedagang. Sehingga nantinya penataan ini dapat menguntungkan semua pihak yaitu 
pemerintah dan pedagang. 
2. Bagi Pengelola Pasar Panggungrejo 
Untuk pengelola pasar diharapkan adanya upaya untuk mengembangkan 
pasar, agar pasar Panggungrejo dikenal oleh masyarakat luas. Upaya yang harus 
dilakukan itu harus disesuaikan dengan segmentasi pasar Panggungrejo yaitu 
mahasiswa. Sehingga upaya pengembangan pasar tidak salah sasaran dan 
mengena di kalangan mahasiswa. Selain itu pengelola pasar juga harus menindak 
tegas keberadaan pedagang yang belum mau menempati kiosnya. Misalnya 
dengan cara mencabut Surat Hak Penempatan (SHP) yang telah pedagang miliki. 
3. Bagi Para Pedagang Pasar Panggungrejo 
Untuk para pedagang di pasar Panggungrejo diharapkan segera 
menempati kios yang telah diberikan mereka di pasar Panggungrejo. Sehingga 
dengan banyaknya pedagang yang telah menempati kios di pasar itu menjadikan 
image pasar Panggungrejo yang sebelumnya adalah pasar yang sepi pedagang 
dapat dihilangkan. Karena sepinya pasar ini bukan hanya disebabkan oleh sepinya 
konsumen atau pembeli yang datang melainkan juga karena pedagang yang belum 
menempati kiosnya.  
4. Bagi Konsumen Pasar Panggungrejo 
Untuk para konsumen dalam penelitian ini adalah mahasiswa diharapkan 
mereka menghilangkan keengganan mereka mengunjungi pasar Panggungrejo. 
karena pasar ini sebenarnya adalah pasar yang diperuntukkan kepada mahasiswa 
sebagai sentra pemenuhan kebutuhannya. Dengan banyak mahasiswa mendatangi 
pasar secara otomatis akan meningkatkan jumlah penghasilan pedagang di pasar 
Panggungrejo ini. Selain itu, sebisa mungkin mahasiswa dapat ikut mengorbitkan 
pasar ini, misalnya saja memberikan informasi kepindahan padagang yang tadinya 
berada di belakang kampus UNS pada sesama teman mahasiswa yang 
membutuhkan jasa para pedagang tersebut, sehingga diharapkan pasar 
Panggungrejo ini akan bertambah ramai oleh para konsumen mahasiswa.  
 
